BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka,
maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4750);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI SATUAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

N o v ok

Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.

Bupati adalah Bupati Majalengka.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana
tugas teknis pada Dinas.

Rencana Stratejik yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah rencana 5 (lima) tahunan
yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci
keberhasilan, tujuan, sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari sasaran dan
program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
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10.
11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

(3)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
adalah dokumen pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD
adalah adalah dokumen pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana
pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya
disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut
LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati
kepada DPRD.

BAB II
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 2

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada
bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang
pendidikan;

C. pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi pendidikan;
d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
mempunyai uraian tugas :

1. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Dinas Pendidikan dalam rangka kelancaran tugas;

2. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam bidang pendidikan
sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

3. menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang
pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan
Bupati;

4. menyiapkan bahan-bahan LKPJ] akhir tahun dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
pada bidang pendidikan;

5. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dinas pendidikan sebagai
pertanggungjawaban kepada Bupati;

6. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan;

7. menetapkan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan
kebijakan nasional dan provinsi;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan
TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi,
budaya dan ketentuan jam belajar efektif;

menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan
TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi,
budaya dan ketentuan jam belajar efektif;

menyelenggarakan penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan
peran serta masyarakat di bidang pendidikan;

menyelenggarakan perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD,
SLTP, SMU dan PLS;

menyelenggarakan pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD,
SLTP, SMU, SMK dan PLS;

menyelenggarakan pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang
pendidikan;

menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar sekolah;
menyelenggarakan perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan
perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

menyelenggarakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di
tingkat kabupaten;

menyelenggarakan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

menyelenggarakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan
pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara
pendidikan nonformal;

menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;

menyelenggarakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan
lokal;

menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar
dan menengah;

menyelenggarakan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan
perguruan tinggi;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar
bertaraf internasional;

menyelenggarakan peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan
nasional untuk tingkat kabupaten;

menyelenggarakan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan;

menyelenggarakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai
kewenangannya;

menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai
kewenangannya;

menyelenggarakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat
satuan pendidikan pada pendidikan dasar;

menyelenggarakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

menyelenggarakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan dasar;

menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan
pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK,
kurikulum muatan lokal, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS dan program kegiatan PLS,
kepemudaan dan keolahragaan;

menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan
pada pendidikan dasar;

menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal;

menyelenggarakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan;

menyelenggarakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;

menyelenggarakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
nonformal sesuai kewenangannya;

menyelenggarakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana
termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS;

menyelenggarakan pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SLTP, SMU
dan SMK serta model program PLSD;

menyelenggarakan pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan
masyarakat;

menyelenggarakan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah;

menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
nonformal sesuai kewenangannya;

menyelenggarakan Perencanaan kebutuhan dan penempatan tenaga kependidikan
TK, SD, SLTP, SMU, dan PLS;

menyelenggarakan perencanaan informasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU,
SMK serta tenaga teknis PLS;

menyelenggarakan perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman,
pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK serta tenaga teknis PLS;

menyelenggarakan perencanaan penempatan tenaga kerja kependidikan TK, SD,
SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS;

menyelenggarakan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal sesuai kewenangannya;

menyelenggarakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di
kabupaten;

menyelenggarakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS;

menyelenggarakan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga
teknis PLS;

menyelenggarakan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK
serta teknis PLS;

menyelenggarakan  Pelaksanaan  pemberhentian/pensiunan  tenaga  kerja
kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS;

menyelenggarakan alih tugas tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK
serta tenaga teknis PLS;

54.menyelenggarakan....6



54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

69.
70.

71.

72.

73.
74.

75.

menyelenggarakan Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal;

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional
dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD,
SLTP, SMU, SMK dan PLS;

menyelenggarakan  Pelaksanaan  penyusunan rencana pembinaan dan
pengembangan karir kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga
kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional
kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
menyelenggarakan Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kerja
kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;

menyelenggarakan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah skala kabupaten;

menyelenggarakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala
kabupaten;

menyelenggarakan pelaksanaan program kegiatan belajar TK dan kurikulum SD,
SLTP, SMU, SMK dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan
kurikulum nasional;

menyelenggarakan Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta
penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah;

menyelenggarakan pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK
serta program PLS;

menyelenggarakan pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;

menyelenggarakan perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan persekolahan
dan luar sekolah;

menyelenggarakan pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik;

menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah
dan pendidikan nonformal skala kabupaten;

menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal skala kabupaten;

menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU,
SMK, PLS;

menyelenggarakan fasilitasi dalam akreditasi pendidikan formal dan non formal;

menyelenggarakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam
penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

menyelenggarakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional
dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
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76.

77.

78.

79.
80.
81.
82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94,

95.

menyelenggarakan supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan
lokal dalam penjaminan mutu;

menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan
pendidikan skala kabupaten;

menyelenggarakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa
dan sastra;

menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan minta, bakat dan prestasi siswa;
menyelenggarakan pemberian rekomendasi/izin mutasi siswa;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;

menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau
Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Bappeda
Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada pemberi
dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan
pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah
desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas
Pendidikan;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendidikan;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaan Dinas Pendidikan;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pendidikan yang
dipimpinnnya;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Dinas Pendidikan;

menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Dinas Pendidikan
kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan kepada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau
Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Bappeda
Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Kuasa
Pengguna Anggaran atau Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada
pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan
pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah
desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas Pendidikan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
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(1)

(2)

(3)

96. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Dinas Pendidikan;

97. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

98. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

99. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

100. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

101. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 3

Sekretariat Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola,  mengoordinasikan, = mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Dinas Pendidikan;

e. Pengendalian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas
Pendidikan;

f. Pelaporan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas
Pendidikan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengoordinasikan  penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas
Pendidikan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

3. menyelenggarkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja  Dinas
Pendidikan dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun......9
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14.

15

16.

17.
18.

19.

20.

21

22,

23.

menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pendidikan sebagai
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang
Pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan
Bupati;

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang Pendidikan;

menyusun  laporan  akuntabilitas  kinerja  Dinas  Pendidikan  sebagai
pertanggungjawaban kepada bupati;

menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran pada Dinas
Pendidikan;

. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara

bulanan, triwulan dan tahunan Dinas Pendidikan sebagai laporan realisasi anggaran
dan hasil pencapaian program kegiatan;

mengoordinasikan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dalam penyusunan laporan
kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi setiap
triwulan dan akhir tahun anggaran kepada bupati untuk disampaikan kepada
pemberi dana tugas pembantuan;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup dinas dalam pelaksanaan akuntansi dan
pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban
kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan
kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

mengoordinasikan  bidang-bidang lingkup Dinas Pendidikan untuk bahan
persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang
dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup
tugasnya;

. menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara

pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;

mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas Pendidikan;

mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa lingkup Dinas Pendidikan;

menyelenggarakan penatausahaan aset daerah yang dikuasai oleh dinas
Pendidikan;

mengoordinasikan  penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam
penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang Pendidikan;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
Pendidikan;

. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau

pihak swasta;

mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah yang
menjadi kewenangan dinas Pendidikan;

mengoordinasikan penyelenggaraan pengaduan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan;

mengoordinasikan....... 10
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24. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di
lingkup dinas Pendidikan;

25. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup
dinas Pendidikan;

26. mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara setiap
tanggal 17 setiap bulannya di lingkup dinas Pendidikan;

27. menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup dinas pendidikan ;

28. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan dinas
pendidikan;

29. mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan
pendidikan di lingkungan dinas pendidikan;

30. mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan
urusan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan;

31. menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja dinas
pendidikan;

32. mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pendidikan di
lingkup dinas pendidikan;

33. mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
serta fungsional penjenjangan;

34. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

35. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
36. menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

37. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

38. mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;

39. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

40. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

41. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

42. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

43. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

44. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

45. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

46. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 4

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas pendidikan.

(2)Dalam......11
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :

(3)

a.

perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pengawasan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pelaporan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :

1.

»

R N W

10.

11.

12.

13.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran pada Dinas pendidikan;

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas pendidikan;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kantor Dinas
pendidikan;

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa Dinas pendidikan;
menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Dinas pendidikan;
melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Dinas pendidikan;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang lingkup Dinas
pendidikan;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas pendidikan;

melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di
lingkup Dinas pendidikan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas pendidikan meliputi
layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan
anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi
pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan
pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku,
membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta
fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;

mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Dinas pendidikan;
14.melaksanakan...... 12
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.
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melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

melaksanakan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup dinas
pendidikan;

melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup dinas
pendidikan;

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah yang berada
dalam penguasaan dinas pendidikan;

menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap
bulannya di lingkungan dinas pendidikan;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya di lingkup dinas pendidikan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup dinas pendidikan;

melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan dinas pendidikan;

melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan pendidikan;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan administrasi keuangan pada Dinas pendidikan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.

b
C.
d.
e

perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas pendidikan;

. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas pendidikan;

pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas pendidikan;
pengawasan administrasi keuangan pada Dinas pendidikan;
pelaporan administrasi keuangan pada Dinas pendidikan;

f.pelaksanaan...... 13
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

1.
2.

© NG

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Dinas pendidikan;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan dilingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan pengeluaraan permintaan
pembayaran oleh bendahara pengeluaran secara berkala;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realisasi anggaran pada Dinas setiap bulan dan triwulan;
menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;

menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkup dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas pendidikan menurut pengolongan
dan kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C,D,EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas pendidikan
sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas untuk diajukan kepada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Dinas pendidikan;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

27.mengevaluasi...... 14
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27. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

29. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

32. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada
Dinas pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas pendidikan;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Dinas pendidikan;

C. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas pendidikan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Dinas pendidikan;

2. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan dengan
RPJPD, RPIMD dan RKPD;

3. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana Kkinerja
(RENJA) tahunan dari masing-masing bidang pada Dinas pendidikan;

4. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang pendidikan sebagai
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

5. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di lingkup dinas pendidikan;
6. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup dinas pendidikan;

7. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah  perencanaan program dan
kegiatan dari bidang-bidang pada Dinas pendidikan;

8.menyusun....... 15
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menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan pendidikan di
lingkungan dinas pendidikan;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi kinerja Dinas pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD akhir tahun dan LPPD Akhir Masa Jabatan
dalam bidang pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir
Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang pendidikan;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas pendidikan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati;

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pendidikan di lingkup dinas pendidikan;

menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan
pendidikan skala kabupaten;

menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada dinas pendidikan ;

menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di
lingkup dinas pendidikan;

melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan di lingkup
dinas;

melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang pendidikan;

menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang;

menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;

menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas pendidikan dalam
penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau
Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Bappeda
Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian....... 16
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Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 7

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola, = mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman
Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah
menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman
Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah
menengah pertama;

b. pengelolaan urusan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak)
dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah menengah
pertama;

C. pengoordinasian urusan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-
kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah
menengah pertama;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan anak usia dini jalur formal
(Taman Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan
sekolah menengah pertama;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang

Pendidikan Dasar mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan operasional pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-
kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah
menengah pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan bidang pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-
kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah
menengah pertama dalam rangka kelancaran tugas;

3. menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan pendidikan anak usia dini jalur
formal (Taman Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Dasar dan sekolah menengah pertama sebagai bahan penyusunan RPJPD dan
RPIMD Kabupaten;

4. menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPIJMD
urusan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak) dan pendidikan
dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah menengah pertama sebagai
bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

5. menghimpun bahan-bahan urusan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman
Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dan sekolah
menengah pertama sebagai bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ] akhir masa jabatan
Bupati;

6. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan pendidikan anak usia dini jalur
formal (Taman Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Dasar dan sekolah menengah pertama;

7.menghimpun.....17
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menghimpun bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat di bidang pendidikan;

mengelola perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD dan SMP;
mengelola penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD dan SMP;

mengelola kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan TK, SD dan
SMP;

mengelola perencanaan operasional program pendidikan tingkat satuan pendidikan
TK, SD dan SMP sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

mengelola sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat satuan
pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola pengelolaan satuan pendidikan TK, SD dan SMP bertaraf internasional.

mengelola pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan TK, SD
dan SMP berbasis keunggulan lokal;

mengelola pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan
pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan TK, SD dan SMP bertaraf
internasional;

mengelola pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan
pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan TK, SD dan SMP
sesuai kewenangannya;

mengelola pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan TK, SD dan SMP sesuai
kewenangannya;

mengelola koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan
pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan TK, SD
dan SMP;

mengelola pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
TK, SD dan SMP;

mengelola pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan
TK, SD dan SMP sesuai kewenangannya;

mengelola penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur TK, SD dan SMP;

mengelola pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD dan SMP;
mengelola pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah TK, SD dan SMP;

mengelola pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan
TK, SD dan SMP sesuai dengan kemampuan daerah;

mengelola fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah
TK, SD dan SMP skala kabupaten;

mengelola penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah TK, SD dan SMP skala
kabupaten;

mengelola penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan TK, SD dan SMP;
mengelola pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD dan SMP;
36.mengelola.....18
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mengelola perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik TK, SD dan
SMP;

mengelola pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan TK, SD dan SMP skala kabupaten;

mengelola pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada
pendidikan TK, SD dan SMP skala kabupaten;

mengelola pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD dan SMP;
mengelola fasilitasi akreditasi pendidikan TK, SD dan SMP;

mengelola pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan
sastra;

mengelola pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa;
mengelola pemberian izin mutasi siswa TK, SD dan SMP;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran pada Dinas Pendidikan;

menyusun laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan dan tahunan pada
Dinas Pendidikan;

mengendalikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang pendidikan dasar;

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkup bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini jalur formal (Taman Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Dasar dan sekolah menengah pertama;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendidikan anak usia dini jalur
formal (Taman Kanak-kanak) dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Dasar dan sekolah menengah pertama;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing  atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 8

Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah
dasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan
sekolah dasar;

b.pelaksanaan......19
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pelaksanaan urusan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah
dasar;

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak
dan sekolah dasar;

pengawasan urusan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
pelaporanurusan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai uaraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

merencanakan kegiatan Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
pada Dinas Pendidikan;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA)
urusan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar pada Dinas
Pendidikan;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam urusan pengelolaan
pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar sebagai bahan penyusunan
RPIPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan seksi pendidikan taman kanak-kanak
dan sekolah dasar pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan
sekolah dasar sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] akhir tahun dan LKJIP] akhir masa jabatan
Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan taman kanak-
kanak dan sekolah dasar bidang pendidikan dasar;

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat di bidang pendidikan;

melaksanakan perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan satuan
pendidikan TK dan SD;

melaksanakan penerimaan dan perpindahan peserta didik satuan pendidikan TK
dan SD;

melaksanakan kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan TK dan
SD;

melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan tingkat satuan
pendidikan TK dan SD sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan
nasional;

melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat
satuan pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pengelolaan satuan pendidikan TK dan SD bertaraf internasional;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
TK dan SD berbasis keunggulan lokal;

melaksanakan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan
pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan TK dan SD bertaraf
internasional;

melaksanakan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan
pendidikan TK dan SD;

18.melaksanakan.....20
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melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan TK dan SD
sesuai kewenangannya;

melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan TK dan SD sesuai
kewenangannya;

melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan TK
dan SD;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan TK dan SD;

melaksanakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan TK dan SD sesuai kewenangannya;

melaksanakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur TK dan SD;

melaksanakan pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar TK dan SD;
melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah TK dan SD;

melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan TK dan SD antara
lain penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan TK dan SD sesuai dengan kemampuan daerah;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan TK dan SD;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah TK dan SD skala kabupaten;

melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah TK dan SD skala
kabupaten;

melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan TK dan SD;
melaksanakan penilaian hasil belajar TK dan SD;
melaksanakan perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik TK
dan SD;

melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan TK dan SD skala kabupaten;

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan
TK dan SD skala kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK dan SD;
melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan
sastra tingkat satuan pendidikan TK dan SD;

melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa
tingkat satuan pendidikan TK dan SD;

menyusun laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan dan tahunan Dinas
Pendidikan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak) dan satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

46.mempelajari......21
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mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 9

(1) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah
pertama.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

(3)

a.
b.
C.

perencanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
pelaksanaan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah
pertama;

pengawasan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
pelaporan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas :

1.

merencanakan kegiatan seksi pendidikan sekolah menengah pertama pada Dinas
Pendidikan;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA)
urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama pada Dinas
Pendidikan;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam urusan pengelolaan
pendidikan sekolah menengah pertama sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan urusan pengelolaan pendidikan sekolah
menengah pertama pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

6.mengumpulkan.....22
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mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah
pertama;

menyiapkan bahan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan
SMP sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat pada bidang pendidikan SMP;

melaksanakan perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan satuan
pendidikan SMP;

melaksanakan penerimaan dan perpindahan peserta didik satuan pendidikan SMP;
melaksanakan kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan SMP;

melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan tingkat satuan
pendidikan SMP sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan
nasional;

melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat
satuan pendidikan SMP;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
SMP;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
SMP berbasis keunggulan lokal;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan SMP bertaraf
internasional;

melaksanakan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan
pendidikan SMP;

melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan SMP sesuai
kewenangannya;

melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMP sesuai
kewenangannya;

melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan
pendidikan SMP;

melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan SMP;

melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan SMP;

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan
pendidikan SMP;

melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar, kurikulum
muatan lokal SMP;

melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan SMP;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan SMP;

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SMP;

melaksanakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan SMP sesuai kewenangannya;

melaksanakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur SMP;
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melaksanakan pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar SMP;
melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah SMP;

melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan SMP sesuai dengan kemampuan daerah;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMP;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah SMP skala kabupaten;

melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah SMP skala
kabupaten;

melaksanakan program kegiatan belajar dan kurikulum SMP serta memberikan
masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional;

melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan SMP;
melaksanakan penilaian hasil belajar SMP;

melaksanakan akreditasi SMP;

melaksanakan perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan SMP;
melaksanakan pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik SMP;

melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan SMP skala kabupaten;

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan
SMP skala kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SMP;
melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan SMP;

melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan
sastra tingkat satuan pendidikan SMP;

melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa
tingkat satuan pendidikan SMP;

melaksanakan pemberian izin mutasi siswa SMP;

menyusun laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan dan tahunan Dinas
Pendidikan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian....24
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Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan

Paragraf 1
Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan kejuruan

Pasal 10

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola, = mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pengelolaan pendidikan menengah dan Kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan kejuruan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan;
b. pengelolaan urusan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan;

C. pengoordinasiaan urusan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan;

d

. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan pendidikan menengah
dan kejuruan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan kejuruan mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan operasional pendidikan menengah dan kejuruan;

2. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan bidang pendidikan pendidikan menengah dan kejuruan;

3. menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan pendidikan menengah dan
kejuruan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

4. menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD
urusan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

5. menghimpun bahan-bahan urusan pengelolaan pendidikan menengah dan
kejuruan sebagai bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

6. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan pengelolaan pendidikan
menengah dan kejuruan sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan
kepada Bupati;

7. mengelola dan menganalisa pendidikan menengah dan kejuruan;

8. mengelola penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan SMA dan
SMK sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif;

9. menghimpun bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat di bidang pendidikan;

10. mengelola perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan SMA dan SMK;
11. mengelola penerimaan dan perpindahan peserta didik SMA dan SMK;

12. mengelola kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan SMA dan
SMK;

13. mengelola perencanaan operasional program pendidikan tingkat satuan pendidikan
SMA dan SMK sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

14. mengelola sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat
satuan pendidikan SMA dan SMK;

15. mengelola pendidikan tingkat satuan pendidikan SMA dan SMK;
16.mengelola....... 25
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mengelola pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan SMA
dan SMK;

mengelola penyelenggaraan satuan pendidikan SMA dan SMK Dbertaraf
internasional.

mengelola pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan SMA
dan SMK berbasis keunggulan lokal;

mengelola penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan
pendidikan SMA dan SMK;

mengelola pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan SMA dan SMK bertaraf
internasional;

mengelola pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan
pendidikan SMA dan SMK;

mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK
sesuai kewenangannya;

mengelola pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMA dan SMK sesuai
kewenangannya;

mengelola koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan
pendidikan SMA dan SMK;

mengelola pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA dan
SMK;

mengelola pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan SMA dan SMK;

mengelola pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
SMA dan SMK;

mengelola pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SMA dan SMK;

mengelola penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan
SMA dan SMK sesuai kewenangannya;

mengelola penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur SMA dan SMK;

mengelola pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar SMA dan SMK;
mengelola pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah SMA dan SMK;

mengelola pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan SMA dan SMK sesuai dengan kemampuan daerah;

mengelola fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMA dan SMK;

mengelola koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah SMA dan SMK skala kabupaten;

mengelola penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah SMA dan SMK skala
kabupaten;

mengelola program kegiatan belajar dan kurikulum SMA dan SMK memberikan
masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional;

mengelola penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan SMA dan SMK;
mengelola pelaksanaan penilaian hasil belajar SMA dan SMK;

mengelola pelaksanaan akreditasi SMA dan SMK;

mengelola perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan SMA dan SMK;

mengelola pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik SMA dan
SMK;

mengelola pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan SMA dan SMK skala kabupaten;

mengelola pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada
pendidikan SMA dan SMK skala kabupaten;
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mengelola pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SMA dan SMK;
mengelola fasilitasi akreditasi pendidikan SMA dan SMK;

mengelola pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan
sastra tingkat satuan pendidikan SMA dan SMK;

mengelola pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa satuan
pendidikan SMA dan SMK;

mengelola pemberian izin mutasi siswa SMA dan SMK;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran pada Dinas Pendidikan;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan dan tahunan pada Dinas Pendidikan;

mengendalikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang pendidikan
menengah dan kejuruan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkup bidang
pendidikan menengah dan kejuruan Dinas Pendidikan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan
menengah dan kejuruan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan pendidikan
menengah dan kejuruan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Pasal 11

Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah tingkat
satuan pendidikan sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pendidikan Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah tingkat
satuan pendidikan Sekolah Menengah atas;

pelaksanaan urusan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah tingkat satuan
pendidikan Sekolah Menengah atas;

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah
tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah atas;

pengawasan urusan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah tingkat satuan
pendidikan Sekolah Menengah atas;

e.pelaporan.....27
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pelaporan urusan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah tingkat satuan
pendidikan Sekolah Menengah atas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pendidikan Sekolah Menengah Atas mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

merencanakan kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Dinas
Pendidikan;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA)
urusan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah tingkat satuan pendidikan
Sekolah Menengah atas pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam urusan pengelolaan
pendidikan Sekolah Menengah tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah atas
sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah
Menengah tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah atas pada Dinas
Pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah tingkat satuan
pendidikan Sekolah Menengah atas sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan
LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan
Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan pendidikan Sekolah
Menengah tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah atas;

melaksanakan perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan satuan
pendidikan SMA;

melaksanakan penerimaan dan perpindahan peserta didik satuan pendidikan SMA;

melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan tingkat satuan
pendidikan SMA sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan
nasional;

melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat
satuan pendidikan SMA;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
SMA;

melaksanakan pengelolaan satuan pendidikan SMA bertaraf internasional;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
SMA berbasis keunggulan lokal;

melaksanakan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan
pendidikan SMA;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan SMA bertaraf
internasional;

melaksanakan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan
pendidikan SMA;

melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan SMA sesuai
kewenangannya;

melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMA sesuai
kewenangannya;

melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan SMA;
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melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan SMA;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan SMA;

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SMA;

melaksanakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan SMA sesuai kewenangannya;

melaksanakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur SMA;

melaksanakan pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar SMA;

melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan SMA antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan SMA sesuai dengan kemampuan daerah;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMA;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah SMA skala kabupaten;

melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah SMA;
melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan SMA;
melaksanakan penilaian hasil belajar SMA;

melaksanakan perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan SMA;
melaksanakan pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik SMA;

melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan SMA skala kabupaten;

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan
SMA skala kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SMA;
melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan SMA;

melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan
sastra tingkat satuan pendidikan SMA;

melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa
tingkat satuan pendidikan SMA;

melaksanakan pemberian izin mutasi siswa SMA;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pengelolaan pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah
Atas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3....... 29
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Paragraf 3
Seksi Pendidikan Sekolah Kejuruan

Pasal 12

(1) Seksi Pendidikan Sekolah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pengelolaan pendidikan sekolah menengah
kejuruan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pendidikan Sekolah Kejuruan mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan bidang pendidikan menengah tingkat satuan
pendidikan sekolah menengah kejuruan;

pelaksanaan urusan bidang pendidikan menengah tingkat satuan pendidikan
sekolah menengah kejuruan;

pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang pendidikan menengah tingkat satuan
pendidikan sekolah menengah kejuruan;

pengawasan bidang pendidikan menengah tingkat satuan pendidikan sekolah
menengah kejuruan;

pelaporan urusan bidang pendidikan menengah tingkat satuan pendidikan sekolah
menengah kejuruan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pendidikan Sekolah Kejuruan mempunyai uraian tugas :

1.

merencanakan kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Kejuruan pada Dinas
Pendidikan;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA)
urusan bidang pendidikan menengah tingkat satuan pendidikan sekolah menengah
kejuruan pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam urusan bidang pendidikan
menengah tingkat satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan menengah tingkat
satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan bidang pendidikan menengah tingkat satuan
pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan
dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan bidang pendidikan menengah tingkat satuan
pendidikan sekolah menengah kejuruan;

menyiapkan bahan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan
SMK sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif;

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat pada bidang pendidikan SMK;

melaksanakan perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan satuan
pendidikan SMK;

10. melaksanakan penerimaan dan perpindahan peserta didik satuan pendidikan SMK;

11.melaksanakan....... 30
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melaksanakan kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan SMK;

melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan tingkat satuan
pendidikan SMK sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan
nasional;

melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat
satuan pendidikan SMK;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
SMK;

melaksanakan pengelolaan satuan pendidikan SMK bertaraf internasional;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
SMK berbasis keunggulan lokal;

melaksanakan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan
pendidikan SMK;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan SMK bertaraf
internasional;

melaksanakan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan tingkat satuan
pendidikan SMK;

melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan SMK sesuai
kewenangannya;

melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah
kejuruan sesuai kewenangannya;

melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan SMK;

melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar, kurikulum
muatan lokal SMK;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan SMK;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan SMK;

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SMK;

melaksanakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan SMK sesuai kewenangannya;

melaksanakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur SMK;

melaksanakan pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar SMK;
melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah SMK;

melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan / rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan SMK sesuai dengan kemampuan daerah;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan SMK;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah SMK skala kabupaten;

melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah SMK skala
kabupaten;

melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan SMK;
melaksanakan penilaian hasil belajar SMK;

melaksanakan perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan SMK;
melaksanakan pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik SMK;

39.melaksanakan.....31
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39. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan SMK skala kabupaten;

40. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan
SMK skala kabupaten;

41. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SMK;
42. melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan SMK;

43. melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan
sastra tingkat satuan pendidikan SMK;

44. melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa
tingkat satuan pendidikan SMK;

45. melaksanakan pemberian izin mutasi siswa SMK;

46. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
bidang pendidikan menengah tingkat satuan pendidikan sekolah menengah
kejuruan;

47. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

48. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

49. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

50. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

51. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

52. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

53. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
54. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal

Paragraf 1
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 13

Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidikan Nonformal dan Informal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja dan pendidikan kecakapan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan jalur pendidikan Nonformal dan Informal meliputi
pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

b. pengelolaan urusan pendidikan Nonformal dan Informal meliputi pendidikan anak
usia dini pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan,
pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan
perempuan;

c.pengoordinasian........ 32
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pengoordinasian urusan pendidikan Nonformal dan Informal meliputi pendidikan
anak usia dini pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan nonformal dan pendidikan
nonformal dan informal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Pendidikan nonformal mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

merencanakan operasional urusan pendidikan nonformal dan pendidikan informal
meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan bidang pendidikan nonformal dan pendidikan informal meliputi
pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPIMD urusan pendidikan nonformal dan
pendidikan informal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai bahan
penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan urusan
pendidikan nonformal dan pendidikan informal meliputi pendidikan anak usia dini,
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan urusan pendidikan nonformal dan pendidikan informal
meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai bahan LKPJ] akhir tahun dan LKPJ
akhir masa jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan pendidikan nonformal dan
pendidikan informal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai
pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati;

mengelola dan menganalisa pendidikan nonformal dan pendidikan informal meliputi
pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

mengelola dan menganalisa pendidikan nonformal;

mengelola penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kalender pendidikan
nonfromal sesuai dengan kondisi, budaya dan ketentuan jam belajar efektif;

menghimpun bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat di bidang pendidikan nonformal dan informal;

mengelola perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan pendidikan
nonfromal dan informal;
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mengelola penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan nonfromal dan
informal;

mengelola kerjasama dalam dan luar sekolah tingkat satuan pendidikan nonfromal
dan informal;

mengelola perencanaan operasional program pendidikan tingkat satuan pendidikan
nonfromal dan dan informal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi
dan nasional;

mengelola sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat
satuan pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pemberian izin pendirian serta pencabutan izin pendidikan nonfromal
dan informal;

mengelola penyelenggaraan satuan pendidikan nonfromal dan informal bertaraf
internasional.

mengelola pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
nonfromal dan informal berbasis keunggulan lokal;

mengelola pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan
nonfromal dan informal;

mengelola pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan nonfromal dan informal
bertaraf internasional;

mengelola pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan nonfromal dan
informal;

mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan nonfromal dan
informal sesuai kewenangannya;

mengelola pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan nonfromal dan
informal sesuai kewenangannya;

mengelola koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan
pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan nonfromal
dan informal;

mengelola sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana nonfromal dan informal;

mengelola pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
nonfromal dan informal;

mengelola pengawasan penggunaan buku (modul) pembelajaran pendidikan
nonfromal dan informal;

mengelola penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan
nonfromal dan informal sesuai kewenangannya;

mengelola fasilitasi penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana
termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar pendidikan nonfromal dan
informal;

mengelola pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah pendidikan
nonfromal dan informal;

mengelola pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan nonfromal sesuai dengan kemampuan daerah;

mengelola fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan nonfromal dan informal;
36.mengelola....34
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mengelola koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah pendidikan nonfromal skala kabupaten;

mengelola penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan nonfromal
dan informal;

mengelola pelaksanaan penilaian hasil belajar pendidikan nonfromal dan informal;
mengelola pelaksanaan akreditasi pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan nonfromal dan
informal;

mengelola pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik
pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan pada pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada
pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan nonfromal dan
informal;

mengelola fasilitasi akreditasi pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, bahasa dan
sastra pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa satuan
pendidikan nonfromal dan informal;

mengelola pemberian rekomendasi/izin mutasi siswa pendidikan nonfromal;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran pada Dinas Pendidikan dan informal;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan dan tahunan pada Dinas Pendidikan;

mengendalikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang pendidikan
nonformal dan informal;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang
Pendidikan nonformal dan informal pada Dinas Pendidikan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus

Pasal 14

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan bidang
pendidikan nonformal Dinas Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pendidikan Masyarakat dan Kursus mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

b. pelaksanaan urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

d. pengawasan urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

e. pelaporan urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pendidikan Masyarakat dan Kursus mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus Bidang
Pendidikan nonformal dan informal pada Dinas Pendidikan;

2. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA)
urusan  pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan pada Dinas
Pendidikan;

3. mengumpulkan bahan RPJPD), RPJMD dan RKPD dalam urusan pendidikan
nonformal dan informal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIJMD
dan RKPD Kabupaten;

4. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan nonformal dan informal
meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan,
pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan
perempuan pada Dinas Pendidikan;
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mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan  pendidikan nonformal dan informal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat pada bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan satuan
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan penerimaan dan perpindahan peserta didik pendidikan non formal
bidang keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan kerjasama dalam dan luar pendidikan nonformal dan informal
bidang keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan nonformal dan
informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi
dan nasional;

melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan nonformal
dan informal pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pendidikan tingkat satuan pendidikan nonformal dan informal
bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan,
pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan
perempuan;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengelolaan satuan pendidikan nonformal dan informal bidang
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan
bertaraf internasional;

melaksanakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis keunggulan lokal;

melaksanakan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendidikan nonformal dan informal bidang
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;
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melaksanakan pengembangan kemitraan pengelolaan pendidikan nonformal dan
informal  bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan nonformal
dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan sesuai kewenangannya;

melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu pendidikan nonfromal dan informal
bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan,
pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan
perempuan sesuai kewenangannya;

melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan nonformal dan
informal  bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan nonformal dan
informal  bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan sesuai kewenangannya;

melaksanakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengadaan buku/modul pelajaran dan bahan ajar pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di pendidikan nonformal
dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/ rehabilitasi gedung dan bantuan biaya
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan sesuai dengan kemampuan daerah;
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melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan nonformal dan
informal  bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan skala kabupaten;

melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian pendidikan nonformal dan
informal  bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan skala kabupaten;

melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan nonformal
dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan penilaian hasil belajar pendidikan nonformal dan informal bidang
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan akreditasi pendididkan nonformal dan informal bidang pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan nonformal dan
informal  bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik
nonformal dan informal;

melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan nonformal dan
informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan nonformal dan informal
bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan,
pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan
perempuan;

melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan nonformal dan informal bidang
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pemberian izin mutasi siswa pendidikan nonformal dan informal
bidang pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan,
pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan
perempuan;
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menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan nonformal dan informal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 15

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan pendidikan anak usia dini jalur non formal bidang pendidikan nonformal Dinas
Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :

(2)

(3)

a.

perencanaan kegiatan urusan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan
nonformal dan informal;

pelaksanaan urusan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan nonformal dan
informal;

pembagian pelaksanaan tugas urusan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan
nonformal dan informal;

pengawasan urusan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan nonformal dan
informal;

pelaporan urusan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan nonformal dan
informal;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai uraian tugas :

1.

2.

merencanakan kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan
nonformal dan informal pada Dinas Pendidikan;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan
Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan nonformal dan informal pada Dinas
Pendidikan;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam urusan Pendidikan Anak Usia
Dini jalur non formal bidang pendidikan nonformal dan informal sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPIJMD dan RKPD Kabupaten;
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membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini bidang
pendidikan nonformal dan informal pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan
nonformal dan informal sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir
Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan
nonformal dan informal ;

melaksanakan pendidikan anak usia dini bidang pendidikan nonformal dan informal;

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta
masyarakat pada bidang pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini;

melaksanakan perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan pendidikan
nonformal dan informal pendidikan anak usia dini;

melaksanakan kerjasama dalam dan luar pendidikan nonformal dan informal
pendidikan anak usia dini;

melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan nonformal dan
informal pendidikan anak usia dini;

melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan nonformal
dan informal pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendidikan nonformal dan informal
pendidikan anak usia dini;

melaksanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan nonformal
dan informal pendidikan anak usia dini;

melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar, kurikulum
muatan lokal pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan nonformal
pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan nonformal dan
informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan
anak usia dini;

melaksanakan pengadaan buku/modul pelajaran dan bahan ajar pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;
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melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di pendidikan nonformal
dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan nonformal dan
informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pendidikan nonformal
dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian pendidikan nonformal dan
informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan perencanaan dan penghargaan biaya pendidikan nonformal dan
informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik
nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan nonformal dan
informal bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan nonformal dan informal
bidang pendidikan anak usia dini;

melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan nonformal dan informal bidang
pendidikan anak usia dini;

melaksanakan pengembangan dan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa
pendidikan nonformal dan informal bidang pendidikan anak usia dini;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan anak usia dini;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan

Paragraf 1

Kepala Bidang Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan

Pasal 16

Bidang Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,

mengoordinasikan.....42



(2)

(3)

42

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan peningkatan
mutu, kurikulum dan tenaga pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan mempunyai fungsi :

a.

oo o

o

perencanaan operasional urusan peningkatan mutu, kurikulum dan tenaga
pendidikan;

pengelolaan urusan peningkatan mutu, kurikulum dan tenaga pendidikan;
pengoordinasian urusan peningkatan mutu, kurikulum dan tenaga pendidikan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan peningkatan mutu, kurikulum dan
tenaga pendidikan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.
14.

merencanakan operasional urusan peningkatan mutu, kurikulum dan tenaga
pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan bidang peningkatan mutu, kurikulum dan tenaga pendidikan
dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan peningkatan mutu, kurikulum
dan tenaga pendidikan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan urusan
peningkatan mutu, kurikulum dan tenaga pendidikan sebagai bahan penyusunan
LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan urusan peningkatan mutu, kurikulum dan tenaga
pendidikan sebagai bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan peningkatan mutu, kurikulum
dan tenaga pendidikan sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan
kepada Bupati;

mengelola dan menganalisa urusan peningkatan mutu pendidikan, kurikulum dan
tenaga pendidikan;

mengelola sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan;

mengelola sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan
nonformal;

mengelola sosialisasi dan fasilitasi implementasi  kurikulum tingkat satuan
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan nonformal;

mengelola penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum
muatan lokal, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS dan program kegiatan PLS;

mengelola pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan nonformal;

mengelola perencanaan biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah.

mengelola evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
nonformal skala kabupaten.
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mengelola evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala
kabupaten.

mengelola monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS
memfasilitasi pemerintah dalam akreditasi pendidikan formal dan non formal.

mengelola supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

mengelola supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam
penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.

mengelola supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal
dalam penjaminan mutu.

mengelola evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan
skala kabupaten.

mengelola perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
sesuai kewenangannya;

mengelola perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga
kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS;

mengelola perencanaan informasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK
serta tenaga teknis PLS;

mengelola perencanaan pengadaan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK
serta tenaga teknis PLS;

mengelola perencanaan penempatan tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK serta tenaga teknis PLS;

mengelola penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal
sesuai kewenangannya;

mengelola pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten;

mengelola pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan
PLS;

mengelola pelaksanaan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK
serta tenaga teknis PLS;

mengelola pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU,
SMK serta teknis PLS;

mengelola pelaksanaan pemberhentian/pensiunan tenaga kerja kependidikan TK,
SD, SLTP, SMU, SMK serta tenaga teknis PLS;

mengelola pelaksanaan alih tugas tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP, SMU,
SMK serta tenaga teknis PLS;

mengelola peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal;

mengelola sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pendidikan;

mengelola peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan
nasional untuk tingkat kabupaten;

mengelola pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah
dan pendidikan nonformal;

38.mengelola......44



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

44

mengelola pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan
profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga
kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS;

mengelola pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir
kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK, PLS;

mengelola pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan
profesional kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;

mengelola pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kerja kependidikan
TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;

mengelola pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal
selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

mengelola supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

mengelola supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam
penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;

mengelola supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal
dalam penjaminan mutu;

mengelola evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan
skala kabupaten;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran pada Dinas Pendidikan;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan dan tahunan pada Dinas Pendidikan;

mengendalikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup Bidang Peningkatan
Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan peningkatan
mutu, kurikulum dan tenaga pendidikan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan peningkatan mutu, kurikulum
dan tenaga pendidikan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Seksi Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan

Pasal 17

(1) Seksi Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan Dinas
Pendidikan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan mempunyai fungsi :

a.

~e a0 o

perencanaan kegiatan urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;
pelaksanaan urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;

pembagian pelaksanaan tugas urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;
pengawasan urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;

pelaporan urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Mutu dan Kurikulum Pendidikan Bidang
Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA)
urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan RPJPD), RPJMD dan RKPD dalam urusan peningkatan mutu
dan kurikulum pendidikan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan kurikulum
pendidikan pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;

melaksanakan urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;

menyiapkan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat
satuan pendidikan pada pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan
nonformal;

melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan;

melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi
lulusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan
pendidikan nonformal;

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan nonformal;

melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK, kurikulum
muatan lokal, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS dan program kegiatan PLS;
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melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan nonformal;

melaksanakan perencanaan pendidikan persekolahan dan luar sekolah;

melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
nonformal skala kabupaten.

melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
skala kabupaten.

Menyiapkan bahan penyusunan penetapan dan pelakasanaan kalender pendidikasn
TK, SD, SMP, SMA dan SMK sesuai kondisi budaya dan ketentuan jam belajar
efektif.

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS
memfasilitasi pemerintah dalam akreditasi pendidikan formal dan non formal.

melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional
dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.

melaksanakan supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal
dalam penjaminan mutu.

melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan
pendidikan skala kabupaten.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan peningkatan mutu dan kurikulum pendidikan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 18

Seksi tenaga pendidik dan kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan tenaga pendidik dan kependidikan Dinas Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan tenaga pendidik dan kependidikan;
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pelaksanaan urusan tenaga pendidik dan kependidikan;
pembagian pelaksanaan tugas urusan tenaga pendidik dan kependidikan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi tenaga
pendidik dan kependidikan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

merencanakan kegiatan Seksi tenaga pendidik dan kependidikan Bidang
Peningkatan Mutu, Kurikulum dan Tenaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan
Tenaga pendidik dan kependidikan pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam urusan Tenaga pendidik dan
kependidikan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan tenaga pendidik dan kependidikan
pada Dinas Pendidikan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan tenaga pendidik dan kependidikan;

melaksanakan pengelolaan urusan tenaga pendidik dan kependidikan;

melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga
kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan PLS;

melaksanakan perencanaan informasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK
serta tenaga teknis PLS;

melaksanakan perencanaan pengadaan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU,
SMK serta tenaga teknis PLS;

melaksanakan perencanaan penempatan tenaga kerja kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK serta tenaga teknis PLS;

melaksanakan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal sesuai kewenangannya;

memberikan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di
kabupaten;

melaksanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal;

melaksanakan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pendidikan;

melaksanakan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan
perguruan tinggi;

melaksanakan peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan
nasional untuk tingkat kabupaten;

melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal;

melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan Kkarir
kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK, PLS;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional
kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;
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melaksanakan pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kerja kependidikan
TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS;

memberikan rekomendasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS
pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-
undangan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan
UPTD Perpustakaan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 19

(1) UPTD Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan
melaoprkan kegiatan teknis operasional perpustakaan daerah pada UPTD perpustakaan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
Pendidikan mempunyai fungsi :

a.

a@®ao

perencanaan kegiatan teknis operasional perpustakaan daerah pada UPTD
perpustakaan;

pelaksanaan urusan teknis operasional perpustakaan daerah pada UPTD
perpustakaan;

pembagian pelaksanaan teknis operasional tugas pada UPTD perpustakaan;
pengawasan teknis operasional tugas pada UPTD perpustakaan;
pelaporan teknis operasional tugas pada UPTD perpustakaan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD
Perpustakaan mempunyai tugas :

1.

merencanakan kegiatan teknis operasional urusan perpustakaan;
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menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana Kerja UPTD
Perpustakaan bidang kegiatan teknis operasional perpustakaan;

menyusun bahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja Pembangunan daerah
(RKPD) dalam bidang perpusatakaan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan;

menggumpulkan bahan — bahan LPPD Tahunan dan LPPD akhir masa jabatan
Bupati dalam pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Kabupaten;

mengumpulkan bahan — bahan LKPJ Tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan;

melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan perpustakaan;
melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya pustakawan;
melaksanakan penyiangan dan penghapusan bahan pustaka;

melaksnakan pengawasan pengelolaan perpustakaan;

melaksanakaan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan;
melaksanakan fumingasi bahan pustaka;

mengelola pelaksanaan dan pelayananan perpustakaan umum dan khusus;
mengelola pelaksanaan dan pelayanan perpustakaan SKPD;

mengelola pelaksanaan dan pelayanan perpustakaan sekolah;

mengelola pelaksanaan dan pelayanan perpustakaan keliling;

mengelola pelaksanaan dan penyebarluasan informasi dan p[romosi perpustakaan;

menghimpun bahan - bahan petunjuk teknis penyelenggaraan perpustakaan
daerah;

menghimpun bahan — bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

menyusun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil
kegiatan perpustakaan;

menyusun bahan akuntabilitas kinerja perpustakaan;

menyusun bahan penetapan norma, standar dan pedomanyang berisi kebijakan
provinsi dan nasional, meliputi:

a. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan
perpustakaan di skala Kabupaten berrdasarkan kebijakan nasional;

b. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan
perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasiopnal;

Cc. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM
perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;

d. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi
perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;

e. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan
prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional;

melaksanakan pembinaan teknis semua perpustakaan di wilayah kabupaten,
meliputi :

a. pengelolaan perpusataakan sesuai standar;
b. pengembangan SDM (pengelola perpustakaan);
C. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
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d. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
€. pengembangan minat baca.

24. menyusun bahan penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten
berdasarkan kebijakan nasional;

25. mengoordinasikan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan
nasional;

26. menyusun bahan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan
fungsional pustakawan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;

27. menyusun bahan penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana
sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan penyelia dan pustakawan
pertama sampai pustakawean muda;

28. melaksanakan sertifikasi kepustakawanan melalu perpustakaan nasional;
29. menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional perpustakaan;

30. mengevaluasi pelaksanaaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya;

31. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

32. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

33. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

34. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

35. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

36. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
37. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perpustakaan
Pasal 20

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis
dan ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta teknis penunjang
UPTD Perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis dan ruang perkantoran serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Perpustakaan;

b. pelaksanaan penunjang operasional UPTD perpustakaan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha UPTD Perpustakaan mempunyai tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD Perpustakaan;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD Perpustakaan;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun
barang tidak habis pakai lingkup UPTD Perpustakaan;
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melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup UPTD Perpustakaan;
melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD ;
melaksanakan kegiatan rumah tangga lingkup UPTD perpustakaan;
melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas UPTD Perpustakaan;

melaksanakan kehumasan lingkup UPTD Perpustakaan;

melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD Perpustakaan;

10. menyusun jadwal kegiatan UPTD perpustakaan;

11. membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Perpustakaan;

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan UPTD Perpustakaan.

W e NSO, A

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 21

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD vyang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan
hidup dan pendidikan pemberdayaan hidup pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal dan pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan hidup pada UPTD Sanggar
Kegiatan Belajar Majalengka;

b. pelaksanaan urusan teknis operasional pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal dan pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan hidup;

c. pembagian pelaksanaan teknis operasional tugas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Majalengka yang meliputi pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan
pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan hidup;

d. pengawasan teknis operasional tugas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka
yang meliputi pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan
nonformal yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan hidup;

e. pelaporan teknis operasional tugas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka yang
meliputi pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan
nonformal yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan hidup;
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD
mempunyai tugas :

1.

10.

11.

12.

merencanakan kegiatan teknis operasional urusan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyusun Rencana Kerja bidang kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan dalam
rangka kelancaran tugas;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan pada UPTD Sanggar
Kegiatan Belajar;

melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan kegiatan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan fasilitasi pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai
dengan kewenangannya;

melaksanakan kegiatan teknis operasional kurikulum;

melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan; dan

melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan.

melaksanakan kegiatan teknis operasional pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan
nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;
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melaksanakan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

melaksanakan penggunaan modul pembelajaran pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal
meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan,
pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan
perempuan sesuai kewenangannya;

melaksanakan penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk
pembangunan infrastruktur pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal
dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pengadaan bahan ajar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan.

melaksanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan
pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan
pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan
kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan yang
meliputi pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier
kemampuan profesional dan kesejahteraan, pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian
penghargaan dan perlindungan.

melaksanakan kegiatan teknis operasional penjaminan mutu pendidikan;

melaksanakan penilaian hasil belajar antara lain pelaksanaan ujian nasional
pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan
pendidikan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian pendidikan nonformal meliputi pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan skala
satuan pendidikan;

melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian skala satuan pendidikan
nonformal;

melaksanakan program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan;
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26. memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum;

27. melaksanakan pengelolaan kurikulum pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup
dan pendidikan pemberdayaan perempuan;

28. melaksanakan penilaian hasil belajar kurikulum pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan,
pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan
kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan; dan

29. melaksanakan penjaminan mutu antara lain supervisi dan fasilitasi pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan
keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja,
pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan pemberdayaan perempuan dalam
penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

30. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dan pendidikan
nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan
pemberdayaan perempuan;

31. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

32. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

33. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

34. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

35. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

36. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

37. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
38. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis
dan ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta teknis penunjang
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis dan ruang perkantoran serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka;

b. pelaksanaan penunjang operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka.
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian

(1)

(2)

Tata Usaha UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Majalengka;

2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Majalengka;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun
barang tidak habis pakai lingkup UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka;

4. melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Majalengka;

5. melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD
Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka;

6. melaksanakan kegiatan rumah tangga lingkup UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Majalengka;

7. melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Majalengka;

8. melaksanakan kehumasan lingkup UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka;

9. melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Majalengka;

10. menyusun jadwal kegiatan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka;
11. membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Majalengka;

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan UPTD Sanggar Kegiatan
Belajar Majalengka.

Bagian Kesepuluh
UPTD Pendidikan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 23

UPTD Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan
melaoprkan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
satuan pendidikan Sekolah Dasar pada UPTD Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
Pendidikan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan
dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar pada UPTD Pendidikan ;

b. pelaksanaan urusan teknis operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan
dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar pada UPTD Pendidikan ;

pembagian pelaksanaan teknis operasional tugas UPTD Pendidikan;
pengawasan teknis operasional tugas UPTD Pendidikan;
pelaporan teknis operasional tugas UPTD Pendidikan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

a@®ao
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD
Pendidikan mempunyai tugas :

1.

merencanakan kegiatan teknis operasional urusan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun bahan Rencana Kerja UPTD Pendidikan bidang kegiatan teknis
operasional pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan
nonformal serta pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dalam rangka
kelancaran tugas;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan kegiatan teknis operasional
sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati;

melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

melaksanakan penyaluran :
a. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan;

b. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

melaksanakan kegiatan teknis operasional kurikulum yang meliputi :

a. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

b. sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar;

C. pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Dasar.

melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi :

a. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal
serta pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar;

b. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

C. pengawasan penggunaan modul pembelajaran pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Dasar;

d. penyaluran penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal
serta pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar sesuai
kewenangannya;

€. penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan
infrastruktur pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan
nonformal serta pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar;

f. penyaluran pengadaan bahan ajar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Dasar.

melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi :

a. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan
nonformal serta pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar;

b. pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan
nonformal serta pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar;
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c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta
pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar yang meliputi pelaksanaan
penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier kemampuan
profesional dan kesejahteraan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian penghargaan
dan perlindungan.

melaksanakan kegiatan teknis operasional penjaminan mutu pendidikan yang

meliputi:

a. penilaian hasil belajar antara lain membantu pelaksanaan ujian nasional
pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan ujian pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar skala
kabupaten, penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten,
pelaksanaan program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Dasar, serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan
kurikulum nasional, pengelolaan kurikulum pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Dasar, penilaian hasil belajar kurikulum pendidikan anak
usia dini dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar, akreditasi
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Dasar serta pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar
peserta didik;

b. penjaminan mutu antara lain supervisi dan fasilitasi pendidikan anak usia dini
dan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar dalam penjaminan mutu
untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal
serta pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Dasar;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

melaksanakan koordinasi dengan kecamatan dalam pelaksanaan teknis operasional
bidang pendidikan ditingkat wilayah kecamatan

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan

Pasal 24

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis
dan ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta teknis penunjang
UPTD Pendidikan.
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis dan ruang perkantoran serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPTD Pendidikan ;

b. pelaksanaan penunjang operasional UPTD Pendidikan .

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha UPTD Pendidikan mempunyai uraian tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD Pendidikan ;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD Pendidikan ;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun
barang tidak habis pakai lingkup UPTD Pendidikan ;

melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup UPTD Pendidikan ;

melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD
Pendidikan ;

melaksanakan kegiatan rumah tangga lingkup UPTD Pendidikan ;
melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas UPTD Pendidikan ;
melaksanakan kehumasan lingkup UPTD Pendidikan ;
melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD Pendidikan ;
10. menyusun jadwal kegiatan UPTD UPTD Pendidikan ;

11. membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Pendidikan ;

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;

vk
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Bagian Kesebelas
Sekolah Menengah Pertama

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 25

Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkankegiatan teknis operasional pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan teknis operasional pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama;

b. pelaksanaan urusan teknis operasional pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama;

pembagian pelaksanaan teknis operasional tugas Sekolah Menengah Pertama;
pengawasan teknis operasional tugas Sekolah Menengah Pertama;
pelaporan teknis operasional tugas Sekolah Menengah Pertama;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

o ®oao
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah
Menengah Pertama mempunyai uraian tugas :

1.

merencanakan kegiatan teknis operasional urusan pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun Rencana Kerja bidang kegiatan teknis operasional pendidikan dasar
satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka kelancaran tugas;

membuat perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
(APBS) untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama;

melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;

melaksanakan pembiayaan operasional yang meliputi :

a. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;

b. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

melaksanakan kegiatan teknis operasional kurikulum yang meliputi :

a. supervisi pengembangan kurikulum pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

b. implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

C. penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan kurikulum muatan lokal; dan

d. pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama.

melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi :

a. pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

penggunaan buku pelajaran dan bahan pembelajaran pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

d. penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dasar
satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai kewenangannya;

€. penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan
infrastruktur pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

f. pengadaan bahan ajar pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama.

melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi :

a. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

C. pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan pendidikan
dasar satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi pelaksanaan
penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier kemampuan
profesional dan kesejahteraan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian penghargaan
dan perlindungan.

9.melaksanakan.....60
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9. melaksanakan kegiatan teknis operasional penjaminan mutu pendidikan yang
meliputi:
a. pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;
b. fasilitasi pelaksanaan ujian skala satuan pendidikan;
penyediaan biaya penyelenggaraan ujian skala satuan pendidikan;

d. program kegiatan belajar mengajar pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

e. memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum;

f. pengelolaan kurikulum pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama;

g. penilaian hasil belajar kurikulum pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

h. penjaminan mutu meliputi supervisi dan fasilitasi pendidikan dasar satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam penjaminan mutu untuk
memenuhi standar nasional pendidikan.

10. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan dasar satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

11. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

12. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

13. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

14. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

16. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

17. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala sekolah
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis dan
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta teknis penunjang
Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis dan ruang perkantoran serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekolah Menengah Pertama;

b. pelaksanaan penunjang operasional Sekolah Menengah Pertama.
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Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup Sekolah Menengah Pertama;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Sekolah Menengah Pertama;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun
barang tidak habis pakai lingkup Sekolah Menengah Pertama;

4. melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup Sekolah Menengah Pertama;

melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekolah
Menengah Pertama;

6. melaksanakan kegiatan rumah tangga lingkup Sekolah Menengah Pertama;
7. melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas Sekolah Menengah Pertama;
8. melaksanakan kehumasan lingkup Sekolah Menengah Pertama;

9. melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup Sekolah Menengah Pertama;
10. menyusun jadwal kegiatan Sekolah Menengah Pertama;

11. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Pertama;

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan Sekolah Menengah
Pertama.

U

Bagian Keduabelas
Sekolah Menengah Atas

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 27

Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi  kegiatan teknis operasional pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan teknis operasional pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas;

b. pelaksanaan urusan teknis operasional pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas;

C. pembagian pelaksanaan teknis operasional tugas Sekolah Menengah Atas;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah
Menengah Atas mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan teknis operasional urusan pendidikan menengah satuan
pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menyusun Rencana Kerja bidang kegiatan teknis operasional pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam rangka kelancaran tugas;

3. membuat perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
(APBS) untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas;

4. melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas;
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. melaksanakan pembiayaan operasional yang meliputi :

a. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah satuan
pendidikan Sekolah Menengah Atas;

b. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

. melaksanakan kegiatan teknis operasional kurikulum yang meliputi :

a. supervisi pengembangan kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas;

b. implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

C. penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan kurikulum muatan lokal;

d. pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas.

. melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi :

a. pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

b. pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

penggunaan buku pelajaran dan bahan pembelajaran pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

d. penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan
menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sesuai kewenangannya;

€. penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan
infrastruktur pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

f. pengadaan bahan ajar pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah
Menengah Atas.

. melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi :

a. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

b. pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

C. pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan pendidikan
menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meliputi
pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier
kemampuan profesional dan kesejahteraan, pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian
penghargaan dan perlindungan.

. melaksanakan kegiatan teknis operasional penjaminan mutu pendidikan yang

meliputi:

a. pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah
Menengah Atas;

b. fasilitasi pelaksanaan ujian skala satuan pendidikan;

C. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian skala satuan pendidikan;

d. program kegiatan belajar mengajar pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas;
memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum;

f. pengelolaan kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah
Menengah Atas;

g. penilaian hasil belajar kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Atas;
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h. penjaminan mutu meliputi supervisi dan fasilitasi pendidikan menengah satuan
pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam penjaminan mutu untuk memenuhi
standar nasional pendidikan.

10. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

11. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

12. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

13. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

14. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

16. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

17. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Atas

Pasal 28

Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis
dan ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta teknis penunjang
Sekolah Menengah Atas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan ruang perkantoran serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekolah Menengah Atas;

b. pelaksanaan penunjang operasional Sekolah Menengah Atas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Sekolah Menengah Atas mempunyai uraian tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup Sekolah Menengah Atas;

2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Sekolah Menengah Atas;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun
barang tidak habis pakai lingkup Sekolah Menengah Atas;

4. melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup Sekolah Menengah Atas;

melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekolah
Menengah Atas;

melaksanakan kegiatan rumah tangga lingkup Sekolah Menengah Atas;
melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas Sekolah Menengah Atas;
melaksanakan kehumasan lingkup Sekolah Menengah Atas;
melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup Sekolah Menengah Atas;
10. menyusun jadwal kegiatan Sekolah Menengah Atas;

11. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Atas;

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan Sekolah Menengah Atas.
Bagian......... 64
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Bagian Ketigabelas
Sekolah Menengah Kejuruan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 29

(1) Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional pendidikan menengah satuan
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

a.

o ®ao

perencanaan kegiatan teknis operasional pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan;

pelaksanaan urusan teknis operasional pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan;

pembagian pelaksanaan teknis operasional tugas Sekolah Menengah Kejuruan;
pengawasan teknis operasional tugas Sekolah Menengah Kejuruan;
pelaporan teknis operasional tugas Sekolah Menengah Kejuruan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah
Menengah Kejuruan mempunyai uraian tugas :

1.

merencanakan kegiatan teknis operasional urusan pendidikan menengah satuan
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun Rencana Kerja bidang kegiatan teknis operasional pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka kelancaran tugas;

membuat perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
(APBS) untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan;

melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan;
melaksanakan pembiayaan operasional yang meliputi :

a. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah satuan
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

melaksanakan kegiatan teknis operasional kurikulum yang meliputi :

a. supervisi pengembangan kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan;

b. implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

C. penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan kurikulum muatan lokal;

d. pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan.

7.melaksanakan......65
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7. melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi ;

a.

pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

f.

penggunaan buku pelajaran dan bahan pembelajaran pendidikan menengah
satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan
menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai
kewenangannya;

penyusunan rencana, pengadaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan
infrastruktur pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan;

pengadaan bahan ajar pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan.

8. melaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi :

a.

peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan;

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan;

pembinaan dan pengembangan karier, kemampuan profesional dan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan pendidikan
menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meliputi
pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier
kemampuan profesional dan kesejahteraan, pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan karier, kemampuan profesional, kesejahteraan, serta pemberian
penghargaan dan perlindungan.

9. melaksanakan kegiatan teknis operasional penjaminan mutu pendidikan yang
meliputi:
a. pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah

Menengah Kejuruan;

b. fasilitasi pelaksanaan ujian skala satuan pendidikan;

penyediaan biaya penyelenggaraan ujian skala satuan pendidikan;

program kegiatan belajar mengajar pendidikan menengah satuan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan;

memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum;

pengelolaan kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan;

. penilaian hasil belajar kurikulum pendidikan menengah satuan pendidikan

Sekolah Menengah Kejuruan; dan

penjaminan mutu meliputi supervisi dan fasilitasi pendidikan menengah satuan
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dalam penjaminan mutu untuk
memenuhi standar nasional pendidikan.

10. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pendidikan menengah satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

11. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

12. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

13. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
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membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 30

(1) Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
sekolah yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan,
keperluan alat tulis dan ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
serta teknis penunjang Sekolah Menengah Kejuruan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

(3)

a.

b.

pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis, dan ruang perkantoran serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekolah Menengah Kejuruan;

pelaksanaan penunjang operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

1.
2.
3.

v ok

melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup Sekolah Menengah Kejuruan;
melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Sekolah Menengah Kejuruan;

melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun
barang tidak habis pakai lingkup Sekolah Menengah Kejuruan;

melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup Sekolah Menengah Kejuruan;

melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekolah
Menengah Kejuruan;

melaksanakan kegiatan rumah tangga lingkup Sekolah Menengah Kejuruan;
melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas Sekolah Menengah Kejuruan;
melaksanakan kehumasan lingkup Sekolah Menengah Kejuruan;
melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup Sekolah Menengah Kejuruan;

. menyusun jadwal kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan;
. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Kejuruan;
. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan Sekolah Menengah

Kejuruan.
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BAB III
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 31

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada
bidang kesehatan yang meliputi bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan
penyehatan lingkungan, bidang promosi dan jaminan kesehatan, serta bidang sumber
daya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan

penyehatan lingkungan, bidang promosi dan jaminan kesehatan, serta bidang
sumber daya kesehatan.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang
pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang
promosi dan jaminan kesehatan, serta bidang sumber daya kesehatan.

C. pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi bidang pelayanan kesehatan,
pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan jaminan
kesehatan, serta bidang sumber daya kesehatan.

d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
mempunyai uraian tugas :

1. merumuskan, menetapkan serta menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Dinas Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

2. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang kesehatan sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

3. menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang
kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan
Bupati;

4. menyiapkan bahan-bahan LKP] akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada
bidang kesehatan;

5. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan sebagai
pertanggungjawaban kepada Bupati;

6. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan;

7. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit, bidang kesehatan keluarga dan bidang penyehatan
lingkungan dan promosi kesehatan;

8. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;

9. menyiapkan bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan
lingkup tugasnya;
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menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas
Kesehatan;

menyelenggarakan survailans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa
skala kabupaten;

menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala
kabupaten;

menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
tertentu skala kabupaten;

menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
dan wabah skala kabupaten;

pencegahan dan memberantas penyakit dalam lingkungan kabupaten;
merencanakan dan mengadakan obat pelayanan kesehatan dasar esensial;

pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat
adiktif dan bahan berbahaya lingkup kabupaten;

menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi lingkup kabupaten;

mengembangkan kerjasama lintas sektor lingkup kabupaten dan kerjasama antar
daerah;

menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala
kabupaten;

menyelenggarakan penyehatan lingkungan;

menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak
pembangunan terhadap kesehatan lingkup kabupaten;

menyelenggarakan akuntabilitas instansi kesehatan di wilayah kabupaten;
menyelenggarakan survailans gizi buruk skala kabupaten;

menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten;

memperbaiki gizi keluarga dan masyarakat;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan gazi skala kabupaten;

mengelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten;

menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan
skala kabupaten;

meregistrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan
perundang-undangan;

memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh
pemerintah dan provinsi;

memberikan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan atas penerbitan perizinan
sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit
swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin,
klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan
pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;

mengelola/menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan);

mengimplementasikan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat dan/atau sistem lain di kabupaten;

memanfaatkan tenaga kesehatan strategis;
pelatihan teknis skala kabupaten;

meregistrasi akreditasi sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai
peraturan perundang-undangan;

memberikan izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
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menyediakan dan mengelola obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan,
reagensia dan vaksin skala kabupaten;

mengambil sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan;

memeriksa ke tempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;

mengawasi dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;

mertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I (Perbekalan kesehatan rumah tangga);

memberikan rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional
(IKOT);

memberikan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan atas penerbitan izin apotik
dan toko obat;

Mneyelenggrakan sertifikasi keamanan industri rumah tangga;

menapis dan mengembangkan iptek kesehatan/kedokteran canggih, mengamankan
kebijakan pengawasan dan pengendalian;

menyelenggarakan kegiatan pengawasan program kesehatan;
melaporkan obat pelayanan kesehatan dasar;

menyelenggarakan promosi kesehatan skala kabupaten;
menyelenggarakan upaya/sarana kesehatan kabupaten;
menyelenggarakan upaya dan promosi kesehatan masyarakat;
menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah kabupaten;

menyelenggarakan, membimbing dan mengendalikan operasionalisasi bidang
kesehatan;

merencanakan pembangunan kesehatan wilayah kabupaten;
mengatur dan mengorganisasikan sistem kesehatan kabupaten;
melakukan pengkajian perizinan kerja/praktek kerja tenaga kesehatan;

memberikan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan atas penerbitan perizinan
sarana kesehatan;

memberikan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan atas penerbitan perizinan
distribusi pelayanan obat skala kabupaten (apotik dan toko obat);

mendayagunakan tenaga kesehatan;

menyusun tarif pelayanan kesehatan lingkup Dinas Kesehatan kabupaten;
membimbing dan mengendalikan kegiatan pengobatan tradisonal;
membimbing dan mengendalikan upaya sarana kesehatan skala kabupaten;
membimbing dan mengendalikan upaya kesehatan lingkup kabupaten;

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
perumusan kebijakan kabupaten;

mengelola surkesda skala kabupaten;

mengimplementasikan penapisan Iptek dibidang pelayanan kesehatan skala
kabupaten;

meneliti dan mengembangkan kesehatan kabupaten;

menyelenggarakan kerjasama luar negeri skala kabupaten;

membina, memonitoring, mengevaluasi dan pengawasan skala kabupaten;
mengelola SIK skala kabupaten;

menyelenggarakan sistem informasi kesehatan kabupaten;

mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaan Dinas Kesehatan;
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77. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas untuk
kepentingan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan;

78. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Dinas Kesehatan;

79. menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Dinas Kesehatan;

80. menyampaikan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan kepada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

81. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas Kesehatan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

82. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Dinas Kesehatan;

83. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

84. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

85. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

86. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

87. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 32

Sekretariat Dinas kesehatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola, = mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

b. pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Dinas kesehatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas :
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merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas
kesehatan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

menyelenggarkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja  Dinas
kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kesehatan sebagai
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang
kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan
Bupati;

menghimpun bahan-bahan LKPJ] akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada
bidang kesehatan;

menyusun  laporan  akuntabilitas  kinerja  Dinas  kesehatan.  sebagai
pertanggungjawaban kepada bupati;

menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran pada Dinas
kesehatan;

mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara
bulanan, triwulan dan tahunan Dinas kesehatan sebagai laporan realisasi anggaran
dan hasil pencapaian program kegiatan;

mengoordinasikan bidang-bidang pada Dinas kesehatan dalam penyusunan laporan
kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi setiap
triwulan dan akhir tahun anggaran kepada bupati untuk disampaikan kepada
pemberi dana tugas pembantuan;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup dinas dalam pelaksanaan akuntansi dan
pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban
kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan
kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Dinas kesehatan untuk bahan persetujuan
dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dapat
ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;

mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas kesehatan;

mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa lingkup Dinas kesehatan;

menyelenggarakan penatausaahaan aset daerah yang dikuasai oleh Dinas
kesehatan;

mengoordinasikan  penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam
penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang kesehatan;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
kesehatan;

21.mengoorginasikan......72
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mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau
pihak swasta;

mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah yang
menjadi kewenangan Dinas kesehatan;

mengoordinasikan  penyelenggaran pengaduan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di
lingkup Dinas kesehatan;

mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup
Dinas kesehatan;

mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara setiap
tanggal 17 setiap bulannya di lingkup Dinas kesehatan;

menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup Dinas kesehatan;

mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan Dinas
kesehatan;

mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan
kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan. ;

mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan
urusan kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan;

menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja Dinas
kesehatan;

mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan kesehatan. di
lingkup Dinas kesehatan;

mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
serta fungsional penjenjangan;

menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2......7
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Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 33

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata
warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas kesehatan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :

1.

»

R N W

10.

11.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran pada Dinas kesehatan;

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas kesehatan;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kantor Dinas
kesehatan;

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa Dinas kesehatan;
menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Dinas kesehatan;
melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Dinas kesehatan;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang lingkup Dinas
kesehatan;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas kesehatan;

melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di
lingkup Dinas kesehatan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas kesehatan meliputi
layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan
anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi
pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan
pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku,

membuat....... 74
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membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat usulan perpindahan atau
mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta
fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;

mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Dinas kesehatan;
melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

melaksanakan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup Dinas
kesehatan;

melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup Dinas
kesehatan;

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas kesehatan;

menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap
bulannya di lingkungan Dinas kesehatan;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya di lingkup Dinas kesehatan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Dinas kesehatan;
melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas kesehatan;

melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan kesehatan;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 34

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.perencanaan......75
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perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas kesehatan;
pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas kesehatan;
pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas kesehatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

1.
2.
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menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Dinas kesehatan;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan dilingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan pengeluaraan permintaan
pembayaran oleh bendahara pengeluaran secara berkala;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realisasi anggaran pada Dinas setiap bulan dan triwulan;
menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;

menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkup dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas kesehatan menurut pengolongan
dan kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C,D,EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas kesehatan
sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas untuk diajukan kepada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Dinas kesehatan;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;

menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
26.melaksanakan......76
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26. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

29. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

32. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 35

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada
Dinas kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas kesehatan;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Dinas kesehatan;

C. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas kesehatan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Dinas kesehatan;

2. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan dengan
RPJPD, RPIMD dan RKPD;

3. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana Kkinerja
(RENJA) tahunan dari masing-masing bidang pada Dinas kesehatan;

4. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang kesehatan sebagai
bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

5. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di lingkup Dinas kesehatan;
6. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup Dinas kesehatan;
7.menghimpun......77
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menghimpun dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang
pada Dinas kesehatan;

menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan kesehatan di
lingkungan Dinas kesehatan;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi kinerja Dinas kesehatan;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
bidang kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada
bidang kesehatan;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas kesehatan sebagai bahan
pertanggung-jawaban kepada Bupati;

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan
kesehatan di lingkup Dinas kesehatan;

menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan
kesehatan skala kabupaten;

menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada Dinas kesehatan;

menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di
lingkup Dinas kesehatan;

melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesehatan di lingkup
Dinas kesehatan;

melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang kesehatan;

menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang;

menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;

menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas kesehatan dalam
penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau
Provinsi setiap triwulan dan tahunan anggaran kepada Bupati melalui Bappeda
Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

34.melaksanakan......78
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melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan
kegiatan urusan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rumah sakit, seksi kesehatan
keluarga dan pelayanan KB, seksi gizi.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a.

Perencanaan operasional urusan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rumah
sakit, seksi kesehatan keluarga dan pelayanan KB, seksi gizi;

Penyelenggaran Urusan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rumah sakit,
kesehatan keluarga dan pelayanan KB dan Gizi;

Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Urusan pelayanan kesehatan
dasar, khusus, dan rumah sakit, kesehatan keluarga dan pelayanan KB dan Gizi;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

mengelola perencanaan operasional, penyusunan program, petunjuk teknis, dan
mengendalikan kegiatan operasional Bidang Pelayanan Kesehatan.

menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Bidang Pelayanan Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, RPIJMD
dan RKPD Bidang Pelayanan Kesehatansebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIJMD
dan RKPD Dinas Kesehatan;

mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai bahan penyusunan RKA dan
DPA Dinas Kesehatan;

mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LKPJ akhir tahun
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai bahan
penyusunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan yang
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati;

mengelola, menganalisa laporan—laporan, mengendalikan dan mengevaluasi serta
mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada pada Bidang Pelayanan Kesehatan;

mengoordinasikan seksi-seksi di lingkup bidang;

mengelola kegiatan pembinaan, penyusunan program, perencanaan dan
pengendalian logistik seksi-seksi yang ada pada Bidang Pelayanan Kesehatan;

11.mengelola.....79
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mengelola perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sarana kesehatan dan
penilaian kinerja puskesmas lingkup Kabupaten;

mengelola pembinaan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan jiwa masyarakat,
pelayanan kesehatan mata, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan gigi
dan mulut, perawatan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan
kesehatan olahraga, pelayanan pengobatan rasional lingkup Kabupaten;

mengelola pengumpulan, pengolahan dan analisa data kunjungan rawat jalan dan
rawat inap Pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit;

mengelola program kesehatan ibu, anak, remaja dan pelayanan keluarga berencana
lingkup Kabupaten;

mengelola program pembinaan teknis dan administratif program kesehatan ibu,
anak, remaja dan pelayanan keluarga berencana lingkup Kabupaten;

mengelola program Audit Maternal Perinatal lingkup Kabupaten;

mengelola program pemetaan profil kesehatan ibu, anak dan pemetaan bidan
lingkup Kabupaten;

mengelola program usaha kesehatan sekolah (UKS) lingkup Kabupaten;

mengelola program pendidikan dan pelatihan teknis gizi, bimbingan teknis dan
pengawasan program gizi lingkup Kabupaten;

mengelola program perbaikan gizi keluarga, perbaikan gizi institusi, dan perbaikan
gizi masyarakat lingkup Kabupaten;

mengelola program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, kurang energi
protein (KEP), kurang energi kronis (KEK), gizi lebih, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), anemia gizi besi (AGB), kurang vitamin A (KVA) dan zat mikro
lainnya lingkup Kabupaten;

mengelola program pemantauan pertumbuhan balita, bulan penimbangan balita
(BPB), pemantauan status gizi balita (PSG Balita), pemantauan konsumsi gizi (PKG),
pemantauan wilayah setempat gizi (PWS Gizi), pemantauan keluarga sadar gizi
(Kadarzi), Pemantauan ASI eksklusif dan pemantauan tinggi badan anak baru
masuk sekolah (TBABS) lingkup Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan Bidang
Pelayanan Kesehatan;

menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan,
mengolah dan menganalisa data, serta penyajian data hasil kegiatan seksi-seksi
Bidang Pelayanan Kesehatan;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan, aset daerah secara
berkala yang dikoordinasikan pada Sekretariat lingkup Dinas Kesehatan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah lingkup Bidang Pelayanan
Kesehatan;

menyusun bahan-bahan advokasi dan mengendalikan pelaksana teknis kegiatan
lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan Kesehatan;

membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
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33. memberikan saran dan pertimbangan teknis Bidang Pelayanan Kesehatankepada
atasan;

34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit

Pasal 37

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan urusan
pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rumah sakit;

b. Penyelenggaran kegiatan urusan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rumah
sakit;

c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Kesehatan
Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit
dalam rangka kelancaran tugas;

3. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPIJMD dan
RKPD Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pelayanan Kesehatan;

4. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah
Sakit sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan
Bupati;

5. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKP] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah
Sakit sebagai bahan penyusunan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

6. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit sebagai
bahan penyusunan RKA dan DPA Bidang Pelayanan Kesehatan;

7. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar,
Khusus, dan Rumah Sakit yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati;

8. menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan—laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan kesehatan dasar, khusus,
dan rumah sakit;
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9. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

10. menghimpun bahan perencanaan dan kegiatan pada seksi Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit;

11. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

12. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sarana kesehatan
lingkup Kabupaten;

13. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan jiwa masyarakat,
pelayanan kesehatan indra , pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan gigi
dan mulut, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan olahraga,
laboratorium puskesmas, pelayanan pengobatan rasioral lingkup Kabupaten;

14. menyusun bahan penilaian kinerja puskesmas;

15. melaksanakan pengolahan dan analisa data kunjungan rawat jalan dan rawat inap
Pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit;

16. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan,
mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan
pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rumah sakit;

17. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

18. melaksanakan pengawasan internal, menilai hasil kerja bawahan dengan jalan
memonitor, menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari
alternatif pemecahan, dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan
karier Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus, dan Rumah Sakit;

19. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus

20. membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

21. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

22. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

23. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 38

Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan urusan
kesehatan keluarga dan pelayanan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan kesehatan keluarga dan pelayanan keluarga
berencana ;

b. penyelenggaran kegiatan urusan kesehatan keluarga dan pelayanan keluarga
berencana ;

c.pengendalian............ 82
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pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Keluarga dan
Pelayanan Keluarga Berencana ;

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

merencanakan kegiatan urusan kesehatan keluarga dan pelayanan keluarga
berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana
dalam rangka kelancaran tugas;

mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPIJPD, RPJMD dan
RKPD Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus;

mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga
Berencana sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan
Bupati;
mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKPJ akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga
Berencana sebagai bahan penyusunan LKP] akhir tahun dan akhir masa jabatan
Bupati;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana
sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA Bidang Pelayanan kesehatan ;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Kesehatan Keluarga dan
Pelayanan Keluarga Berencana yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati;
menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan—laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan urusan kesehatan keluarga dan pelayanan
keluarga berencana ;
melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;
mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan ibu, anak, remaja ,
lansia dan pelayanan keluarga berencana;
melaksanakan pembinaan teknis dan administratif program kesehatan ibu, anak,
remaja, lansia dan pelayanan keluarga berencana;
melaksanakan sosialisasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam
upaya peningkatan program kesehatan ibu, anak, remaja lansia dan pelayanan
keluarga berencana;
merencanakan kebutuhan dan mengalokasikan alat dan bahan untuk penunjang
kegiatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, lansia dan keluarga berencana;
melaksanakan autopsi verbal dan pembahasan kematian ibu dan bayi melalui
kegiatan Audit Maternal Perinatal;
melaksanakan kegiatan pemetaan profil kesehatan ibu, anak dan pemetaan bidan;
mengoordinasikan kegiatan peningkatan pelayanan usaha kesehatan sekolah (UKS);
menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan,
mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan
kesehatan keluarga dan pelayanan keluarga berencana;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
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20. melaksanakan pengawasan internal, menilai hasil kerja bawahan dengan jalan
memonitor, menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari
alternatif pemecahan, dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan
karier Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana;

21. membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

22. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

24. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

25. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Seksi Gizi

Pasal 39

Seksi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan
mengendalikan kegiatan urusan gizi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Gizi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan gizi;

b. Penyelenggaran kegiatan urusan gizi;

¢. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan gizi;
d

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Gizi
mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan operasional Seksi Gizi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Gizi dalam rangka kelancaran tugas;

3. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPIJMD dan
RKPD Seksi Gizi sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIJMD dan RKPD Bidang
Pelayanan Kesehatan ;

4. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati;

5. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKP] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati sebagai bahan penyusunan LKPJ akhir tahun dan akhir
masa jabatan Bupati;

6. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Gizi sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA Bidang
Pelayanan Kesehatan ;

7. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Gizi yang akan dikoordinasikan
oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada
Bupati;

8. Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan—laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan urusan gizi;
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Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Melaksanakan dan memfasilitasi perencanaan kebutuhan sarana/logistik program
gizi;
Melaksanakan dan memfasilitasi program pendidikan dan pelatihan teknis gizi;

Melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan
program gizi;

Melaksanakan dan memfasilitasi perbaikan gizi keluarga, perbaikan gizi institusi, dan
perbaikan gizi masyarakat;

Melaksanakan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan gizi buruk,
kurang energi protein (KEP), kurang energi kronis (KEK), gizi lebih, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), anemia gizi besi (AGB), kurang vitamin A (KVA) dan zat
mikro lainnya;

Melaksanakan dan memfasilitasi pemantauan pertumbuhan balita, bulan
penimbangan balita (BPB), pemantauan status gizi balita (PSG Balita), pemantauan
konsumsi gizi (PKG), pemantauan wilayah setempat gizi (PWS Gizi), pemantauan
keluarga sadar gizi (Kadarzi), Pemantauan ASI eksklusif dan pemantauan tinggi
badan anak baru masuk sekolah (TBABS);

Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan,
mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan gizi;
Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

Melaksanakan pengawasan internal, menilai hasil kerja bawahan dengan jalan
memonitor, menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari
alternatif pemecahan, dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan
karier Seksi Gizi;

Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Paragraf 1

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 40

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, melaporkan kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit, Seksi Imunisasi,
Surveilans dan Matra, Seksi Penyehatan Lingkungan.

(2)Dalam....... 85
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

(3)

a.

Perencanaan operasional Seksi Pengendalian Penyakit, Seksi Imunisasi, Surveilans
dan Matra, Seksi Penyehatan Lingkungan;

Penyelenggaran Seksi Pengendalian Penyakit, Seksi Imunisasi, Surveilans dan
Matra, Seksi Penyehatan Lingkungan;

Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendalian Penyakit,
Seksi Imunisasi, Surveilans dan Matra, Seksi Penyehatan Lingkungan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

Menyusun perencanaan operasional, penyusunan program, petunjuk teknis, dan
mengendalikan kegiatan operasional Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.

Menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam rangka kelancaran
tugas;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, RPIJMD
dan RKPD Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPIJMD dan RKPD Dinas Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan
Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai
bahan penyusunan RKA dan DPA Dinas Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LKP] akhir tahun
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan sebagai bahan penyusunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa
jabatan Bupati;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati;

Mengelola, menganalisa laporan—laporan, mengendalikan dan mengevaluasi serta
mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada pada Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan;

Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang lain baik internal maupun eksternal;

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, penyusunan program, perencanaan dan
pengendalian logistik seksi-seksi yang ada pada Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan;

Melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan penyusunan program
Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan Pemberantasan Penyakit
Bersumber Binatang (P2BB);

Menyelenggarakan kegiatan kajian data faktor resiko penyakit, Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi (KIPI) pada seksi-seksi yang ada pada Bidang Pencegahan Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan;

13.menyelenggarakan......86
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13. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengamanan, dan
pengamatan kesehatan jemaah haji lingkup kabupaten;

14. Menyelenggarakan kegiatan kesehatan matra, perencanaan dan pengawasan
pengembangan wilayah sehat, pembinaan dan pengembangan desa siaga lingkup
kabupaten;

15. Menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan Bidang
Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

16. Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan,
mengolah dan menganalisa data, serta penyajian data hasil kegiatan seksi-seksi
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

17. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan, aset daerah secara
berkala yang dikoordinasikan pada Sekretariat lingkup Dinas Kesehatan;

18. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah lingkup Bidang Pencegahan
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

19. Menyusun bahan-bahan advokasi dan mengendalikan pelaksana teknis kegiatan
lingkup Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

20. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan;

21. Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

22. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

23. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

24. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

25. Memberikan saran dan pertimbangan teknis Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan kepada atasan;

26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian Penyakit

Pasal 41

Seksi Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit;

b. Penyelenggaran kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit;

¢. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendalian Penyakit;
d

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas :

1.merencanakan...... 87
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Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Pengendalian Penyakit dalam rangka kelancaran tugas;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPJMD dan
RKPD Seksi Pengendalian Penyakit sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIJMD dan
RKPD Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Pengendalian Penyakit sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKPJ] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Pengendalian Penyakit sebagai bahan penyusunan
LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Pengendalian Penyakit sebagai bahan penyusunan RKA dan
DPA Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Pengendalian Penyakit yang
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati;

Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan—laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Mengoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan penyusunan program
Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit tidak Menular ;

Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan,
mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi
Pengendalian penyakit;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

Melaksanakan pengawasan internal, menilai hasil kerja bawahan dengan jalan
memonitor, menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari
alternatif pemecahan, dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan
karier Seksi Pengendalian Penyakit;

Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3....... 88
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Paragraf 3
Seksi Imunisasi, Surveilans dan Matra

Pasal 42

(1) Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Seksi Imunisasi,
Suveilans dan Matra.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Imunisasi, Suveilans dan Matra mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

Perencanaan kegiatan Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra;
Penyelenggaran kegiatan Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra;

Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Imunisasi, Suveilans dan
Matra;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Imunisasi, Suveilans dan Matra mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

Merencanakan operasional Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra dalam rangka kelancaran
tugas;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPJMD dan
RKPD Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra sebagai bahan penyusunan RPJPD,
RPIMD dan RKPD Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKPJ] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra sebagai bahan
penyusunan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra sebagai bahan penyusunan
RKA dan DPA Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra
yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala
Dinas Kesehatan kepada Bupati;

Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pengelolaan logistik vaksin dan cold chain,
mengawasi keadaan logistik Puskesmas dan RS lingkup Kabupaten;
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13. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI);

14. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kajian data faktor resiko penyakit menular
dan penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I);

15. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengamanan,
dan pengamatan kesehatan jemaah haji (scrining, pembinaan, rujukan dan
kewaspadaan) lingkup kabupaten;

16. Melaksanakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan
wabah;

17. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kesehatan matra lainnya;

18. Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan,
mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi
Imunisasi, Suveilans dan Matra;

19. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

20. Melaksanakan pengawasan internal, menilai hasil kerja bawahan dengan jalan
memonitor, menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari
alternatif pemecahan, dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan
karier Seksi Imunisasi, Suveilans dan Matra;

21. Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

22. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

23. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

24. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

25. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 43

Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan;

b. Penyelenggaran kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan;

c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Penyehatan Lingkungan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi

Penyehatan Lingkungan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan operasional Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2.menghimpun......90
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Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Penyehatan Lingkungan dalam rangka kelancaran tugas;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPJMD dan
RKPD Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKPJ] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai bahan penyusunan
LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai bahan penyusunan RKA dan
DPA Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Penyehatan Lingkungan yang
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggung-jawaban Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati;

Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Menyusun bahan-bahan advokasi penyehatan lingkungan lingkup kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan
meliputi inspeksi sanitasi, perbaikan sarana kesehatan lingkungannya, perbaikan
terhadap kesehatan lingkungan sekitar termasuk limbah rumah tangga dan sumber
pencemar lainnya, pengawasan kualitas lingkungan (inspeksi sanitasi rumah tangga,
tempat-tempat umum dan insdustri, pemeriksaan cholinesterase pada pemakai
pestisida, pengambilan dan pengiriman sempel air, pemantauan kualitas udara),
surveilans faktor risiko lingkungan, penanggulangan bencana sektor penyehatan
lingkungan lingkup kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi pengawasan kualitas air dan lingkungan meliputi
pengaturan dan memberi rekomendasi kualitas air, pengawasan kualitas air,
perbaikan kualitas air dan pembinaan pemakai air lingkup kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi upaya penyehatan lingkungan dan pemantauan
dampak pembangunan terhadap kesehatan meliputi UKL, UPL, pengendalian dan
pemantauan limbah industri dan rumah sakit lingkup kabupaten;

Melaksanakan, memfasilitasi, membimbing dan mengendalikan upaya penyehatan
lingkungan lingkup kabupaten;

Melaksanakan, memfasilitasi, membimbing dan mengendalikan operasionalisasi
sektor penyehatan lingkungan lingkup kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi perencanaan pengembangan lingkungan
berwawasan kesehatan lingkup kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan
kesehatan lingkungan lingkup kabupaten;
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20. Melaksanakan dan memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga pengelola
kesehatan lingkungan, penyediaan dan pengembangan peralatan pengawasan
kualitas air dan penyehatan lingkungan, pengembangan metode dan
pengembangan/pemanatapan informasi penyehatan air dan lingkungan lingkup
kabupaten;

21. Melaksanakan, memfasilitasi, meningkatkan dan memantapkan kesiapan Desa Siaga
menuju Desa Sehat dalam penyehatan sarana sanitasi dasar, pemeliharaan dan
pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak risiko pencemaran
lingkungan dan pengembangan wilayah sehat;

22. Melaksanakan, memfasilitasi dan menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis dalam
menyelenggarakan penyehatan lingkungan lingkup kabupaten;

23. Melaksanakan, memfasilitasi dan menghimpun, mengolah dan menganalisa data
serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan;

24. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

25. Melaksanakan pengawasan internal, menilai hasil kerja bawahan dengan jalan
memonitor, menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari
alternatif pemecahan, dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan
karier Seksi Penyehatan Lingkungan;

26. Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

27. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

28. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

29. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

30. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan

Paragraf 1
Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan

Pasal 44

Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi,
melaporkan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Seksi Jaminan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Promosi dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional Seksi Promosi Kesehatan dan Seksi Jaminan Kesehatan;

b. Penyelenggaran Seksi Promosi Kesehatan dan Seksi Jaminan Kesehatan;

c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi Kesehatan dan
Seksi Jaminan Kesehatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang

Promosi dan Jaminan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

1. Menyelenggarakan perencanaan, penyusunan program, petunjuk teknis, dan
mengendalikan kegiatan operasional Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan .
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Menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, RPIJMD
dan RKPD Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan sebagai bahan penyusunan
RPJIPD, RPIJMD dan RKPD Dinas Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan sebagai bahan penyusunan
RKA dan DPA Dinas Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LKPJ akhir tahun
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan
sebagai bahan penyusunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Promosi dan Jaminan
Kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban
Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati;

Mengelola, menganalisa laporan-laporan, mengendalikan dan mengevaluasi serta
mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada pada Bidang Promosi dan Jaminan
Kesehatan;

Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang lain baik internal maupun eksternal;

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, penyusunan program, perencanaan dan
pengendalian logistik seksi-seksi yang ada pada Bidang Promosi dan Jaminan
Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Menyelenggarakan upaya-upaya advokasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan program seksi-seksi;

Menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan, jejaring kemitraan dalam
pengembangan upaya penyuluhan dan promosi kesehatan lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan  pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM) lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di lokasi pasca bencana dan KLB;

Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan yang ber
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kegiatan pengkajian dan pengawasan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di berbagai tatanan;

Menyelenggarakan media promosi kesehatan lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan penyusunan DHA (District Health
Account), menghimpun bahan-bahan dan pengelolaan Jamkesmas, Askes,
Jamsostek, dan Asuransi Kesehatan lainnya yang terdiri dari kepesertaan, pelayanan
dan keuangan lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan,
pelaporan pelaksanaan, serta penyajian data hasil kegiatan program asuransi
jaminan pelayanan kesehatan masyarakat bersumber dari pusat dan daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;
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23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
24. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

25. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Promosi Kesehatan

Pasal 45

Seksi Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan;

b. Penyelenggaran kegiatan Seksi Promosi Kesehatan;

c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi Kesehatan;
d

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Promosi Kesehatan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan operasional Seksi Promosi Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2. Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Promosi Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

3. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPIJMD dan
RKPD Seksi Promosi Kesehatan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan;

4. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Promosi Kesehatan sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

5. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKP] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Promosi Kesehatan sebagai bahan penyusunan
LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

6. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Promosi Kesehatan sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

7. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Promosi Kesehatan yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggung-jawaban Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati;

8. Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan Seksi Promosi Kesehatan;

9. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

10. Mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

11.mempelajari......94



(1)

(2)

3)

94

11. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

12. Menyusun dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan advokasi Promosi Kesehatan
lingkup kabupaten;

13. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan, jejaring kemitraan
dalam pengembangan upaya penyuluhan dan promosi kesehatan lingkup
Kabupaten;

14. Melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) lingkup Kabupaten;

15. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan di lokasi pasca bencana dan
KLB;

16. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan
yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kegiatan pengkajian dan
pengawasan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di berbagai tatanan;

17. Melaksanakan dan memfasilitasi media promosi kesehatan lingkup Kabupaten;

18. Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

19. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

20. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

21. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Jaminan Kesehatan

Pasal 46

Seksi Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Seksi Jaminan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan Seksi Jaminan Kesehatan;

b. Penyelenggaran kegiatan Seksi Jaminan Kesehatan;

c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Jaminan Kesehatan;
d

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Jaminan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan operasional Seksi Jaminan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2. Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Jaminan Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;
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Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPJMD dan
RKPD Seksi Jaminan Kesehatan sebagai bahan penyusunan RPIPD, RPIJMD dan
RKPD Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Jaminan Kesehatan sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKPJ] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Jaminan Kesehatan sebagai bahan penyusunan
LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Jaminan Kesehatan sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Jaminan Kesehatan yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggung-jawaban Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati;

Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan Seksi Jaminan Kesehatan;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Melaksanakan dan memfasilitasi upaya-upaya advokasi, konsultasi dan koordinasi
program Asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat baik dengan lintas program
maupun lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah dalam program jaminan
kesehatan;

Melaksanakan dan memfasilitasi pengumpulan bahan-bahan penyusunan DHA
(District Health Account) lingkup Kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan inventarisasi bahan-bahan petunjuk
teknis;

Melaksanakan dan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi kegiatan, serta penyajian data hasil kegiatan program asuransi jaminan
pelayanan kesehatan masyarakat bersumber dari pusat dan daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan program
asuransi jaminan pelayanan kesehatan masyarakat secara berkala kepada Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi dan Pusat jika diperlukan;

Melaksanakan dan memfasilitasi serta menghimpun bahan-bahan dan pengelolaan
Jamkesmas, Askes, Jamsostek, dan Asuransi Kesehatan lainnya yang terdiri dari
verifikasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan lingkup kabupaten;

Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
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22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Paragraf 1
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 47

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi,
melaporkan kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a.

Perencanaan operasional Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan
Kosmetik, Makanan dan Minuman, dan Seksi Regulasi Kesehatan;

Penyelenggaran Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik,
Makanan dan Minuman, dan Seksi Regulasi Kesehatan;

Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Kefarmasian, Alat
Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman, dan Seksi Regulasi
Kesehatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian tugas :

1.

Menyelenggarakan perencanaan, penyusunan program, petunjuk teknis, dan
mengendalikan kegiatan operasional Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan penyusunan RPIPD,
RPJMD dan RKPD Dinas Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan
dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan penyusunan RKA dan
DPA Dinas Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LKPJ akhir tahun
dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan
penyusunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan yang
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati;

Mengelola, menganalisa laporan—laporan, mengendalikan dan mengevaluasi serta
mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang lain baik internal maupun eksternal;
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Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, penyusunan program, perencanaan dan
pengendalian logistik seksi-seksi yang ada pada Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan, evaluasi,
pengendalian, pelaporan secara berkala, obat pelayanan kesehatan dasar, alat
kesehatan, reagensia dan vaksin, dan pembinaan Puskesmas lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan program pembinaan, pengawasan, registrasi dan sertifikasi
produk obat, kosmetik, alat kesehatan, makanan dan minuman industri rumah
tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan program pembinaan, pengawasan, produsen obat, kosmetik,
alat kesehatan, makanan dan minuman rumah tangga lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan program pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi,
kosmetik, alat kesehatan, makanan dan minuman di lapangan lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan program pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya lingkup Kabupaten;

Menyelenggarakan program pengembangan Tim Jaminan Mutu pelayanan
kesehatan lingkup kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkup Kabupaten;

Menghimpun bahan-bahan dalam memberikan registrasi, akreditasi, sertifikasi,
sarana kesehatan individu maupun kelompok, baik pemerintah maupun swasta
lingkup Kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi pengelolaan legislasi, pembinaan, pengawasan dan
evaluasi praktek tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pengobatan
tradisional lingkup Kabupaten;

Memfasilitasi perumusan evaluasi pengembangan kebijakan kesehatan daerah;
Memfasilitasi bahan-bahan penyusunan sistem kesehatan daerah;

Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan, aset daerah secara
berkala yang dikoordinasikan pada Sekretariat lingkup Dinas Kesehatan;

Melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah lingkup Bidang Sumber
Daya Kesehatan;

Menyusun bahan-bahan advokasi dan mengendalikan pelaksana teknis kegiatan
lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik,
Makanan dan Minuman

Pasal 48

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan
kegiatan Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan
Minuman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman
mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik,
Makanan dan Minuman ;

b. Penyelenggaran kegiatan Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan
Kosmetik, Makanan dan Minuman ;

c. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Kefarmasian, Alat
Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman
mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan operasional Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan
Kosmetik, Makanan dan Minuman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik,
Makanan dan Minuman dalam rangka kelancaran tugas;

3. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPIJMD dan
RKPD Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan dan
Minuman sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sumber
Daya Kesehatan;

4. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan
Kosmetik, Makanan dan Minuman sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD akhir masa jabatan Bupati;

5. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKP] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan
Kosmetik, Makanan dan Minuman sebagai bahan penyusunan LKPJ akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati;

6. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Pengawasan Kosmetik, Makanan
dan Minuman sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA Bidang Sumber Daya
Kesehatan;

7. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan,
Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman vyang akan dikoordinasikan oleh
Sekretariat sebagai pertanggung-jawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati;
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Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan,
Pengawasan Kosmetik, Makanan dan Minuman ;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Memberikan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan atas penerbitan izin PBF
Cabang, PBAK, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Apotik dan Toko Obat lingkup
kabupaten;

Mensertifikasi keamanan makanan minuman produk industri rumah tangga (PIRT),
Mensertifikasi alat kesehatan (PKRT kelas I) lingkup Kabupaten.

Memeriksa dan mengawasi ke tempat sarana produksi dan distribusi sediaan
farmasi, mengambil sampling/contoh sediaan farmasi , makanan minuman produksi
rumah tangga, lingkup kabupaten;

Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan, evaluasi,
pengendalian, pelaporan secara berkala, obat pelayanan kesehatan dasar, alat
kesehatan, reagensia dan vaksin lingkup Kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan program pembinaan dan pengawasan
obat, kosmetik dan alat kesehatan, makanan dan minuman pada sarana kesehatan
,toko, swalayan dan pasar lingkup Kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya lingkup Kabupaten;

Melaksanakan pergerakan dan pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR) lingkup
kabupaten.

Melaksanakan penyebaran informasi obat (PIO) dan keamanan pangan terhadap
masyarakat lingkup kabupaten;

Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Regulasi Kesehatan

Pasal 49

Seksi Regulasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Seksi Regulasi Kesehatan.
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Regulasi Kesehatan mempunyai fungsi :

(3)

a.

b
C.
d

Perencanaan kegiatan Seksi Regulasi Kesehatan;
Penyelenggaran kegiatan Seksi Regulasi Kesehatan;
Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Seksi Regulasi Kesehatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Regulasi Kesehatan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Merencanakan operasional Seksi Regulasi Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Menghimpun dan menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Seksi Regulasi Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun RPJPD, RPJMD dan
RKPD Seksi Regulasi Kesehatan sebagai bahan penyusunan RPIPD, RPJMD dan
RKPD Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LPPD tahunan dan LPPD
akhir masa jabatan Bupati Seksi Regulasi Kesehatan sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun LKPJ] akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati Seksi Regulasi Kesehatan sebagai bahan penyusunan
LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA Seksi Regulasi Kesehatan sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA
Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Regulasi Kesehatan yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggung-jawaban Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati;

Menghimpun, mengelola, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan serta
membuat penyajian data hasil kegiatan Seksi Regulasi Kesehatan;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

Mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, memadu-serasikan perencanaan dan
kegiatan program-program yang ada pada seksi-seksi lingkup bidang dan/atau
Dinas Kesehatan;

Melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan Tim Jaminan Mutu pelayanan
kesehatan lingkup kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkup Kabupaten;

Menghimpun bahan-bahan dalam memberikan registrasi, akreditasi, sertifikasi,
sarana kesehatan individu maupun kelompok, baik pemerintah maupun swasta
lingkup Kabupaten;

Melaksanakan dan memfasilitasi pengelolaan legislasi, pembinaan, pengawasan dan
evaluasi praktek tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pengobatan
tradisional lingkup Kabupaten;

membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan
izin diklat, membuat usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian
Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional;
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16. Melaksanakan dan memfasilitasi perencanaan metode pelatihan kesehatan dan
menyelenggarakan program pelatihan kesehatan dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di bidang kesehatan lingkup Kabupaten; (SDK)

17. Memfasilitasi perumusan evaluasi pengembangan kebijakan kesehatan daerah;
18. Memfasilitasi bahan-bahan penyusunan sistem kesehatan daerah;

19. Membagi tugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta
menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

20. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

21. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran lingkup Dinas Kesehatan;

22. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 50

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas,
mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan teknis operasional
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD

mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

b. Pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

c. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD

mempunyai uraian tugas :

1. Membuat perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, menganalisa, mengevaluasi,
menginventarisasi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan, melaporkan
serta menyajikan hasil kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

2. Menghimpun dan menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) UPTD
Laboratorium Kesehatan Daerah;

3. Pembinaan teknis dan administratif kepada laboratorium pemerintah maupun
swasta lingkup Kabupaten;

4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan mikrobiologi, kimia, serologi, patologi klinik,
kesehatan lingkungan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, serta pemeriksaan
elektromedik;

5. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;
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Menyusun rencana pengadaan, melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan
penggunaan alat dan bahan;

Melaksanakan pemantauan dan pengamatan mutu pemeriksaan dan khasiat reagen
secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun dalam perencanaan;

Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga laboratorium baik pemerintah
maupun swasta untuk meningkatkan kemampuan petugas laboratorium dalam hal
pemeriksaan laboratorium;

Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan pejabat pada Dinas/Badan/Lembaga
Teknis yang terkait;

Menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

Melaksanakan pelaksanaan program waskat di lingkungan UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Melaksananakan pembagian tugas, mendelegasikan kewenangan, dan memberikan
pembinan kepada bawahan serta menyelenggarakan program waskat agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang berlaku;

Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan
Daerah;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan
bidangnya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 51

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD yang mepunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan tata warkat, keuangan,
kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan
teknis penunjang lain UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

b. Pelaksanaan kegiatan urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian,
kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis
penunjang lain UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
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Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimakdus pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan urusan
tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor,
perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain UPTD Laboratorium Kesehatan
Daerah;

Melaksanakan ketata-warkatan UPTD meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk,
surat keluar, dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

Menyiapkan bahan kegiatan kehumasan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pelaporan kebutuhan
perlengkapan, alat tulis kantor (ATK), perbekalan kantor dan ruang kantor serta
sarana pelayanan kesehatan lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi dokumentasi dan
laporan data pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), pembinaan disiplin pegawai,
mengelola administrasi perjalanan dinas dalam wilayah;

Membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), kartu pegawai
(Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum,
pensiun, formasi pegawai, izin belajar, izin diklat, penyesuaian ijazah, pegawai
teladan, cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai
(DP-3), perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun barang
tidak habis pakai lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

Melaksanakan pengelolaan keuangan, meliputi penerimaan kas, pengeluaraan kas,
dan administrasi barang aset daerah lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

Menyusun catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan
neraca secara periodik sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan penyusunan daftar barang aset daerah menurut pengolongan dan
kodefikasi barang;

Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset UPTD untuk diajukan kepada
dinas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari
alternatif pemecahannya;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kedelapan
Pusat Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1
Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 52

(1) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan
mengendalikan kegiatan teknis operasional Puskesmas.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat
Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a.

b
(o
d

Perencanaan kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

. Pelaksanaan kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Pengendalian pelaksanaan tugas Pusat Kesehatan Masyarakat;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat
Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

Membuat perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, menganalisa, mengevaluasi,
menginventarisasi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan, melaporkan
serta menyajikan hasil kegiatan Pusat kesehatan masyarakat;

Menghimpun dan menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pusat kesehatan
masyarakat;

Melaksanakan dan mengkoordinir upaya pelayanan kesehatan baik promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif;

Melaksanakan koordinasi lintas program secara vertikal dan horizontal dalam
melaksanakan teknis operasional bidang kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat;

Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan pejabat pada Dinas/Badan/Lembaga
Teknis yang terkait;

Melaksanakan dan memantau untuk menyelenggarakan pembangunan berwawasan
kesehatan, berkoordinasi dengan lintas sektor di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat;

Membimbing, mengendalikan upaya kesehatan, meneliti, dan mengembangkan
kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Menggerakan pemberdayaan di bidang kesehatan baik perorangan, keluarga, dan
masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya, sosial budaya
masyarakat setempat;

Melaksanakan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan anggaran, administrasi
keuangan, dan aset daerah di Pusat kesehatan masyarakat;

Menyampaikan laporan keuangan, aset daerah yang berada dalam pengelolaan dan
penguasaan Dinas Kesehatan secara berkala sebagai bahan penyusunan laporan
keuangan dan kekayaan aset daerah di Pusat kesehatan masyarakat;

Melakukan pengawasan, mengamankan, memelihara dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas untuk
kepentingan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Pusat kesehatan
masyarakat;
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Melaksanakan survailans epidemiologi dan gizi buruk, penyelidikan kejadian luar
biasa di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Melaksanakan penanggulangan gizi buruk, memperbaiki gizi keluarga, masyarakat,
institusi, serta kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat;

Melaksanakan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penyakit menular
dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Melaksanakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan
wabah di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Merencanakan, mengadakan, mengelola, mencatat dan melaporkan obat pelayanan
kesehatan dasar esensial, alat kesehatan, reagensia, bahan kimia pemeriksaan
penunjang, vaksin, dan sarana kesehatan lainya di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat;

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika,
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat;

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah
kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Melaksanakan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan
terhadap kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Melaksanakan upaya kesehatan waijib yaitu : upaya promosi kesehatan, upaya
kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta KB, upaya perbaikan
gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, upaya
pengobatan dan pemeriksaan penunjangnya;

Melaksanakan upaya kesehatan pengembangan yaitu upaya kesehatan sekolah,
upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya
kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya
kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan
tradisional, pelayanan pertolongan persalinan, dapat melaksanakan observasi pasien
maxsimal 2 x 24 jam, dan melaksanakan kegiatan rujukan pasien secara horizontal
dan vertikal;

Melaksanakan tindakan terbatas terhadap penderita gawat darurat, melakukan
pertolongan sementara untuk mempersiapkan rujukan pasien lebih lanjut ke Pusat
kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan dan/atau Rumah Sakit;

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada sarana pelayanan
kesehatan pemerintah maupun swasta di wilayah kerja Puskesmas;

Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Laboratorium;
Melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pelayanan kesehatan haji di wilayah
kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Menyusun rencana pengadaan, melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan
penggunaan alat dan bahan;

Melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;

Memberikan izin, rekomendasi izin, kajian/rekomendasi teknis, dan pembinaan
sarana kesehatan yang meliputi praktek swasta, umum/spesialis, rumah bersalin,
dan pengobatan tradisional;

Melaksanakan kegiatan lahan praktek kerja lapangan sesuai dengan izin Dinas
Kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;
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Melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pembiayaan kesehatan
melalui Asuransi Jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat dan/atau sistem lain
baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah lingkup kabupaten;

Memanfaatkan dan mendaya-gunakan tenaga kesehatan;

Melaksanakan pemeriksaan ke tempat sarana produksi dan distribusi sediaan
farmasi, tempat-tempat umum, mengawasi dan registrasi makanan minuman
produksi rumah tangga di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Membimbing dan mengendalikan upaya/sarana kesehatan, kegiatan pengobatan
tradisonal di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat;

Melaksanakan dan mengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di wilayah kerja
Pusat kesehatan masyarakat;

Menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Melaksananakan pembagian tugas, mendelegasikan kewenangan, dan memberikan
pembinan kepada bawahan serta menyelenggarakan program waskat agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang berlaku;

Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan
bidangnya;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha Pusat kesehatan masyarakat

Pasal 53

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang
mepunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian,
kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis
penunjang lain Pusat kesehatan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain
Pusat kesehatan masyarakat;

b. Pelaksanaan kegiatan urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain
Pusat kesehatan masyarakat;

c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian,
kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis
penunjang lain Pusat kesehatan masyarakat;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimakdus pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Menyusun program kerja bulanan dan tahunan sebagai pedoman tugas Pusat
kesehatan masyarakat;

Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan urusan
tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor,
perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain Pusat kesehatan masyarakat;

Melaksanakan ketata-warkatan UPTD meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk,
surat keluar, dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas Pusat kesehatan masyarakat;

Menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Pusat kesehatan masyarakat;

Menghimpun data hasil kegiatan, menganalisa/mengevaluasi, melaporkan,
mendokumentasikan, dan menginformasikan hasil kegiatan Pusat kesehatan
masyarakat;

Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pelaporan kebutuhan
perlengkapan, alat tulis kantor (ATK), perbekalan kantor dan ruang kantor serta
sarana pelayanan kesehatan lingkup Pusat kesehatan masyarakat

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi dokumentasi dan
laporan data pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), pembinaan disiplin pegawai,
mengelola administrasi perjalanan dinas dalam wilayah;

Membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), kartu pegawai
(Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum,
pensiun, formasi pegawai, izin belajar, izin diklat, penyesuaian ijazah, pegawai
teladan, cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai
(DP-3), perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun barang
tidak habis pakai lingkup Pusat kesehatan masyarakat;

Melaksanakan pengelolaan keuangan, meliputi penerimaan kas, pengeluaraan kas,
dan administrasi barang aset daerah lingkup Pusat kesehatan masyarakat;

Menyusun catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan
neraca secara periodik sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan penyusunan daftar barang aset daerah menurut pengolongan dan
kodefikasi barang;

Pendistribusian perlengkapan, alat tulis kantor (ATK), perbekalan kantor;

Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset UPTD untuk diajukan kepada
dinas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari
alternatif pemecahannya;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kesembilan
Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 54

(1) Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas,
mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan teknis operasional Pusat
kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat
kesehatan masyarakat dengan tempat perawatan mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

Perencanaan kegiatan Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;
Pelaksanaan kegiatan Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Pengendalian pelaksanaan tugas Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat
Perawatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat
kesehatan masyarakat dengan tempat perawatan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

Membuat perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, menganalisa, mengevaluasi,
menginventarisasi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan, melaporkan serta
menyajikan hasil kegiatan Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Menghimpun dan menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pusat kesehatan
masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan dan mengkoordinir upaya pelayanan kesehatan baik promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif;

Melaksanakan koordinasi lintas program secara vertikal dan horizontal dalam
melaksanakan teknis operasional bidang kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan pejabat pada Dinas/Badan/Lembaga Teknis
yang terkait;

Melaksanakan dan memantau untuk menyelenggarakan pembangunan berwawasan
kesehatan, berkoordinasi dengan lintas sektor di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Membimbing, mengendalikan upaya kesehatan, meneliti dan mengembangkan
kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Menggerakan pemberdayaan di bidang kesehatan baik perorangan, keluarga, dan
masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya, sosial budaya
masyarakat setempat;

Melaksanakan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan anggaran, administrasi
keuangan, dan aset daerah di Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat
Perawatan;

Menyampaikan laporan keuangan, aset daerah yang berada dalam pengelolaan dan
penguasaan Dinas Kesehatan secara berkala sebagai bahan penyusunan laporan
keuangan dan kekayaan aset daerah di Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat
Perawatan;
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Melakukan pengawasan, mengamankan, memelihara dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas untuk
kepentingan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Pusat kesehatan masyarakat
Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan survailans epidemiologi dan gizi buruk, penyelidikan kejadian luar biasa
di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan penanggulangan gizi buruk, memperbaiki gizi keluarga, masyarakat,
institusi, serta kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penyakit menular
dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan
Tempat Perawatan;

Melaksanakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan
wabah di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Merencanakan, mengadakan, mengelola, mencatat dan melaporkan obat pelayanan
kesehatan dasar esensial, alat kesehatan, reagensia, bahan kimia pemeriksaan
penunjang, vaksin, dan sarana kesehatan lainya di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika,
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayah kerja Pusat kesehatan
masyarakat;

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah
kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan
terhadap kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat
Perawatan;

Melaksanakan upaya kesehatan wajib yaitu : upaya promosi kesehatan, upaya
kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta KB, upaya perbaikan gizi
masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, upaya
pengobatan dan pemeriksaan penunjangnya;

Melaksanakan upaya kesehatan pengembangan vyaitu upaya kesehatan sekolah,
upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan
kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata,
upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional, pelayanan
pertolongan persalinan dan/atau persalinan ibu bersalin dengan faktor resiko dan
persalinan dengan penyulit tertentu, melaksanakan perawatan pasien, dan
melaksanakan kegiatan rujukan pasien secara horizontal dan vertikal;

Melaksanakan tindakan terbatas terhadap penderita gawat darurat, melakukan
pertolongan sementara untuk mempersiapkan rujukan pasien lebih lanjut ke Rumah
Sakit;

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada sarana pelayanan
kesehatan pemerintah maupun swasta di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat
Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Laboratorium dan pemeriksaan elektromedik;
Melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan uji kesehatan kepada masyarakat;

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pelayanan kesehatan haji di wilayah
kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Menyusun rencana pengadaan, melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan
penggunaan alat dan bahan;

Melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;
29.memberikan....... 110



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.

110

Memberikan izin, rekomendasi izin, kajian/rekomendasi teknis, dan pembinaan sarana
kesehatan yang meliputi praktek swasta, umum/spesialis, rumah bersalin, dan
pengobatan tradisional;

Melaksanakan kegiatan lahan praktek kerja lapangan sesuai dengan izin Dinas
Kesehatan di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pembiayaan kesehatan
melalui Asuransi Jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat dan/atau sistem lain
baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah lingkup kabupaten;

Memanfaatkan dan mendaya-gunakan tenaga kesehatan;

Melaksanakan pemeriksaan ke tempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi,
tempat-tempat umum, mengawasi dan registrasi makanan minuman produksi rumah
tangga di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Membimbing dan mengendalikan upaya/sarana kesehatan, kegiatan pengobatan
tradisonal di wilayah kerja Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan dan mengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di wilayah kerja Pusat
kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Melaksananakan pembagian tugas, mendelegasikan kewenangan, dan memberikan
pembinan kepada bawahan serta menyelenggarakan program waskat agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku;

Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidangnya;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan

Pasal 55

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD yang mepunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan tata warkat,
keuangan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan,
pelaporan dan teknis penunjang lain Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat
Perawatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.

Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain
Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Pelaksanaan kegiatan urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan,
dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain
Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Pengendalian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, keuangan, kepegawaian,
kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor, perlengkapan, pelaporan dan teknis
penunjang lain Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2)Dalam.....111



111

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimakdus pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Menyusun program kerja bulanan dan tahunan sebagai pedoman tugas Pusat
kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan urusan
tata warkat, keuangan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, alat tulis kantor,
perlengkapan, pelaporan dan teknis penunjang lain Pusat kesehatan masyarakat
Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan ketata-warkatan UPTD meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk,
surat keluar, dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat
Perawatan;

Menghimpun data hasil kegiatan, menganalisa/mengevaluasi, melaporkan,
mendokumentasikan, dan menginformasikan hasil kegiatan Pusat kesehatan
masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pelaporan kebutuhan
perlengkapan, alat tulis kantor (ATK), perbekalan kantor dan ruang kantor serta
sarana pelayanan kesehatan lingkup Pusat kesehatan masyarakat

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi dokumentasi dan
laporan data pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), pembinaan disiplin pegawai,
mengelola administrasi perjalanan dinas dalam wilayah;

Membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), kartu pegawai
(Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum,
pensiun, formasi pegawai, izin belajar, izin diklat, penyesuaian ijazah, pegawai
teladan, cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai
(DP-3), perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun barang
tidak habis pakai lingkup Pusat kesehatan masyarakat Dengan Tempat Perawatan;

Melaksanakan pengelolaan keuangan, meliputi penerimaan kas, pengeluaraan kas,
dan administrasi barang aset daerah lingkup Pusat kesehatan masyarakat Dengan
Tempat Perawatan;

Menyusun catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan
neraca secara periodik sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan penyusunan daftar barang aset daerah menurut pengolongan dan
kodefikasi barang;

Pendistribusian perlengkapan, alat tulis kantor (ATK), perbekalan kantor;

Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset UPTD untuk diajukan kepada
dinas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari
alternatif pemecahannya;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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BAB IV
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 56

(1) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan
mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan pada sebagian bidang pekerjaaan umum (sub bidang bina marga,
perkotaan dan perdesaan, air minum, drainase, permukiman, bangunan gedung,
lingkungan dan jasa konstruksi), bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan bidang pekerjaaan umum (sub bidang bina marga, perkotaan
dan perdesaan, air minum, drainase, permukiman, bangunan gedung, lingkungan
dan jasa konstruksi), bidang penataan ruang dan bidang perumahan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang
pekerjaaan umum (sub bidang bina marga, perkotaan dan perdesaan, air minum,
drainase, permukiman, bangunan gedung, lingkungan dan jasa konstruksi), bidang
penataan ruang dan bidang perumahan;

pembinaan tugas dan mengevaluasi bidang pekerjaaan umum (sub bidang bina
marga, perkotaan dan perdesaan, air minum, drainase, permukiman, bangunan
gedung, lingkungan dan jasa konstruksi), bidang penataan ruang dan bidang
perumahan;

d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
mempunyai uraian tugas :

1.

merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dalam rangka kelancaran tugas;

merumuskan RPJP, RPJM dan RKP bidang pekerjaaan umum (sub bidang bina
marga, perkotaan dan perdesaan, air minum, drainase, permukiman, bangunan
gedung, lingkungan dan jasa konstruksi) sebagian bidang penataan ruang dan
bidang perumahan sebagai bahan menyusun RPIPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

merumuskan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Dinas bidang
pekerjaaan umum (sub bidang bina marga, perkotaan dan perdesaan, air minum,
drainase, permukiman, bangunan gedung, lingkungan dan jasa konstruksi)
sebagian bidang penataan ruang dan bidang perumahan sebagai bahan
menyusun LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

merumuskan Laporan LKP] akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada
bidang pekerjaaan umum (sub bidang bina marga, perkotaan dan perdesaan, air
minum, drainase, permukiman, bangunan gedung, lingkungan dan jasa
konstruksi) sebagian bidang penataan ruang dan bidang perumahan;

merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya;
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merumuskan kebijakan teknis bidang bina marga yang meliputi jalan kabupaten,
jalan kota dan jalan desa berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional dibidang
jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

merumuskan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional
penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menetapkan dan mengatur status jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten jalan
kota dan jalan desa;

merencanakan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten,
jalan kota dan jalan desa;

merumuskan bahan-bahan untuk penyusunan peraturan daerah tingkat kabupaten
dibidang jalan;

merumuskan  kebijakan kabupaten dibidang jalan untuk mendukung
pembangunan secara makro;

merumuskan kebijakan kelembagaan dan badan usaha bidang jalan di tingkat
kabupaten;

menetapkan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan
pemerintah dibidang jalan kabupaten;

menyelenggarakan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para
aparatur penyelenggara jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

memberikan izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

menyelenggarakan penelitian teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan
kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menyelenggarakan pengawasan NSPM dibidang prasarana jalan vyang
dilaksanakan oleh kabupaten;

menyelenggarakan penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana
jalan dan wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

menyelenggarakan pembinaan perizinan, pelayanan, pengendalian fungsi dan
tertib pemanfaatan jalan kabupaten;

memberikan izin pemanfaatan rumija , rumaja, dan ruwasja untuk jalan
kabupaten;

merumuskan usulan pelimpahan kewenangan dibidang jalan yang tidak dapat
dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;

menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang
jalan;

menetapkan sistem informasi jalan kabupaten;

merumuskan bahan penelitian dan mengembangkan tekhnik teknologi dibidang
jalan;

menetapkan persyaratan untuk periizinan pembangunan jalan tol di dalam
kabupaten (non lintas kabupaten);

memberikan izin pembangunan jalan tol di dalam kabupaten (non lintas
kabupaten);

menetapkan pembangunan jaringan jalan tol non lintas kabupaten;

merumuskan perencanaan teknis, pemrograman, penganggaran, dan penyusunan
data pengadaan lahan serta melaksanakan konstruksi jalan kabupaten, jalan kota
dan jalan desa;

menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan kota dan
jalan desa;

menyelenggarakan pengelolaan manajemen jalan kabupaten, jalan kota dan jalan
desa;

menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terjadi pada jalan kabupaten,
jalan kota dan jalan desa;
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menyelenggarakan pembangunan dan atau memelihara jalan nasional yang
ditugas perbantukan;

mengevaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan
desa;

mengevaluasi pengawasan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan
jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

mengevaluasi pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang jalan;

merumuskan bahan-bahan penetapan peraturan daerah kebijakan strategi dan
NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

merumuskan penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;

mengevaluasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan
kawasan di wilayah kabupaten;

mengevaluasi pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten;

menyelenggarakan penerapan standar pelayanan minimal dibidang penataan
ruang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

menyelenggarakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
mengevaluasi pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat
terhadap penataan ruang;

menetapkan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;

merumuskan penyusunan program dan anggaran kabupaten dibidang penataan
ruang;

mengevaluasi pemanfaatan kawasan strategis, NSPK, kawasan andalan dan SPM
bidang penataan ruang RTRWK kabupaten;

merumuskan pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan
lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia
usaha;

merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan rencana tata ruang
kawasan strategis kabupaten;

mengevaluasi perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur
dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis
kabupaten;

menyelenggarakan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan strategis
wilayah kabupaten;

merumuskan bahan-bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;

menyelenggarakan penataan ruang dan pengusahaan investasi di dalam kawasan
kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha;

menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah
kabupaten pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW kabupaten;

menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang
penataan ruang;

merumuskan penetapan perubahan fungsi kawasan di dalam kabupaten dalam
rangka menjaga keseimbangan ekosistem;

merumuskan bahan penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat
kabupaten dibidang penataan ruang;

merumuskan penetapan peraturan daerah Rencana detail Tata Ruang (RDTR),
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di tingkat kabupaten;

menyelenggarakan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan
lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
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menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah
negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;

menetapkan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan yang berskala lokal;

merumuskan bahan-bahan penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai
bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, dan prosedur;

merumuskan bahan penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai
bangunan gedung dan lingkungan;

merumuskan penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten;
memberikan rekomendasi perizinan IMB gedung;
menyelenggarakan pendataan bangunan gedung;

menetapkan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung
permanen, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di
lokasi bencana

merumuskan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan
(RTBL);

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya;

menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan dengan
berbasis pemberdayaan masyarakat;

menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah
negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;

merumuskan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi
dan dilestarikan yang berskala lokal;

menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung dan lingkungannya;

menyelenggarakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan
pembongkaran bangunan gedung;

menyelenggarakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

merumuskan penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan
perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
merumuskan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan
perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK;

merumuskan penyusunan peraturan daerah kabupaten tentang prasarana dan

sarana perkotaan dan perdesaan sebagai pelaksana peraturan provinsi dan
nasional;

merumuskan penetapan kebijakan kelembagaan dan pengembangan prasarana
dan sarana perkotaan dan perdesaan;

merumuskan penyusunan rencana, program dan anggaran tingkat kabupaten
bersama masyarakat dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

merumuskan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disyahkan
pemerintah dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan
pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten;

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam
membangun perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;

menyelenggarakan penerapan dan pengawasan NSPM dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan;

menyelenggarakan penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan
revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budidaya;
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menyelenggarakan penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

merumuskan usulan pelimpahan kewenangan dibidang prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada
provinsi;

menyeleggarakan sosialisasi SPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan
perdesaan;

menyelenggarakan sistem informasi tingkat kabupaten dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan;

menyelenggarakan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/
masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana
perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;

menyelenggarakan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah
kabupaten;

merumuskan pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan
dan perdesaan di kabupaten;

menyelenggarakan penanggulangan bencana ber dibidang prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan;

menyelenggarakan pembangun prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
termasuk yang ditugas pembantukan;

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap
prasarana dan sarana perkotaan dan sarana perdesaan;

menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan peraturan dibidang
prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

merumuskan bahan-bahan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai
kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;

merumuskan bahan-bahan penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air
minum, drainase dan pemutusan genangan berdasarkan SPM yang disusun
pemerintah pusat dan provinsi;

memberikan izin rekomendasi penyelenggaraan pengembangan SPAM, PS Air
Limbah lokasi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten;

menyelenggarakan penyelesaian masalah dan permasalahan pengelolaan air
minum dan air limbah di dalam wilayah kabupaten;

menyelenggarakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air
minum di wilayah kabupaten termasuk kepada badan pengusahaan pelayanan
(operator) BUMD;

merumuskan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM di wilayah kabupaten;

menyelenggarakan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM;
menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada

kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan pengembangan SPAM;

merumuskan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah
administrasi kabupaten;

menyelenggarakan penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah
rawan air ;

menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan
penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten;

mengevaluasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar
dan prosedur;
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menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;

menyelenggarakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara
drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten;

merumuskan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem
drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi
dengan daerah sekitarnya;

menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah
kabupaten;

merumuskan penyusunan rencana induk PS drainase ;

menyelenggarakan  pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten

merumuskan bahan-bahan peraturan daerah NSPK kebijakan dan strategi
Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten;

menyelenggarakan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten;

merumuskan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan
kasiba/lisiba;

menetapkan izin lokasi kasiba/lisiba di kabupaten;

menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten;

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di
kabupaten;

merumuskan bahan-bahan penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan
strategi pencegahan dan penanggulangan permukiman kumuh di wilayah
kabupaten;

menyelenggarakan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten;
menyelenggarakan pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh
dengan rusunawa;

menyelenggarakan pengawasan pengendalian dan evaluasi permukiman kumuh di
wilayah kabupaten;

merumuskan penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten dibidang
pembiayaan pembangunan dan perbaikan perumahan;

merumuskan bahan penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan
pembangunan, perbaikan perumahan dan pembinaan, pembangunan, pemugaran,
perbaikan, perluasan, pemeliharaan, pemanfaatan perumahan swadaya;

merumuskan penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan
dalam rangka penerapan sistem pembiayaan pembangunan dan perbaikan;

menyelenggarakan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan pembangunan,
perbaikan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten dan bantuan
pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;

menyelenggarakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat
kabupaten;

merumuskan pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan pembangunan
dan perbaikan perumahan di tingkat kabupaten;

merumuskan bahan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan yang bersesuaian dengan peraturan
perundang—undangan di atasnya;

merumuskan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan
pada ;
menyelenggarakan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan ;

merumuskan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan
strategi nasional perumahan;

menyelenggarakan teknis penyelenggaraan perumahan formal;
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menyelenggarakan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan, baik
BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak dibidang
usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan,
kontraktor dan pengembang. memanfaatkan badan usaha pembangunan
perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang
bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan,
konsultan, kontraktor dan pengembang;

merumuskan penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan
pengelolaan PSU ;

mengevaluasi hasil sosialisasi pembangunan perumahan;
membina kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;
menyelenggarakan perumahan sesuai tekhnik pembangunan;

menyelenggarakan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan
perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang
bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan,
konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten;

menyelenggarakan fasilitasi tindakan turun tangan dalam menyelenggarakan
pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal;

menyelenggarakan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan ;

merumuskan pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan
tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan memelihara diperkotaan, pusat
kegiatan, perdagangan/produksi;

menyelenggarakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai
stimulan di RSH, rusun dan rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan
memelihara;

menyelenggarakan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada
daerah terpencil dan uji coba serta memfasilitasi pengelolaan, memelihara
kepada kabupaten, menyediakan tanah, PSU umum;

menyelenggarakan pembangunan rumah untuk korban bencana, untuk
penampungan pengungsi lintas kawasan dan khusus lainnya serta pengelolaan
depo dan pendistribusian logistik menyediakan lahan, pengaturan, pemanfaatan
seluruh bantuan se-kabupaten;

merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan dan mengembangkan
perumahan formal ;

merumuskan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana ;
merumuskan SPM perumahan di kabupaten;

menyelenggarakan dan atau penerima bantuan perumahan;
menetapan harga sewa rumah;

menyelenggarakan  bantuan  pembangunan dan  kelembagaan  serta
penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

menyelenggarakan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus;
menyelenggarakan pengelolaan PSU bantuan pusat;
merumuskan pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten;

menyelenggarakan pengawasan pengendalian kebijakan pembangunan dan
pengelolaan perumahan formal serta pengelolaan rusun dan rusus;

merumuskan penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan
perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional;

merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya;
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menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
swadaya;

menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
swadaya;

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kebijakan dan strategi
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya,
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya;

merumuskan pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait
dengan pembangunan perumahan swadaya;

merumuskan penetapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat,
perumahan dan permukiman kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan
tingkat nasional;

menyelenggarakan pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat
kabupaten;

menyelenggarakan penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan
revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkup lingkungan permukiman bersejarah
dan atau nasional;

menyelenggarakan penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme
untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa,
Sewa Beli P2BPK);

menyelenggarakan penerapan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan oleh kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh provinsi dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan
gedung;

merumuskan pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang perumahan dan
permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;

menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang
perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara;

merumuskan biaya pendamping dibidang perumahan dan permukiman pada
masyarakat di kabupaten;

menyelenggarakan pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi
perumahan dan permukiman serta bangunan gedung;

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tekhnik teknologi pembangunan
bidang perumahan dan permukiman serta pembangunan termasuk konservasi
arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman;

merumuskan penyampaian bahan untuk menetapkan kebijakan dan strategi
kabupaten dalam mengembangkan kawasan, menyelenggarakan pembangunan
dan pengelolaan kawasan skala besar dan pengelolaan kawasan khusus;
menyelenggarakan pembinaan teknis dan menyusun rencana kabupaten dalam
pembangunan dan mengembangkan perumahan dan permukiman daerah (RP4D-
kabupaten);

menyelenggarakan pengendalian monitoring dan evaluasi melaksanakan kebijakan
dan strategi megembangkan kawasan, pengendalian RP4D di wilayahnya;

menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan besar, kawasan khusus di wilayahnya;

menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar, kawasan
khusus di wilayahnya;
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menyelenggarakan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar dan
kawasan khusus di wilayahnya;

merumuskan  penetapan  kebijakan dan strategi kabupaten dalam
penyelenggaraan keterpaduan prasarana, keserasian kawasan dan lingkungan
hunian berimbang;

menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan keterpaduan prasarana
kawasan, keserasian kawasan di wilayahnya;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;

menyelenggarakan  pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan, keserasian kawasan di
wilayahnya;

merumuskan persiapan bahan penyusunan penyempurnaan dan kesesuaian
peraturan perundang-undangan bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara, dan pemanfaatan perumahan di tingkat kabupaten;

merumuskan persiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang
pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten;

menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan perundang-undangan bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara, dan pemanfaatan perumahan perumahan di kabupaten;

merumuskan bahan peraturan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi penanganan
masalah dan sengketa bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan,
memelihara dan pemanfaatan perumahan di kabupaten;

merumuskan bahan peraturan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi
NSPM bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan
pemanfaatan perumahan di tingkat kabupaten;

menyelenggarakan sosialisasi NSPM menyediakan lahan untuk pembangunan,
pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara, dan pemanfaatan perumahan di
kabupaten;

merumuskan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai
dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten;

menyelenggarakan fasilitasi, kebijakan, pengawasan dan pengendalian kebijakan
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan;

menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan
di kabupaten;

merumuskan bahan penyusunan peraturan daerah kabupaten dan berbagai
pelaksana peraturan provinsi dan nasional dalam menyelenggarakan perumahan
dan permukiman serta bangunan gedung bersama masyarakat;

merumuskan bahan penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat
kabupaten bidang mengembangkan perumahan dan permukiman (pembinaan/
pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat);

merumuskan penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat kabupaten
bersama masyarakat dibidang perumahan dan permukiman;

merumuskan bahan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
telah disyahkan pemerintah dibidang perumahan dan permukiman kabupaten;

menyelenggarakan penanggulan bencana berskala lokal dibidang perumahan dan
permukiman;

menyelenggarakan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset
kabupaten;
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menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang
berada pada wilayah kabupaten bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu;

menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan
permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-
undang atau peraturan daerah;

menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang ditugas
pembantuan;

menyelenggarakan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan
hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung
pembangunan, pemugaran, perbaikan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan kabupaten tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU pendukung pembangunan, pemugaran, perbaikan,
memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung pembangunan,
pemugaran, perbaikan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyelenggarakan kebijakan dan koordinasi kabupaten tentang pemberdayaan
para pelaku pendukung pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan,
memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang
memberdayakan para pelaku pendukung pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyelenggarakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan,
memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan,
pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten;

menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya ;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya ;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | kepada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan Menyusun Laporan
Keuangan Daerah;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya ;
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221. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

222. membina bawahan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;

223. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan
karier;

224. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

225. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 57

Sekretariat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

b. pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Dinas Bina Marga;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Bina
Marga dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

3. menyelenggarkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Bina
Marga dalam rangka kelancaran tugas;

4. menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pekerjaan umum, tata
ruang dan perumahan sebagai bahan penyusunan RPIPD, RPJMD dan RKPD
kabupaten;

5. menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang
pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan sebagai bahan penyusunan LPPD
Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

6. menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan;
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menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagai
pertanggungjawaban kepada bupati;

menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan
alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
program kegiatan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran pada Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya;

mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara
bulanan, triwulan dan tahunan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagai laporan
realisasi anggaran dan hasil pencapaian program kegiatan;

mengoordinasikan bidang-bidang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dalam
penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau
pemerintah provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada bupati untuk
disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup dinas dalam pelaksanaan akuntansi dan
pertanggungjawaban  atas = penyusunan  dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban
kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan
kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Dinas Bina Marga dan Cipta Karya untuk
bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten
yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup
tugasnya;

menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;

mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa lingkup dinas bina marga
dan cipta kaarya;

menyelenggarakan penatausaahaan aset daerah yang dikuasai oleh dinas bina
marga dan cipta karya;

mengoordinasikan  penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam
penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan
perumahan;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan;

mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau
pihak swasta;

mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah yang
menjadi kewenangan dinas bina marga dan cipta karya;

mengoordinasikan penyelenggaran pengaduan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di
lingkup dinas bina marga dan cipta karya;

mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup
dinas bian marga dan cipta karya;
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26. mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara setiap
tanggal 17 setiap bulannya di lingkup dinas bina marga dan cipta karya;

27. menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup dinas bina marga dan cipta
karya;

28. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan dinas bina
marga dan cipta karya;

29. mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan
pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan di lingkungan dinas bina marga dan
Cipta karya;

30. mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan
urusan pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan di lingkungan dinas bina
marga dan cipta karya;

31. menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja dinas bina
marga dan cipta karya;

32. mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan
umum, tata ruang dan perumahan di lingkup dinas bina marga dan cipta karya;

33. mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
serta fungsional penjenjangan;

34. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

35. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
36. menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

37. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

38. mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;

39. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

40. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

41. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

42. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

43. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

44. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

45. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 58

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya.
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :

(3)

a.

perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

pengawasan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pelaporan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kantor Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya;

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang lingkup Dinas
Bina Marga dan Cipta Karya;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya;

melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di
lingkup Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas Bina Marga dan Cipta
karya meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB),
daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/
Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat
usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan,
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,
pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai
aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan
atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang
berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

12.mengusulkan....... 126
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mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta
fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;

mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

melaksanakan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup dinas Bina
Marga dan Cipta Karya;

melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup dinas bina
marga dan cipta karya;

melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah yang berada
dalam penguasaan dinas bina marga dan cipta karya;

menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap
bulannya di lingkungan dinas bina marga dan cipta karya;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya di lingkup dinas bina marga dan cipta karya;

melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup dinas bina marga dan cipta karya;

melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan dinas bina marga
dan cipta karya;

melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan;

menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 59

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawas dan melaporkani
urusan administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.

perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga dan Cpta
Karya;
b.pelaksanaan........... 127
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b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya;
pengawasan administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

e. pelaporan administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

1.

©® N o WU

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan dilingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan pengeluaraan permintaan
pembayaran oleh bendahara pengeluaran secara berkala;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realisasi anggaran pada Dinas setiap bulan dan triwulan;
menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan, semesteran dan tahunan;
menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkup
dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
menurut pengolongan dan kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C, D, EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas bina marga
dan cipta karya sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk
Inventaris barang milik pemerintah daerah;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas untuk diajukan
kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas bina marga dan cipta karya;
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21. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

22. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

23. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
24. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

25. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
26. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

29. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

32. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 60

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas bina marga dan cipta karya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas bina marga dan cipta karya;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Dinas bina marga dan cipta karya;

C. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas bina marga dan cipta karya;

d. pengawasan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Dinas bina marga dan cipta karya;

e. pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas bina marga dan cipta karya;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3)Dalam.....129
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Dinas bina marga dan cipta karya;

melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan dengan
RPJPD, RPIMD dan RKPD;

melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja
(RENJA) tahunan dari masing-masing bidang pada Dinas bina marga dan cipta
karya;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang pekerjaan umum,
tata ruang dan perumahan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di lingkup dinas bina marga dan
cipta karya;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup dinas bina marga dan
Cipta karya;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah  perencanaan program dan
kegiatan dari bidang-bidang pada Dinas bina marga dan cipta karya;

menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan pekerjaan
umum, tata ruang dan perumahan di lingkungan dinas bina marga dan cipta karya;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi kinerja Dinas bina marga dan cipta
karya;
mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam

bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan sebagai bahan penyusunan
LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas bina marga dan cipta karya sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan di lingkup dinas bina marga dan cipta
karya;

menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan
pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan ;

menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada dinas bina marga dan cipta
karya;

menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di
lingkup dinas bina marga dan cipta karya;

melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum,
tata ruang dan perumahan di lingkup dinas bina marga dan cipta karya;

melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang pekerjaan
umum, tata ruang dan perumahan;

menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;

menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas bina marga dan cipta
karya dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah
dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui
Bappeda Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

22.menyusun......130
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22. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

23. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

24. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
25. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

26. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
27. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

28. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

33. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Paragraf 1
Kepala Bidang Bina Marga

Pasal 61

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola, = mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan perencanaan dan pengendalian teknis jalan dan
jembatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang
Bina Marga mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pengendalian teknis jalan dan
jembatan;

b. pengelolaan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jalan dan jembatan;
C. pengoordinasian urusan perencanaan dan pengendalian teknis jalan dan jembatan;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pengendalian teknis
jalan dan jembatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina
Marga mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana operasional penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan
jalan desa serta jembatan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan
memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

2. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang bina marga;
2.menyusun....... 131
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menyusun bahan RPJPD dan RPJMD Bidang bina marga sebagai bahan penyusunan
RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

menyusun bahan LPP dan LKP Bidang bina marga sebagai bahan penyusunan
LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menyusun bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada Bidang
bina marga;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang bina marga yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala
kepada Bupati;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga yang meliputi
jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa berdasarkan kebijakan provinsi dan
nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar
kawasan;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman
operasional penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menyusun bahan penetapan dan pengaturan status jalan kabupaten, jalan kota dan
jalan desa;

menyusun bahan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten,
jalan kota dan jalan desa;

menyusun bahan peraturan daerah tingkat kabupaten dibidang jalan;

menyusun bahan penetapan kebijakan kabupaten dibidang jalan untuk mendukung
membangun secara makro;

menyusun bahan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat
kabupaten dibidang jalan;

menyusun bahan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah
disyahkan pemerintah dibidang jalan kabupaten;

menyusun bahan pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan
para aparatur penyelenggara jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menyusun bahan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

menyusun bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan
kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menyusun bahan penerapan dan pengawasan NSPM dibidang jalan;

menyusun bahan penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana jalan
dan wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

menyusun bahan pembinaan perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan
tertib pemanfaatan jalan kabupaten;

menyusun bahan rekomendasi pemberian izin uang manfaat jalan, ruang milik jalan
dan ruang pengawasan jalan untuk jalan Kabupaten;

menyusun bahan pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang jalan yang tidak
dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;

menyusun bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM
dibidang jalan;

menyusun bahan penetapan sistem informasi jalan kabupaten;

menyusun rencana peningkatan dan pengembangan kemampuan sumberdaya
manusia di bidang jalan dan jembatan;

menyusun bahan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan
lahan, serta Melaksanakan konstruksi jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menyusun bahan pelaksanaan oprasional dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan
kota dan jalan desa;
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28. menyusun bahan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten,
jalan kota dan jalan desa;

29. menyusun bahan pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi pada jalan
kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

30. menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan
jalan desa;

31. menyusun bahan pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan
kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

32. menyusun bahan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang
jalan;

33. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran APBD pada ;

34. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya ;

35. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang kebinamargaan;

36. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;

37. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Kebinamargaan kepada atasan;

38. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan dii lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

39. membagi tugas kepada bawahan untuk kelanlancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

40. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

41. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
42. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
43. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Jalan

Pasal 62

Seksi Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan  urusan
perencanaan dan pengendalian teknis jalan bidang bidang marga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Jalan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jalan;
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jalan;

C. pembagian pelaksanaan tugas dan mengawasi urusan perencanaan dan
pengendalian teknis jalan;

d. pengawasan dan mengawasi urusan perencanaan dan pengendalian teknis jalan;
pelaporan dan mengawasi urusan perencanaan dan pengendalian teknis jalan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3)Dalam........... 133
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jalan
mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22,

23.
24,

merencanakan kegiatan Seksi Jalan bidang bina marga pada Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya ;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi jalan pada bidang bina
marga dalam rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan RPIJPD dan RPIJMD Bidang jalan sebagai bahan
penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

menyiapkan bahan—bahan LPPD dan LKPJ] Bidang Kebinamargaan sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada Bidang jalan;

menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Jalan;

merencanakan kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian teknis jalan;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga yang meliputi
jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa berdasarkan kebijakan provinsi dan
nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar
kawasan;

menyiapkan bahan penetapan dan pengaturan status jalan kabupaten, jalan kota
dan jalan desa;

menyiapkan bahan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten,
jalan kota dan jalan desa;

menyiapkan bahan peraturan daerah tingkat kabupaten dibidang perencanaan
teknis jalan dan jembatan;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan kabupaten dibidang jalan untuk
mendukung membangun secara makro;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat
kabupaten dibidang jalan;

menyiapkan bahan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah
disyahkan pemerintah dibidang jalan kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan
pelatihan perencanaan teknis jalan dan jembatan untuk aparatur penyelenggara
jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menyiapkan bahan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

menyiapkan bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan
kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

menyiapkan bahan pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang jalan yang tidak
dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;

menyiapkan bahan penetapan sistem informasi jalan kabupaten;
menyiapkan bahan penelitian dan mengembangkan teknik teknologi dibidang jalan;

menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota
dan jalan desa;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan, tahunan;

mengendalikan kegiatan perencanaan teknis jalan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

25.memberikan......... 134



(1)

(2)

(3)

134

25. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan teknis jalan dan
jembatan kepada atasan;

26. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

27. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

28. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

29. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
30. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
31. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Jembatan

Pasal 63

Seksi Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
mengendalikan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan perencanaan dan pengendalian teknis jembatan bidang bina marga Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Jembatan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jembatan;
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jembatan;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan pengendalian teknis
jembatan;

d. pengawasan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jembatan;
pelaporan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jembatan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Jembatan mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Jembatan bidang bina marga pada Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya ;

2. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi jembatan pada bidang
bina marga dalam rangka kelancaran tugas;

3. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD Bidang jembatan sebagai bahan
penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

4. menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LKPJ Bidang jembatan sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

5. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada Bidang jembatan;

6. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja Seksi Jembatan;
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menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman
operasional penyelenggaraan jembatan skala jalan kabupaten, jalan kota dan jalan
desa;

menyiapkan bahan peraturan daerah tingkat kabupaten dibidang perencanaan dan
pengendalian teknis jembatan;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan
pelatihan perencanaan dan pengendalian teknis jembatan untuk aparatur
penyelenggara kebinamrgaan;

menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan NSPM dibidang jembatan;
menyiapkan bahan penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana
jembatan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

menyiapkan bahan pembinaan perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan
tertib pemanfaatan jembatan kabupaten;

. menyusun bahan pemberian izin pemanfaatan jembatan skala jalan kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
NSPM dibidang jembatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan oprasional dan pemeliharaan jembatan kabupaten;

menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan manajemen jembatan
kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi pada
jembatan kabupaten;

menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan kabupaten;

menyiapkan bahan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jembatan
kabupaten;

menyiapkan bahan pengawasan dan mengendalikan fungsi dan manfaat jembatan
kabupaten;

menyusun bahan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang
jembatan;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan, semesteran dan tahunan;

mengendalikan kegiatan perencanaan dan pengendalian teknis jembatan;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan pengendalian
teknis jembatan kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan dii lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelanlancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keempat
Bidang Tata Ruang dan Bangunan

Paragraf 1
Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan

Pasal 64

Bidang Tata Ruang dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola, = mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan perencanaan dan pengendalian teknis tata ruang dan
bangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Tata Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional bidang tata ruang dan bangunan;

pengelolaan urusan tata ruang dan bangunan;

pengoordinasian urusan tata ruang dan bangunan;

pengendalian urusan, evaluasi dan pelaporan urusan tata ruang dan bangunan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

® a0 o

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata
Ruang dan Bangunan mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana operasional penyelenggaraan tata ruang dan bangunan,
dibidang tata ruang dan bangunan dengan memperhatikan keserasian antar daerah
dan antar kawasan;

2. menyusun bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang
Tata Ruang dan Bangunan dalam rangka kelancaran tugas;

3. menyusun bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD Bidang Tata Ruang dan Bangunan
sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

4. menyusun bahan-bahan LPP dan LKP Bidang Tata Ruang dan Bangunan sebagai
bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

5. menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada Bidang Tata Ruang dan Bangunan;

6. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Tata Ruang dan Bangunan
yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban
Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya kepada Bupati;

7. menyusun bahan penetapan peraturan daerah kebijakan strategi dan NSPK
pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

8. menyusun bahan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

9. menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan
lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

10. menyusun bahan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah
negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;

11. menyusun bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan di kabupaten Majalengka;

12. menyusun bahan penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan
gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, dan prosedur dibidang
penataan ruang;

13. menyusun bahan penetapan kelembagaan pengelolaan gedung bangunan gedung di
wilayah kabupaten;
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menyusun bahan pemberian rekomendasi IMB gedung;
menyusun bahan pendataan bangunan gedung;
menyusun bahan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);

menyusun bahan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya;

menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan
lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

menyusun bahan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung dan lingkungannya;

menyusun bahan pengawasan dan menertibkan pembangunan, pemanfaatan, dan
pembongkaran bangunan gedung;

menyusun bahan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

menyusun bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang ditingkat
kabupaten;

menyusun bahan penerapan standar pelayanan minimal dibidang penataan ruang
yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

menyusun bahan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
menyusun bahan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
menyusun bahan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;

menyusun bahan penyusunan program dan anggaran kabupaten dibidang tata
ruang dan bangunan;

menyusun bahan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK kabupaten
dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan strategis wilayah
kabupaten;

menyusun bahan penetapan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengelolaan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang
di wilayah kabupaten pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW
kabupaten;

menyusun bahan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang
penataan ruang;

menyusun bahan penetapan perubahan fungsi kawasan di dalam kabupaten dalam
rangka menjaga keseimbangan ekosistem;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Seksi Tata Ruang

Pasal 65

(1) Seksi Teknis Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan tata ruang.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi
Teknis Tata Ruang mempunyai fungsi :

a.

~e a0 T

perencanaan kegiatan urusan teknis tata ruang;
pelaksanaan urusan teknis tata ruang;

pembagian pelaksanaan tugas urusan teknis tata ruang;
pengawasan urusan teknis tata ruang;

pelaporan urusan teknis tata ruang;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

merencanakan kegiatan seksi Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Bangunan
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

menyiapkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada
bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang Tata Ruang sebagai
bahan menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) untuk melaksanakan kegiatan urusan tata ruang pada Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya ;

mengumpulkan bahan-bahan LPP dan LKP dalam melaksanakan kegiatan urusan
tata Ruang sebagai bahan Menyusun LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan
Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan tata ruang dan bangunan;

menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja seksi perencanaan teknis tata ruang
bidang tata ruang dan bangunan;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi
pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di
wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di
kabupaten;

menyiapkan bahan perencanaan urusan tata ruang;
menyiapkan bahan rencana rinci tata ruang;

menyiapkan bahan pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada
masyarakat;

melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap
penataan ruang;

menyiapkan bahan penerapan SPM di bidang penataan ruang;
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menyiapkan bahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai pedoman;

menyiapkan bahan penetapan perubahan fungsi kawasan di kabupaten dalam
rangka menjaga keseimbangan ekosistem;

menyiapkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai rencana rinci
tata ruang;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan dari Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran APBD dan Kepala Bidang sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan
pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

melaksanakan pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;
melaksanakan pemanfaatan NSPK dan SPM di bidang penataan ruang;

melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di
dalam kawasan kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya ;

mengendalikan kegiatan teknis tata ruang;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang — undangan, pedoman dan estandar teknis dalam penyelenggaraan
penataan ruang;

melaksanakan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang
penataan ruang;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan teknis tata ruang
kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelanlancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 3
Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi

Pasal 66

Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, melaksanakan kegiatan,
membagi tugas , mengawasi dan melaporkan urusan bangunan dan Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya .
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Bangunan dan jasa konstruksi mempunyai fungsi :

(3)

a.
b.
(ol

perencanaan kegiatan urusan teknis bangunan dan jasa konstruksi;
pelaksanaan urusan teknis bangunan dan jasa konstruksi;

pembagian pelaksanaan tugas dan mengawasi urusan teknis bangunan dan jasa
konstruksi;

d. pengawasan urusan teknis bangunan dan jasa konstruksi;

pelaporan urusan teknis bangunan dan jasa konstruksi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

merencanakan kegiatan seksi Tata Ruang pada Bidang Bangunan dan Jasa
Konstruksi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

menyiapkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada
bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang Bangunan dan Jasa
Konstruksi sebagai bahan menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) untuk melaksanakan kegiatan urusan Bangunan dan Jasa
Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

mengumpulkan bahan-bahan LPP dan LKP dalam melaksanakan kegiatan urusan
Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagai bahan Menyusun LPPD Tahunan dan LPPD
Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan Bangunan dan Jasa Konstruksi;

menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja seksi bangunan dan jasa konstruksi bidang
tata ruang dan bangunan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan bangunan gedung;

menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah
negara yang menjadi asset kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan
gedung permanen, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun
di lokasi bencana;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan
lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;

menyiapkan bahan pembangunan dan melaksanan pengelolaan bangunan gedung
dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;

. menyiapkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang

dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung dan lingkungannya;

menyiapkan bahan pengawasan dan menertibkan pembangunan, pemanfaatan, dan
pembongkaran bangunan gedung;
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18. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan
kawasan di wilayah kabupaten;

19. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi;
20. menyiapkan sosialisasi undang — undang jasa konstruksi;
21. melaksanakan pengawasan dan pengendalian setelah terbit IMB;

22. menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai bangunan
gedung mengacu pada NSPK;

23. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran APBD dan Kepala Bidang sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan
pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

24. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya ;

25. mengendalikan kegiatan pengendalian teknis bangunan dan jasa konstruksi;

26. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

27. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengendalian teknis tata ruang
dan bangunan kepada atasan;

28. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan dii lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

30. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

31. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
32. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perumahan dan Permukiman

Paragraf 1
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 67

Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan  operasional, mengelola, = mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis permukiman dan prasarana
lingkungan dan pengendalian teknis permukiman dan prasarana lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional Bidang Perumahan dan Permukiman;
b. pengelolaan urusan permukiman dan prasarana lingkungan;

C. pengoordinasian urusan permukiman dan prasarana lingkungan;
d

. pengendalian urusan, evaluasi dan pelaporan urusan permukiman dan prasarana
lingkungan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Perumahan dan Permukiman mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

menyusun bahan perencanaaan operasional penyelenggaraan permukiman dan
prasarana lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dengan
memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perumahan dan
Permukiman dalam rangka kelancaran tugas;

menyusun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Bidang Perumahan dan Permukiman
sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

menyusun bahan-bahan LPP dan LKP Bidang Perumahan dan Permukiman
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada Bidang Perumahan dan Permukiman;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Perumahan dan
Permukiman yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan
pertanggungjawaban Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya kepada Bupati;

menyusun bahan penetapan kebijakan dan strategi membangun perkotaan dan
perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);

menyusun bahan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai
pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK;

menyusun bahan peraturan daerah kabupaten tentang prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan sebagai pelaksanaan peraturan provinsi dan nasional ;

menyusun bahan penetapan kebijakan kelembagaan dan pengembangan dibidang
prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyusun bahan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah
disyahkan pemerintah dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyusun bahan pemberian fasilitas peningkatan kapasitas manajemen
pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten;

menyusun bahan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam
pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;

menyusun bahan penerapan dan mengawasi NSPM dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan;

menyusun bahan penerapan dan mengawasi pedoman pelestarian dan revitalisasi
kawasan bersejarah dan kawasan budidaya;

menyusun bahan penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

menyusun bahan pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten
kepada provinsi;

menyusun bahan sosialisasi SPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan
perdesaan;

menyusun bahan pengelolaan pengembangan sistem informasi tingkat kabupaten
dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyusun bahan penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah
daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana
dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;

menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di
wilayah kabupaten;

menyusun bahan penanggulangan bencana ber dibidang prasarana dan sarana
perkotaan dan perdesaan;
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menyusun bahan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
termasuk yang ditugas perbantukan;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas melaksanakan NSPK;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap
prasarana dan sarana perdesaan;

menyusun bahan pengawasan terhadap penerapan peraturan dibidang prasarana
dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyusun bahan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan
strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;

menyusun bahan penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten;

menyusun bahan penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum,
drainase dan pematusan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah
dan provinsi;

menyusun bahan perizinan penyelenggaraan pengembangan SPAM dan PS air
limbah domestik di wilayah kabupaten;

menyusun bahan penyelesaian masalah dan permasalahan pengelolaan air minum
dan air limbah di dalam wilayah kabupaten;

menyusun bahan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air
minum di wilayah kabupaten termasuk kepada badan pengusahaan pelayanan
(operator) BUMD;

menyusun bahan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
Mengembangkan SPAM di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan
SPM;

menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan,
pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan pengembangan SPAM;

menyusun bahan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi
kabupaten;

menyusun bahan penyedian PS air minum untuk daerah bencana dan daerah
rawan air ;

menyusun bahan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan
penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSP;

menyusun bahan peraturan daerah tentang kebijakan pengembangan PS air
limbah domestik di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan
provinsi;

menyusun bahan pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai
penyelenggara PS air limbah domestik di wilayah kabupaten;

menyusun bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan
oleh pemerintah dan provinsi;

menyusun bahan penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah domestik kabupaten;

menyusun bahan penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa,
serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah
domestik;

menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan PS air limbah domestik untuk
daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM;
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menyusun bahan rencana induk pengembangan PS air limbah domestik
kabupaten;

menyusun bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PS air limbah
domestik kabupaten;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;

menyusun bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

menyusun bahan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di
wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;

menyusun bahan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara
drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten;

menyusun bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem
drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi
dengan daerah sekitarnya;

menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase
di wilayah kabupaten;

menyusun bahan rencana induk PS drainase ;

menyusun bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

menyusun bahan peraturan daerah NSPK, kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba
dan pencegahan penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kabupaten;

menyusun bahan penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional
dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;

menyusun bahan penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten;

menyusun bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
Kasiba dan Lisiba di kabupaten;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di
kabupaten;

menyusun bahan penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di
kabupaten;

menyusun bahan pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan
rusunawa;

menyusun bahan pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi
permukiman kumuh di wilayah kabupaten;

menyusun bahan penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten dibidang
pembiayaan pembangunan dan perbaikan perumahan;

menyusun bahan NSPM kabupaten bidang pembiayaan pembangunan, perbaikan
perumahan dan pembinaan, pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan,
pemeliharaan, pemanfaatan perumahan swadaya;

menyusun bahan pelaksanaan, menerapkan dan menyesuaikan pengaturan
instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
pembangunan dan perbaikan;

menyusun bahan fasilitas bantuan teknis bidang pembiayaan pembanguan,
perbaikan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten dan bantuan
pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya;

menyusun bahan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ditingkat
kabupaten;

menyusun bahan pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan
pembangunan dan perbaikan perumahan di tingkat kabupaten;
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menyusun bahan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan yang bersesuaian dengan peraturan
perundang—undangan di atasnya;

menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan
pengembangan;
menyusun bahan pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan ;

menyusun bahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM,
serta kebijakan dan strategi nasional perumahan;

menyusun bahan pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan formal;

menyusun bahan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan
pengelolaan PSU ;

menyusun bahan pelaksanaan hasil sosialisasi;
menyusun bahan pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;
menyusun bahan penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan;

menyusun bahan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan
perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang
bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan,
konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten;

menyusun bahan fasilitas pelaksanaan tindakan turun tangan dalam
menyelenggarakan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal;

menyusun bahan fasilitas percepatan pembangunan perumahan ;

menyusun bahan pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan
menyediakan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan memelihara
diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi;

menyusun bahan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai
stimulan di RSH, rusun dan rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan
pemeliharaan;

menyusun bahan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada
daerah terpencil dan uji coba serta memfasilitasi pengelolaan, pemeliharaan
kepada kabupaten, menyediakan tanah, PSU umum;

menyusun bahan pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana, untuk
penampungan pengungsi lintas kawasan dan khusus lainnya serta pengelolaan
depo dan pendistribusian logistik menyediakan lahan, pengaturan, pemanfaatan
seluruh bantuan se-kabupaten;

menyusun bahan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan
mengembangkan perumahan formal ;

menyusun bahan pelaksanaan SPO baku menangani pengungsi akibat bencana ;
menyusun bahan pelaksanaan SPM perumahan di kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan;
menyusun bahan penetapan harga sewa rumah;

menyusun bahan pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta
menyelenggarakan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

menyusun bahan pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah
khusus;

menyusun bahan pengelolaan PSU bantuan pusat;
menyusun bahan pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan pembangunan
dan pengelolaan perumahan formal serta pengelolaan rusun dan rusus;

menyusun bahan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan
setempat dengan acuan umum SPM nasional;
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menyusun bahan perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

menyusun bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya,
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya;

menyusun bahan pelaksanaan, memfasilitasi, melaksanakan kebijakan dan
strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan
swadaya, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya;

menyusun bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan swadaya, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya;

menyusun bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan peraturan daerah
kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya;

menyusun bahan pelaksanaan, penetapan NSPM, perumahan dan permukiman
kabupaten berdasarkan pedoman menyelenggarakan tingkat nasional;

menyusun bahan pelaksanaan pendataan perumahan dan permukiman pada
tingkat kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan, penerapan dan pengawasan pedoman konservasi
dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkup lingkungan permukiman
bersejarah dan atau nasional;

menyusun bahan pelaksanaan, penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan
mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR,
rusunawa, sewa beli P2BPK);

menyusun bahan pelaksanaan menerapkan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan oleh kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh provinsi dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan
gedung;

menyusun bahan pelaksanaan mengusulkan pelimpahan kewenangan dibidang
perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten
kepada provinsi;

menyusun bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
NSPM dibidang perumahan dan permukiman;

menyusun bahan persiapan pendamping dibidang perumahan dan permukiman
pada masyarakat di kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan pengembangan, pelayanan informasi dan
komunikasi perumahan dan permukiman;

menyusun bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknik teknologi
pembangunan bidang perumahan dan permukiman serta pembangunan termasuk
konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman;

menyusun bahan, penyampaian bahan untuk menetapkan kebijakan dan strategi
kabupaten dalam mengembangkan kawasan, menyelenggarakan pembangunan
dan pengelolaan kawasan skala besar dan pengelolaan kawasan khusus;

menyusun bahan pelaksanaan pembinaan teknis dan rencana pembangunan,
pengembangan, perumahan dan permukiman daerah (RP4D-kabupaten);

menyusun bahan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi
melaksanakan kebijakan dan strategi megembangkan kawasan, mengendalikan
RP4D di wilayahnya;

menyusun bahan pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan besar, kawasan khusus di wilayahnya;
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menyusun bahan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
kawasan skala besar, kawasan khusus di wilayahnya;

menyusun bahan pelaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala
besar, kawasan khusus di wilayahnya;

menyusun bahan pelaksanaan, penetapan kebijakan dan strategi kabupaten,
dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana, keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang;

menyusun bahan pembinaan teknis penyelenggaraan keterpaduan prasarana
kawasan, keserasian kawasan di wilayahnya;

menyusun bahan pelaksanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;

menyusun bahan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan keterpaduan prasrana kawasan, keserasian kawasan di
wilayahnya;

menyusun bahan persiapan, pelaksanaan penyempurnaan dan kesesuaian
peraturan perundang-undangan bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara, dan pemanfaatan perumahan di tingkat kabupaten;

menyusun bahan persiapan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara,
dan pemanfaatan perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian
hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan, pemugaran,
perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan perumahan perumahan di
kabupaten;

menyusun bahan persiapan peraturan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi
penanganan masalah dan sengketa bidang pembangunan, pemugaran,
perbaikan, perluasan, memelihara, dan pemanfaatan perumahan di kabupaten;

menyusun bahan persiapan peraturan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan
sosialisasi NSPM bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan,
memelihara, dan pemanfaatan perumahan di tingkat kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan dan sosialisasi NSPM menyediakan lahan untuk
pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara, dan pemanfaatan
perumahan perumahan di kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di
kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi, kebijakan, pengawasan dan pengendalian
kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan;

menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan
perumahan di kabupaten;

menyusun bahan penyampaian rumusan penyusunan peraturan daerah
kabupaten dan berbagai pelaksana peraturan provinsi dan nasional dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman bersama masyarakat;

menyusun bahan penyampaian rumusan penetapan kebijakan dan strategi
perencanaan tingkat kabupaten bidang mengembangkan perumahan dan
permukiman (pembinaan/ pendampingan dan pengaturan langsung pada
masyarakat);

menyusun bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di tingkat
kabupaten bersama masyarakat dibidang perumahan dan permukiman;
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menyusun bahan penyampaian rumusan penerapan perjanjian atau persetujuan
internasional yang telah disyahkan pemerintah dibidang perumahan dan
permukiman kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan penanggulangan bencana berskala lokal dibidang
perumahan dan permukiman;

menyusun bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada
kawasan yang berada pada wilayah kabupaten bukan ditentukan sebagai
kawasan tertentu;

menyusun bahan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perumahan
dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan
undang-undang atau peraturan daerah;

menyusun bahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang
ditugas pembantuan;

menyusun bahan pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU
pendukung pembangunan, pemugaran, perbaikan, memelihara dan pemanfaatan
perumahan;

menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung pembangunan,
pemugaran, perbaikan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyusun bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung
pembangunan, pemugaran, perbaikan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi kabupaten tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara dan memanfaatkan perumahan;

menyusun bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan memanfaatkan
perumahan;

menyusun bahan pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara dan memanfaatkan perumahan;

menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan
perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan permukiman dan prasarana lingkungan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan dii lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelanlancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Seksi Perumahan

Pasal 68

Seksi Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
perencanaan teknis permukiman dan prasarana lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta
Karya .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Perumahan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan teknis perumahan;
pelaksanaan urusan teknis perumahan;

pembagian pelaksanaan tugas urusan teknis perumahan;
pengawasan urusan teknis perumahan;

pelaporan urusan teknis perumahan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

~e a0 o

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Perumahan mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan seksi Perumahan pada Bidang Perumahan dan Permukiman
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

2. menyiapkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada
seksi Perumahan bidang Perumahan dan Permukiman Lingkungan Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya ;

3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam Bidang Perumahan dan
Permukiman sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

4. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan seksi Perumahan bidang Perumahan
dan Permukiman pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

5. mengumpulkan bahan-bahan LPP dan LKP dalam pelaksanaan kegiatan Seksi
Perumahan bidang Perumahan dan Permukiman sebagai bahan penyusunan LPPD
Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

6. menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja seksi Perumahan pada bidan perumahan
dan Permukiman;

7. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan perumahan;

8. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah
kabupaten dalam urusan perumahan;

9. menyiapkan bahan penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten dibidang
pembiayaan pembangunan dan perbaikan perumahan;

10. menyiapkan bahan NSPM kabupaten bidang pembiayaan pembangunan, perbaikan
perumahan dan pembinaan, pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan,
pemeliharaan, pemanfaatan perumahan swadaya;

11. menyiapkan bahan pelaksanaan, menerapkan dan menyesuaikan pengaturan
instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan pembangunan
dan perbaikan;

12. menyiapkan bahan fasilitas bantuan teknis bidang pembiayaan pembangunan,
perbaikan perumahan kepada para pelaku ditingkat kabupaten dan bantuan
pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik;
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menyiapkan bahan pemberian bahan masukan penyusunan dan penyempurnaan
peraturan perundang-undangan bidang perumahan yang bersesuaian dengan
peraturan perundang—-undangan di atasnya;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan
pengembangan urusan perumahan skala kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di tingkat
kabupaten bersama masyarakat urusan perumahan bidang perumahan dan
permukiman;

menyiapkan bahan penyampaian rumusan penerapan perjanjian atau persetujuan
internasional yang telah disyahkan pemerintah urusan perumahan bidang
perumahan dan permukiman kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan ;

menyiapkan bahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM,
serta kebijakan dan strategi nasional perumahan;

menyiapkan bahan fasilitas percepatan pembangunan perumahan ;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan
mengembangkan perumahan formal ;

menyiapkan bahan penetapan harga sewa rumah;
menyiapkan bahan pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

menyiapkan bahan persiapan pendamping urusan perumahan bidang perumahan
dan permukiman pada masyarakat di kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan mengembangkan teknik teknologi
bangunan perumahan dan bangunan termasuk konservasi arsitektur bangunan;

menyiapkan bahan pelaksanaan bembinaan teknis dan menyusun rencana
pembangunan, pengembangan perumahan daerah kabupaten (RP4D-kabupaten);

menyiapkan bahan pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan
pembangunan dan perbaikan perumahan di tingkat kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan;

menyiapkan bahan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ditingkat
kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM,
serta kebijakan dan strategi nasional perumahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan formal;
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan;
menyiapkan bahan penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan;

menyiapkan bahan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan
perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang
bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan,
konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten;

menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan tindakan turun tangan dalam
menyelenggarakan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal;

menyiapkan bahan pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan
menyediakan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan memelihara diperkotaan,
perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi;
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menyiapkan bahan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai
stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan Melaksanakan pengelolaan dan
memelihara;

menyiapkan bahan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada
daerah terpencil dan uji coba serta memfasilitasi pengelolaan, memelihara kepada
kabupaten, menyediakan tanah, PSU umum;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana, untuk
penampungan pengungsi lintas kawasan dan khusus lainnya serta pengelolaan depo
dan pendistribusian logistik menyediakan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh
bantuan se-kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan SPO baku menangani pengungsi akibat bencana ;

. menyiapkan bahan pelaksanaan SPM perumahan di kabupaten;
42.

menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta
menyelenggarakan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah

khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil;
menyiapkan bahan pengelolaan PSU bantuan pusat;

. menyiapkan bahan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan

setempat dengan acuan umum SPM nasional;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi melaksanakan kebijakan dan strategi
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya,
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
swadaya;

menyiapkan bahan pelaksanaan memfasilitasi melaksanakan kebijakan dan strategi
kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan swadaya,
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
swadaya;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan peraturan daerah
kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya;

menyiapkan bahan pelaksanaan menetapkan NSPM menyelenggarakan bangunan
gedung tingkat, perumahan dan permukiman kabupaten berdasarkan pedoman
menyelenggarakan tingkat nasional;

menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan perumahan dan permukiman pada
tingkat kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan oleh kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh provinsi dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan
gedung;

menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
NSPM dibidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung
negara;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan
kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung Membangun,
pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyiapkan bahan pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan
rusunawa;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian melaksanakan
kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan swadaya, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya;
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menyiapkan bahan persiapan, pelaksanaan penyempurnaan dan kesesuaian
peraturan perundang-undangan bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara, dan pemanfaatan perumahan di tingkat kabupaten;

menyiapkan bahan persiapan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara,
dan pemanfaatan perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan, pemugaran,
perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan perumahan perumahan di
kabupaten;

menyiapkan bahan persiapan peraturan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi
penanganan masalah dan sengketa bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, memelihara dan pemanfaatan perumahan di kabupaten;

menyiapkan bahan persiapan peraturan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan
sosialisasi NSPM bidang pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan,
memelihara dan pemanfaatan perumahan di tingkat kabupaten;

. menyiapkan bahan pelaksanaan dan sosialisasi NSPM menyediakan lahan untuk

pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan
perumahan perumahan di kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, kebijakan, pengawasan dan pengendalian
kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan
perumahan di kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU
pendukung pembangunan, pemugaran, perbaikan, memelihara dan pemanfaatan
perumahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung pembangunan,
pemugaran, perbaikan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung pembangunan,
pemugaran, perbaikan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi kabupaten tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan,
pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan perumahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan, pemugaran, perbaikan,
perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan, pemugaran, perbaikan, perluasan, memelihara dan pemanfaatan
perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten;
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72. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran dan Kepala Bidang sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan APBD
pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

73. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Bina Marga
dan Cipta Karya ;

74. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

75. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perumahan kepada atasan;

76. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

77. membagi tugas kepada bawahan untuk kelanlancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

78. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

79. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
80. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
81. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Permukiman dan Prasarana Lingkungan

Pasal 69

Seksi Permukiman dan Prasarana Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok mengendalikan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan permukiman dan prasarana lingkungan Dinas Bina
Marga dan Cipta Karya .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Permukiman dan Prasarana Lingkungan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan permukiman dan prasarana lingkungan;
pelaksanaan urusan permukiman dan prasarana lingkungan;

pembagian pelaksanaan tugas urusan permukiman dan prasarana lingkungan;
pengawasan urusan permukiman dan prasarana lingkungan;

pelaporan urusan permukiman dan prasarana lingkungan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Permukiman dan Prasarana Lingkungan mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan seksi Permukiman dan Prasarana Lingkungan pada
Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;

2.  menyiapkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA)
pada seksi Permukiman dan Prasarana Lingkungan bidang Perumahan dan
Permukiman Lingkungan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya ;
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mengumpulkan bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam Bidang Permukiman dan
Prasarana Lingkungan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIJMD dan RKPD
Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan seksi Permukiman dan Prasarana
Lingkungan bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya ;

mengumpulkan bahan-bahan LPP dan LKP dalam pelaksanaan kegiatan Seksi
Permukiman dan Prasarana Lingkungan bidang Perumahan dan Permukiman
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ] akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan
Bupati atas pelaksanaan kegiatan urusan Permukiman dan Prasarana
Lingkungan;

menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja seksi permukiman dan prasarana
lingkungan;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;

menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam
pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penerapan dan mengawasi NSPM dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan;

menyiapkan bahan penerapan dan mengawasi pedoman pelestarian dan
revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budidaya;

menyiapkan bahan penerapan standar pelayanan minimal dibidang prasarana dan
sarana perkotaan dan perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

menyiapkan bahan sosialisasi SPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan
perdesaan;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah
daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana
dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan
di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan
perkotaan dan perdesaan di kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan
dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum
berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi;

menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah
kabupaten;

menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan,
pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan pengembangan SPAM;

menyiapkan bahan peraturan daerah tentang kebijakan pengembangan PS air
limbah domestik di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan
provinsi;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang
ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;

menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah domestik kabupaten;
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menyiapkan bahan penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa,
serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah
domestik;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase
di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional
dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;

menyiapkan bahan penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di
kabupaten;

menyiapkan bahan pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh
dengan rusunawa;

menyiapkan bahan pelaksanaan hasil sosialisasi urusan pemukiman dan prasarana
wilayah;

menyiapkan bahan pelaksanaan mengusulkan pelimpahan kewenangan urusan
pemukiman dan prasaran wilayah bidang perumahan dan permukiman yang tidak
dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pelayanan informasi dan
komunikasi urusan pemukiman dan prasarana wilayah bidang perumahan dan
permukiman serta;

menyiapkan bahan pelaksanaan pegendalian, monitoring dan evaluasi,
melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, mengendalikan
RP4D di wilayahnya;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis, dan pelaksanaan
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan besar, kawasan khusus
di wilayahnya;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap
prasarana dan sarana perdesaan;

menyiapkan bahan pengawasan terhadap penerapan peraturan dibidang
prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyiapkan bahan analisa bahan perizinan penyelenggaraan pengembangan
SPAM di wilayahnya;
menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan,

pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan pengembangan SPAM;

menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi
sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi
dengan daerah sekitarnya;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase
di wilayah kabupaten

menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

menyiapkan bahan pelaksanaan mengusulkan pelimpahan kewenangan urusan
pemukiman dan prasarana lingkungan bidang perumahan dan permukiman yang
tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;

menyiapkan bahan pelaksanan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus urusan
pemukiman dan prasarana lingkungan di wilayah;
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menyiapkan bahan penyampaian rumusan penetapan kebijakan dan strategi
perencanaan tingkat kabupaten urusan permukiman dan prasarana lingkungan
(pembinaan/ pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat);

menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana berskala lokal urusan
pemukiman dan prasarana lingkungan pada bidang perumahan dan permukiman;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada
kawasan yang berada pada wilayah kabupaten bukan ditentukan sebagai
kawasan tertentu;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan kelembagaan dan pengembangan bidang
prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyiapkan bahan rencana, program dan anggaran tingkat kabupaten bersama
masyarakat dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyiapkan bahan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
telah disyahkan pemerintah dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan
perdesaan;

menyiapkan bahan pemberian fasilitas peningkatan kapasitas manajemen
pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten;

menyiapkan bahan pengusulan pelimpahan yang tidak dapat dilaksanakan oleh
kabupaten kepada provinsi;

menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi tingkat kabupaten dibidang
prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

menyiapkan bahan penanggulangan bencana urusan pemukiman dan prasarana
lingkungan di perkotaan dan perdesaan;

menyiapkan bahan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan
yang ditugas pembantukan;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan
dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;menyiapkan bahan
penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten;

menyiapkan bahan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air
minum di wilayah kabupaten termasuk kepada badan pengusahaan pelayanan
(operator) BUMD;

menyiapkan bahan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan
SPM;

menyiapkan bahan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi
kabupaten;

menyiapkan bahan peraturan daerah tentang kebijakan pengembangan PS air
limbah domestik di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan
provinsi;

menyiapkan bahan pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai
penyelenggara PS air limbah domestik di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang
ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;

menyiapkan bahan rencana induk pengembangan PS air limbah domestik
kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-
undang atau peraturan daerah;
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69. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan permukiman dan prasarana
lingkungan yang ditugas pembantuan;

70. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi urusan pemukiman dan prasarana lingkungan;

71. melaksanakan penghimpunan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan urusan permukiman dan prasarana lingkungan;

72. mengevaluasi melaksanakan tugas dan menginventarisasi permasalahan di
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

73. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

74. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

75. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

76. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

77. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

78. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
79. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
UPTD Peralatan dan Perbengkelan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 70

UPTD Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan pelaksanaan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional dibidang administrasi
pengelolaan peralatan dan perbengkelan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan UPTD peralatan dan perbengkelan;
pelaksanaan urusan kegiatan peralatan dan perbengkelan;
pembagian pelaksanaan tugas peralatan dan perbengkelan;
pengawasan kegiatan UPTD peralatan dan perbengkelan;
pelaporan kegiatan UPTD peralatan dan perbengkelan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD
Peralatan dan Perbengkelan mempunyai uraian tugas :

1. menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran UPTD peralatan dan perbengkelan;

2. melaksanakan kegiatan pemeliharaan operasional peralatan dan perbengkelan;

3. menyiapkan bahan pelayanan perizinan operasional peralatan dan perbengkelan;
4.mengumpulkan........ 158
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4. mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyelenggraan operasional peralatan dan
perbengkelan;

mengumpulkan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
menyiapkan bahan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan UPTD peralatan dan
perbengkelan;

9. melaksanakan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta
mencari alternatif pemecahannya;

10. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

11. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

12. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

13. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

14. memonitor, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan jalan hasil
kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;

15. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan

Pasal 71

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan dan
teknis penunjang operasional UPTD peralatan dan perbengkelan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD peralatan dan perbengkelan;

b. pelaksanaan wurusan teknis penunjang operasional UPTD peralatan dan
perbengkelan;

C. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai uraian tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD peralatan dan perbengkelan;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD peralatan dan perbengkelan;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun
barang tidak habis pakai lingkup UPTD peralatan dan perbengkelan;

melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup UPTD peralatan dan perbengkelan;
melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas UPTD peralatan dan perbengkelan;
melaksanakan kehumasan lingkup UPTD peralatan dan perbengkelan;
melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD peralatan dan perbengkelan;
menyiapkan jadwal kegiatan UPTD peralatan dan perbengkelan;

membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD peralatan dan perbengkelan;

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
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Bagian Kedelapan
UPTD Laboratorium Pengujian Bahan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 72

(1) UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan pelaksanaan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan
Laboratorium Pengujian Bahan.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
Laboratorium Pengujian Bahan mempunyai fungsi :

a.

~pao0o

perencanaan kegiatan UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;
pelaksanaan urusan Laboratorium Pengujian Bahan;

pembagian pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;
pengawasan tugas UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;

pelaporan urusan kegiatan UPTD Laboratorium Penguijian Bahan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD
Laboratorium Pengujian Bahan mempunyai uraian tugas :

1.
2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;

melaksanakan kegiatan pemeliharaan operasional UPTD Laboratorium Pengujian
Bahan

menyiapkan kajian/rekomendasi teknis perizinan operasional pengendalian dan
pengujian bahan;

mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyelenggraan operasional UPTD
Laboratorium Pengujian Bahan ;

mengumpulkan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
melaksanaan pengelolaan dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan;

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja;

melaksanakan pelaksanaan pengawasan waskat di lingkungan UPTD Pengendalian
dan Pengujian Bahan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

memonitor, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan jalan hasil
kerjanya sebagai bahan mengembangkan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2....... 160
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Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Pengujian Bahan

Pasal 73

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan dan
teknis penunjang UPTD Laboratorium Pengujian Bahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Pengujian Bahan mempunyai fungsi :

a. peksanaan urusan ketatausahaan UPTD Pengendalian dan Pengujian Bahan;

b. pelaksanaan urusan teknis penunjang operasional UPTD Laboratorium Pengujian
Bahan;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha UPTD Laboratorium Pengujian Bahan mempunyai uraian tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD Laboratorium Pengujian
Bahan;

2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakaii maupun
barang tidak habis pakai lingkup UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;

4. melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup UPTD Laboratorium Pengujian
Bahan;

melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas UPTD Laboratorium Penguijian Bahan;
melaksanakan kehumasan lingkup UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;
melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD Laboratorium Pengujian Bahan;
menyiapkan jadwal kegiatan UPTD Laboratorium Penguijian Bahan;

membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Penguijian Bahan;

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
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Bagian Kesembilan
UPTD Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 74

UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan pelaksanaan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional dibidang administrasi
pengelolaan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran;
b. pelaksanaan urusan pemadam kebakaran;

C. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional UPTD Pemadam
Kebakaran;

d. pengawasan kegiatan teknis operasional UPTD Pemadam Kebakaran;
e.pelaporan.....161
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e. pelaporan kegiatan teknis operasional UPTD Pemadam Kebakaran;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD
Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas :

1. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pemadam Kebakaran;
mengelola pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran

melaksanakan kegiatan pemeliharaan operasional pemadam kebakaran;
menyiapkan rekomendasi teknis perizinan operasional pemadam kebakaran;

i N

mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyelenggraan operasional pemadam
kebakaran;

6. mengumpulkan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;

7. melaksanakan pengelolaan dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan;

8. menyiapkan bahan penyusuan laporan akuntabilitas kinerja;
9. melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan UPTD pemadam kebakaran;

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

11. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

12. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

13. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

14. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

15. memonitor, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan jalan hasil
kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;

16. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 75

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan dan teknis
penunjang UPTD Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Pemadam Kebakaran;

b. pelaksanaan urusan teknis penunjang operasional UPTD Pemadam Kebakaran;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3)Dalam...... 162



(3)

(1)

(2)

(3)

162

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD Pemadam Kebakaran;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD Pemadam Kebakaran;

3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakaii maupun
barang tidak habis pakai lingkup UPTD Pemadam Kebakaran;

melaksanakan adminstrasi kepegawaian lingkup UPTD Pemadam Kebakaran;
melaksanakan pengelolaan perjalanan UPTD Pemadam Kebakaran;
melaksanakan kehumasan lingkup UPTD Pemadam Kebakaran;
melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD Pemadam Kebakaran;
menyapkan jadwal kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran;

membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Pemadam Kebakaran;

10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
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Bagian Kesepuluh
UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakaryaan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 76

UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakaryaan dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan pelaksanaan,
membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional dibidang
administrasi pengelolaan pemeliharaan kebinamargaan dan keciptakaryaan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;

b. pelaksanaan urusan pemeliharaan kebinamargaan dan keciptakaryaan wilayah;

C. pembagian pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

d. pengawasan urusan kegiatan UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

e. pelaporan urusan kegiatan UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD

mempunyai uraian tugas :

1. menyiapkan bahan rencana kegiatan dari anggaran UPTD Pemeliharaan
Kebinamargan dan Keciptakaryaan;

2. melaksanakan koordinasi dengan kecamatan dalam melaksanakan teknis opersional
pemeliharaan kebinamargaan dan keciptakaryaan ditingkat kecamatan;

3. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung/kantor dan tugu batas;

5. melaksanakan kegiatan bantuan pengawasan dan perizinan bidang binamarga, tata
ruang dan bangunan, prasarana lingkungan, dan Kebersihan dan pertamanan;

6. mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyelenggraan pemeliharaan bidang bina
marga, tata ruang dan bangunan, permukiaman dan prasarana lingkungan, dan
kebersihan dan pertamanan;

7.mengumpulkan....... 163
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7. mengumpulkan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;

8. melaksanakan pengelolaan dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan;

9. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja;

10. melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan UPTD Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

11. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

12. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

13. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

14. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

15. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

16. memonitor, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan jalan hasil
kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;

17. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan
dan Keciptakaryaan

Pasal 77

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakaryaan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
administrasi ketatausahaan dan teknis penunjang UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan
dan Keciptakaryaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakaryaan mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

b. pelaksanaan urusan penunjang teknis operasional UPTD Pemeliharaan
Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakaryaan mempunyai uraian
tugas :

1. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan
dan Keciptakaryaan;

2. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan
dan Keciptakaryaan;

3.melaksanakan...... 164
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3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakaii maupun
barang tidak habis pakai lingkup UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

4. melaksanakan adminstrasi  kepegawaian lingkup UPTD  Pemeliharaan
Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;

5. melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan
dan Keciptakaryaan;

6. melaksanakan kehumasan lingkup UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

7. melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan
dan Keciptakaryaan;

8. menyiapkan jadwal kegiatan UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

9. mengumpulkan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Kebinamargaan dan
Keciptakaryaan;

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

BAB V
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 78

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudkan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui  Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan,
menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Pengelolaan
sumber daya air dan bidang pertambangan dan energi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air yang meliputi bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertambangan dan energi;

b.  penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum Bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertambangan dan energi;

c. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi pengelolaan sumber daya air dan
bidang pertambangan dan energi;

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
mempunyai uraian tugas :

1. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi dalam rangka
kelancaran tugas;

2. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi sebagai bahan penyusunan RPJPD,
RPIMD dan RKPD Kabupaten;

3.menyiapkan......... 165
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menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang
pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menyiapkan bahan-bahan LKP] akhir tahun dan LKPJ] akhir masa jabatan Bupati
pada bidang pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi;

merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air kabupaten;
merumuskan kebijakan teknis pola pengelolaan sumber daya air kabupaten;
menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air kabupaten;

menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air Kabupaten ;

membentuk wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau
pada wilayah sungai dalam satu kabupaten dan komisi irigasi kabupaten;

menyusun peraturan daerah Kabupaten dibidang tata perairan pengairan (dalam
kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air dan sumber
air serta pengendalian daya rusak air);

merumuskan kebijakan teknis kelembagaan dan badan usaha ditingkat kabupaten
dibidang tata perairan;

merumuskan dan menyusun kebijakan teknis rencana makro kabupaten (penentu
prioritas dan pengaturan) dibidang tata perairan;

merumuskan program dan anggaran daerah Kabupaten dibidang tata perairan;

merumuskan bahan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah
disyahkan pemerintah dibidang pengairan;

memberikan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan
sumber daya air kabupaten;

memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber
air tanah;

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air kabupaten;

memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan
sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;

memberdayakan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air
dan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;

menerapkan dan mengawasi pedoman dan manual dibidang pengairan, standar
pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

mengawasi standarisasi nasional dibidang sarana dan prasarana pengairan;

merumuskan mekanisme dan melaksanakan koordinasi daerah kabupaten dalam
kegiatan pengairan;

mengalokasikan SDM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur, masyarakat dan
mitra kerja;

meneliti dan mengembangkan teknis dibidang pengairan, jaringan telematika
untuk sistem informasi dan data hidrologi air dan sumber air daerah Kabupaten;

memberikan izin mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di
atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi yang
seluruh jaringan irigasi berada dalam satu kabupaten;

menetapkan persyaratan pemberian izin yang terkait dengan air dan sumber air
yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;

29.memberikan.....166
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memberikan izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;

membina BUMD/koorpororasi wilayah sungai kabupaten;

menerapkan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib
dilaksanakan oleh Kabupaten;

mengusulkan pelimpahan kewenangan dibidang pengairan yang tidak dapat
dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;

menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang
pengairan;

melaksanakan rencana induk pengembangan sumber daya air Kabupaten;

mengoordinasikan pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai
lintas kabupaten dan/atau strategis regional;

mendayagunakan dan konservasi sumber daya air kabupaten;
mengendalikan daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;

menyelenggarakan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas
provinsi;

membangun dan meningkatkan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi dalam satu kabupaten;

mengelola operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari
1.000 ha dan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sumber daya air
kabupaten;

membangun dan merehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak
dalam satu kabupaten yang sesuai kemampuan kabupaten;

menanggulangi bencana berskala kabupaten dibidang pengairan;
mengelola O & P sumber daya air dan jaringan irigasi dalam wilayah kabupaten;

mengawasi pengelolaan sumber daya air kabupaten, pengelolaan sumber daya air
kabupaten, fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi, serta penerapan
peraturan daerah dibidang tata perairan;

mengendalikan fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam kabupaten;

menyusun peraturan daerah kabupaten dibidang mineral, batubara, panas bumi,
dan air tanah;

menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan
batubara serta panas bumi skala kabupaten;

menyusun data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten;

memberikan kajian/rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian
dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten;

memberikan pembinaan terhadap izin usaha pertambangan mineral, batubara dan
panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi;

memberikan pembinaan terhadap izin usaha pertambangan mineral, dan batubara
untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah
kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral,
batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi;

memberikan pembinaan terhadap izin badan usaha jasa pertambangan mineral,
batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten;
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mengelola, membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan
mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah
kabupaten;

membina dan mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan
pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan
panas bumi, pada wilayah kabupaten;

membina dan mengawasi pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten;

membina dan mengawasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan
pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten;

menetapkan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten;

membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan
batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan
langsung dalam wilayah kabupaten;

menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah
kabupaten/ kota;

mengelola data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta
pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten;

menetapkan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan
cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten;

mengusulkan pengangkatan dan membina inspektur tambang serta pembinaan
jabatan fungsional kabupaten;

menyelenggarakan pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur,
standar, norma, persyaratan dan kriteria dibidang air tanah skala kabupaten;

menyelenggarakan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah
dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dan/atau
mata air;

menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan
yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air tanah;

menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan
konservasi air tanah;

menyelenggarakan pengaturan peruntukan pemanfaatan air tanah dan atau mata
air;

menyelenggarakan pembinaan dan kajian/rekomendasi teknis terhadap izin
eksplorasi air tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air tanah (SIPA), izin
penurapan (SIP) dan izin pengambilan mata air (SIPMA);

menyelenggarakan pembinaan terhadap izin juru bor (SIJB) air tanah;

menyelenggarakan pembinaan terhadap izin perusahaan pengeboran air tanah
(SIPPAT);

menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan
air tanah;

menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah
dan/atau mata air dalam wilayahnya;

mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan
pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah.

menyelenggarakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan
informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber daya
mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;
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menyelenggarakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan
informasi skunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan dibidang
pertambangan umum di daerah;

menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral
non migras di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah;

menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya
mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam
Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

menyelenggarakan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara,
panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten;

menyelenggarakan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada
wilayah kabupaten;

menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi
pada wilayah kabupaten;

menetapkan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan
bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten;

menyelenggarakan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan
rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten;

menyelenggarakan kebijakan teknis mitigasi bencana geologi pada wilayah
kabupaten;

menyelenggarakan inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi
pada wilayah kabupaten;

menyelenggarakan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;
menyelenggarakan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

menyelenggarakan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah
kabupaten;

menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah
kabupaten;

menyelenggarakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama
dengan 1 : 50.000;

menyelenggarakan pembuatan peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih
besar dari skala 1 : 125.000;

menyelenggarakan pemantauan bencana gerakan tanah;
menyelenggarakan pengelolaan kawasan kars;

menyelenggarakan inventarisasi kawasan kars;

menyelenggarakan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars;

menyelenggarakan pembuata skala kawasan kars skala lebih besar atau sama
dengan skala 1 : 100.000;

menyelenggarakan pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dalam
wilayah Kabupaten;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Izin/KP Penyediaan Umum;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Izin/KP Eksplorasi;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Izin/KP Eksploitasi;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Izin/KP Pengangkutan/penjualan;
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menyelenggarakan pemberian pembinaan terhadap 1zin/KP Penugasan;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Perpanjangan Izin/KP Penyelidikan Umum;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Perpanjangan Izin/KP Eksplorasi;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Perpanjangan Izin/KP Ekploitasi;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Perpanjangan Izin/KP pengolahan dan pemurnian;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Perpanjangan Izin/KP pengangkutan/penjualan;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Peningkatan KP penyelidikan umum dan eksplorasi;

menyelenggarakan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan terhadap
Peningkatan KP eksplorasi ke KP Eksploitasi;

menyelenggarakan pembatalan penyelidikan umum;
menyelenggarakan pembatalan eksplorasi;

menyelenggarakan pembatalan/pengakhiran KP Eksplorasi;
menyelenggarakan pembatalan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian;
menyelenggarakan pembatalan Izin/KP pengangkutan/penjualan;
menyelenggarakan pengelolaan pertambangan umum (KK/PKP2B);
menyelenggarakan pemberian persetujuan Prinsip Aplikasi pertambangan umum;
menyelenggarakan pengelolaan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan;
menyelenggarakan persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum;
menyelenggarakan persetujuan Tahap kegiatan Eksplorasi;
menyelenggarakan persetujuan Tahap kegiatan konstruksi;
menyelenggarakan persetujuan Tahap kegiatan studi kelayakan;
menyelenggarakan persetujuan Tahap kegiatan operasi/produksi;
menyelenggarakan pembatalan/terminasi pertambangan umum;

menyelenggarakan  pengelolaan  perpanjangan Surat Izin  Penyelidikan
Pendahuluan;

menyelenggarakan perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum;
menyelenggarakan perpanjangan Tahap Kegiatan Pendahuluan;
menyelenggarakan perpanjangan Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi;
menyelenggarakan perpanjangan tahap studi kelayakan;

menyelenggarakan perpanjangan tahap kegiatan operasi/produksi;
menyelenggarakan pengelolaan surat keterangan izin peninjauan (SKIP);
menyelenggarakan pengelolaan surat izin bekerja eksplorasi;

menyelenggarakan pengelolaan surat izin produksi/tambah percontohan;
menyelenggarakan pengelolaan surat izin pengiriman contoh (bulk sampling);
menyelenggarakan pengelolaan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);

menyelenggarakan pengelolaan perubahan batas/luas wilayah KP Penyelidikan
Umum;

menyelenggarakan pengelolaan perubahan batas/luas wilayah KP Eksplorasi;

menyelenggarakan pengelolaan perubahan batas/luas wilayah KP Eksploitasi;

menyelenggarakan pengelolaan pemindahan KP;

menyelenggarakan pengelolaan Suspensi/penundaan kegiatan;
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menyelenggarakan pengelolaan persetujuan rencana kerja dan biaya serta
persetujuan perubahannya;

menyelenggarakan pengelolaan izin usaha jasa pertambangan;
menyelenggarakan pengelolaan persetujuan perubahan pemegang saham;

menyelenggarakan pengelolaan persetujuan perubahan mitra kerja asing dan
nasional;

menyelenggarakan pengelolaan persetujuan pencairan security deposit;
menyelenggarakan pengelolaan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan;

menyelenggarakan pengelolaan persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi
perusahaan yang berafiliasi;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi perubahan akte pendirian
perusahaan;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi perubahan investasi;
menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi konsolidasi biaya;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja
asing (RPTKA);

menyelenggarakan  pengelolaan Rekomendasi izin tenaga kerja asing
pertambangan;

menyelenggarakan pengelolaan Rekomendasi barang modal pertambangan;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi Re-Ekspor barang/peralatan
pertambangan;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi penghapusan barang modal
pertambangan;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi penggunaan alat berat pada
kawasan pertambangan;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi survey clearance survey udara;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi pengembangan pelabuhan khusus
kegiatan tambang;

menyelenggarakan pengelolaan rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus
kegiatan tambang;

menyelenggarakan pengelolaan penguijian kelayakan dan pemberian izin operasi
kapal keruk/kapal hisap;

menyelenggarakan pengelolaan pemeriksaan kelayakan dan pemberian izin
gudang bahan peledak;

menyelenggarakan pengelolaan pengujian kelayakan tanki dan pemberian izin
penimbunan bahan bakar; cair;

menyelenggarakan pengelolaan pengujian kelayakan dan pemberian izin alat
angkut orang (Derek);

menyelenggarakan pengelolaan penguijian rekomendasi kelayakan pabrik zat asam
dan asitelin;

menyelenggarakan pengelolaan pengujian dan persetujuan modifikasi alat
tambang;

menyelenggarakan pengelolaan pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang;
menyelenggarakan pengelolaan izin juru ledak (kartu izin meledakan);

menyelenggarakan pengelolaan pemberian Persetujuan ketinggian dan keiringan
jenjang galian tambang; dan timbunan verbuden, tailing, bahan tok dan bahan
galian;

menyelenggarakan pengelolaan perumusan rencana penutupan tambang;
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menyelenggarakan pengelolaan perumusan rencana kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan pada tahap suspensi;

menyelenggarakan pengelolaan perumusan laporan triwulan realisasi pengelolaan
dan pemantauan lingkungan pasca tambang;

menyelenggarakan pengelolaan perumusan laporan triwulan realisasi pengelolaan
dan pemantauan masa suspensi;

menyelenggarakan pengelolaan perumusan Laporan kinerja pengelolaan
lingkungan;

menyelenggarakan pengelolaan rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan;

menyelenggarakan pengelolaan realisasi reklamasi untuk penetapan jaminan
reklamasi;

menyelenggarakan pengelolaan laporan triwulan realisasi pengelolaan dan
pemantauan lingkungan;

menyelenggarakan pengelolaan laporan semesteran pengguna lahan;

menyelenggarakan pengelolaan laporan tahunan realisasi pengelolaan dan
pemantauan lingkungan;

menyelenggarakan pengelolaan laporan reklamasi untuk pelepasan jaminan
reklamasi;

menyelenggarakan pengelolaan laporan reklamasi untuk pelepasan jaminan
reklamasi;

menyelenggarakan pengelolaan laporan terjadinya kasus lingkungan;

menyelenggarakan  pengelolaan laporan penanganan/pengendalian  kasus
lingkungan.

menyelenggarakan pengelolaan perumusan laporan kemajuan reklamasi;
menyelenggarakan pengelolaan perumusan kebijakan teknis jaminan reklamasi;
menyelenggarakan pengelolaan perumusan evaluasi laporan K-3 Perusahaan;

menyelenggarakan evaluasi dan monitoring keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan;

menyelenggarakan pengelolaan inspeksi rutin lingkungan;
menyelenggarakan pengelolaan inspeksi terjadinya kasus lingkungan;
menyelenggarakan pengelolaan penguijian kelayakan prasarana-sarana;
menyelenggarakan pengelolaan penguijian kualitas lingkungan;

menyelenggarakan pemberian  persetujuan penggunaan wilayah kuasa
pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan
minyak dan gas bumi;

menyelenggarakan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

menyelenggarakan pengelolaan pembinaan terhadap izin pendirian dan
penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah
operasi 12 (dua belas) mil laut;

menyelenggarakan pembinaan terhadap izin pembukaan kantor perwakilan
perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;

menyelenggarakan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang;
menyelenggarakan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian depot local;

menyelenggarakan pembinaan terhadap izin pendirian stasiun pengisian bahan
bakar untuk umum (SPBU);

menyelenggarakan pembinaan terhadap Izin pemasaran jenis-jenis bahan baker
khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
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menyelenggarakan pembinaan terhadap Izin pengumpulan dan penyaluran
pelumas bekas;

menyelenggarakan pemberian persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan
penunjang kecuali yang bergerak dibidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur,
konsultan dan teknologi tinggi;

merumuskan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten dibidang energi dan
ketenagalistrikan;

menyelenggarakan perumusan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
kabupaten;

memberikan IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;

merumuskan kebijakan teknis harga jual tenaga listrik untuk konsumen
pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;

pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya
dikeluarkan oleh kabupaten;

memberikan IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten;

memberikan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS
kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

memberikan pembinaan terhadap izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi
badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal
dalam negeri;

membina dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya
diberikan oleh kabupaten;

menyediakan listrik pedesaan di wilayah kabupaten;

pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan
jabatan fungsional kabupaten;

menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah yang meliputi :

a. mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;

membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;

membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah;
menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah;

® oo o

menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah
dan Gubernur;

mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;

membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;

membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah;
i. menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah;

j.  menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah
dan Gubernur.

=@ o

menyelenggarakan pembinaan terhadap perizinan usaha ketenagalistrikan melalui
kegiatan :

a. memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :

1). Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum vyang fasilitas
instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya
di dalam wilayah kabupaten/kota;

2). Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas
instalasinya di dalam wilayah kabupaten/kota;

3). Usaha penunjang tenaga listrik (UPL) yang berdomisili di dalam wilayah
kabupaten/kota.
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b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas
pelaksanaan usaha dari pemegang saham;

c. melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin yang
meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan;

melakukan penegakan hukum dan pengawasan dibidang ketenagalistrikan di
daerah melalui Kegiatan :

a. melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan
dibidang ketenagalistrikan;

b. melakukan penyelidikan atas tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;

melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan
lingkungan dibidang ketenagalistrikan;

d. menyelenggarakan pembinaan dibidang ketenagalistrikan;

menyelenggarakan kebijakan program pemerintah dibidang pemanfaatan energi
melalui Kegiatan :

a. menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program
diverifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program
pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang
kebijakan Pemerintah Daerah dibidang energi;

b. menyusun program Pemerintah Daerah dibidang energi;

c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan
pemanfaatan energi daerah;

d. menyelenggarakan penyuluhan dibidang energi;

menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan
penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

menghitung produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama
pemerintah;

memberikan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk
kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten;

menyelenggarakan pembinaan terhadap izin pembukaan kantor perwakilan
perusahaan sub sektor migas;

mengawasi dan mengendalikan pendistribusian dan tata niaga bahan bakar
minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di  wilayah
kabupaten;

memantau dan menginventarisir penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM
serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di
wilayah kabupaten;

memberikan rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;

memberikan rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar
untuk Umum (SPBU);

memberikan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan
usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah
kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

mengusulkan Pengangkatan dan membina inspektur migas serta pembinaan
jabatan fungsional kabupaten;

memfasilitasi penyelenggaraan assessment kerjasama dengan lembaga
assessment ESDM;

mengusulkan peserta diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan
sumber daya mineral dalam skala kabupaten;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
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menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau
Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalaui
Bappeda Kabupaten Majalengka untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang selaku Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang Tugas Pembantuan yang disampaikan kepada
pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

menyiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan
pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah
desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas;
mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya ;
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam penguasaan Dinas;

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Dinas;

menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaan Dinas
pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Dinas pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Dinas;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan
karier;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 79

Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
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Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum,
keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :

a.

perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan  penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dengan RPJPD, RPIJMD
dan RKPD;

menyelenggarkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dalam rangka kelancaran
tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air, Pertambangan dan Energi sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bidang
Pengelolaan sumber daya air dan bidang pertambangan dan energi sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang Pengelolaan sumber daya air dan bidang pertambangan dan energi ;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi sebagai pertanggungjawaban kepada bupati;

menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK),
ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan
alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
program kegiatan;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Pengguna Anggaran pada Dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi ;

mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara
bulanan, triwulan dan tahunan Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan
dan energi sebagai laporan realisasi anggaran dan hasil pencapaian program
kegiatan;
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mengoordinasikan bidang-bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan
dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi setiap triwulan dan akhir tahun
anggaran kepada bupati untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas
pembantuan;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup dinas dalam pelaksanaan akuntansi dan
pertanggungjawaban  atas = penyusunan  dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban
kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan
kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;

mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi untuk bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan
pemerintahan daerah kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada
pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelia bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu dan bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;

mengoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

mengoordinasikan rencana kebutuhan barang dan jasa lingkup dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi;

menyelenggarakan penatausaahaan aset daerah yang dikuasai oleh dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

mengoordinasikan  penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam
penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang Pengelolaan sumber daya air, bidang
pertambangan dan energi;

mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
Pengelolaan sumber daya air, bidang pertambangan dan energi;

mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau
pihak swasta;

mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah yang
menjadi kewenangan dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan
energi;

mengoordinasikan penyelenggaran pengaduan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan urusan bidang Pengelolaan sumber daya air, bidang
pertambangan dan energi;

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di
lingkup dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup
dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

mengoordinasikan penyelenggaraan apel pagi, apel siang dan upacara setiap
tanggal 17 setiap bulannya di lingkup dinas pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;

menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di lingkup dinas pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi;

mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan dinas
pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan
pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi di lingkungan dinas
pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;
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30. mengoordinasikan penyusunan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan
urusan pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi di lingkungan
dinas pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

31. menghimpun bahan-bahan dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja dinas
pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

32. mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi di lingkup dinas pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi;

33. mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
serta fungsional penjenjangan;

34. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

35. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
36. menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

37. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

38. mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;

39. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

40. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

41. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

42. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

43. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

44. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

45. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

46. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum

Pasal 80

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

C. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;
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pengawasan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pelaporan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kantor Dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi ;

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;

menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Dinas Pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang lingkup Dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi ;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas Pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK)
di lingkup Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas Pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi meliputi layanan administrasi kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data
pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga,
Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat
usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai,
penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku,
membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

mengusulkan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta
fungsional penjenjangan sesuai dengan kebutuhan;

mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Dinas Pengelolaan sumber daya
air, pertambangan dan energi;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tidak tetap;

melaksanakan kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi ;
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16. melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

17. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah yang
berada dalam penguasaan dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan
energi;

18. menyelenggarakan apel pagi, apel siang dan upacara setiap tanggal 17 setiap
bulannya di lingkungan dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan
energi;

19. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya di lingkup dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

20. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup dinas Pengelolaan sumber daya
air, pertambangan dan energi;

21. melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pegawai di lingkungan dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi;

22. melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat dalam
penyelenggaraan urusan Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

23. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

24. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

25. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

26. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

27. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

28. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

33. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 81

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan
dan energi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan sumber daya
air, pertambangan dan energi;

b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;
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pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi;

pengawasan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;

pelaporan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

1.

©® N o WU

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan barang pada Dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan dilingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

meneliti dan melaksanakan pemeriksaan penatausahaan pengeluaraan permintaan
pembayaran oleh bendahara pengeluaran secara berkala;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realisasi anggaran pada Dinas setiap bulan dan triwulan;
menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan, semesteran dan tahunan;
menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkup
dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi menurut pengolongan dan kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C, D, Edan F;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi sebagai bahan penyusunan Buku
Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas untuk diajukan
kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi ;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

22.menyusun....181



(1)

(2)

181

22. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

23. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
24. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

25. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
26. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

27. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

28. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

29. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

30. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

32. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 82

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan
energi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

C. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

d. pengawasan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

e. pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3)Dalam....... 182
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan dengan
RPJPD, RPIMD dan RKPD;

melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja
(RENJA) tahunan dari masing-masing bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya
air, pertambangan dan energi;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang Pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di lingkup dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi;

menghimpun dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-
bidang pada Dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi di lingkungan dinas Pengelolaan
sumber daya air, pertambangan dan energi;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi kinerja Dinas Pengelolaan sumber daya
air, pertambangan dan energi;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
bidang Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;

melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi di lingkup dinas
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi skala kabupaten;

menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada dinas Pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi;

menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di
lingkup dinas Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan Pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi di lingkup dinas Pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi;

melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
Pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi;

menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

menyiapkan bahan perencanaan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan kabupaten;

21.menyusun....183
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21. menyusun bahan rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas Pengelolaan sumber
daya air, pertambangan dan energi dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas
Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun
anggaran kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Majalengka untuk
disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;

22. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang dapat ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai
dengan lingkup tugasnya;

23. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

24. menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;
25. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

26. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
27. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

28. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

33. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier; dan

34. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi

Paragraf 1
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi

Pasal 83

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan
irigasi, serta pelaksanaan dan pengendalian jaringan irigasi yang telah dibangun.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional, perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi,
pelaksanaan dan pengendalian jaringan irigasi yang telah dibangun;

b. pengelolaan pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian jaringan
irigasi yang telah dibangun;

C. pengoordinasian urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi,
pelaksanaan dan pengendalian jaringan irigasi yang telah dibangun;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan teknik dan
pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian jaringan irigasi yang
telah dibangun;

e.pelaksanaan.....184
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

merencanakan operasional perencanaan teknik jaringan irigasi, pelaksanaan dan
pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dalam rangka
kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan perencanaan teknik dan
pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian sebagai bahan
penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD
urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan
pengendalian sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan
irigasi, pelaksanaan dan pengendalian sebagai bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ]
akhir masa jabatan Bupati;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja urusan perencanaan teknik dan
pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi kepada Bupati;

membagi tugas pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

mengelola dan mengendalikan pelaksanaan penerapan dan mengawasi pedoman
dan manual dibidang pengairan, standar pelayanan minimal dibidang pengairan
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

menyusun bahan penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan sumber daya
air lintas provinsi;

mengelola dan mengendalikan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;

mengelola dan mengendalikan pembangunan dan merehabilitasi pengairan yang
jangkauan pelayanannya terletak dalam satu kabupaten yang sesuai kemampuan
kabupaten;

mengelola penanggulangan bencana berskala kabupaten dibidang pengairan;

mengelola dan mengendalikan_dan penganalisaan urusan perencanaan teknik dan
pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian jaringan irigasi yang
telah dibangun;

melaksanakan pengendalian dan  evaluasi urusan perencanaan teknik dan
pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian jaringan irigasi yang
telah dibangun;

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran APBD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan
Energi;

mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi;

mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan dan
Pengendalian Irigasi;

18.melakukan....185
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18. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkup Bidang
Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pertambangan, dan Energi;

19. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

20. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan teknik dan
pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian kepada atasan;

21. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

22. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

23. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
24. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
25. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Perencanaan dan Pembangunan Irigasi

Pasal 84

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan
irigasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Perencanaan dan Pembangunan Irigasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan
irigasi;

b. pelaksanaan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi;
pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan teknik dan pembangunan
jaringan irigasi;

d. pengawasan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi;
pelaporan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Perencanaan dan Pembangunan Irigasi mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Irigasi pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi;

2. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan
perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi pada Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi;

3. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam urusan perencanaan teknik
dan pembangunan jaringan irigasi sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD Kabupaten;

4. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan teknik dan
pembangunan jaringan irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pertambangan dan Energi;

5.mengumpulkan...... 186
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mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan
irigasi;

melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal bidang sumber daya air
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan pedoman dan manual dibidang
pengairan dan standar pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib
dilaksanakan oleh Kabupaten;

memberikan petunjuk penyusunan program dan rencana biaya pekerjaan
perencanaan teknis;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi

Pasal 85

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai fungsi :

a.

~e a0 o

perencanaan kegiatan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
pelaksanaan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

pembagian pelaksanaan tugas urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
pengawasan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

pelaporan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3)Dalam...... 187
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

merencanakan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) urusan
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Bidang Pengelolaan dan
Pengendalian Irigasi sebagai bahan penyusunan RPIPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan
Energi;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai
bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal bidang sumber daya air
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan pedoman dan manual dibidang
pengairan, standar pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan
oleh Kabupaten;

menyelenggarakan tugas pembantuan pembangunan sumber daya air lintas
provinsi;

membangun dan meningkatkan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi dalam satu kabupaten;

membangun dan merehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak
dalam satu kabupaten yang sesuai kemampuan kabupaten;

menanggulangi bencana berskala kabupaten dibidang pengairan;

menyiapkan bahan pelaksanaan Pengelolaan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem
irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya
kurang dari 1.000 ha dan pemeliharaan dan rehabilitasi pada sumber daya air
kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pemeloharaan sumber daya air dan
jaringan irigasi dalam wilayah kabupaten;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

menyiapkan bahan perumusan bahan perjanjian atau persetujuan internasional
yang telah disyahkan pemerintah dibidang pengairan;

menyiapkan bahan perumusan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah
kabupaten dalam kegiatan pengairan;

menyiapkan bahan pengalokasian SDM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur,
masyarakat dan mitra kerja;

menyiapkan bahan pembinaan BUMD/koorporitasi wilayah sungai kabupaten;

melaksanakan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib
dilaksanakan oleh Kabupaten;

menyiapkan bahan pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang pengairan yang
tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi;
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22. menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
NSPM dibidang pengairan;

23. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan operasi sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000
ha dan operasi pada sumber daya air kabupaten;

24. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan operasi sumber daya air dan jaringan
irigasi dalam wilayah kabupaten;

25. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

26. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

27. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

28. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

29. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

30. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

31. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
32. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air

Pasal 86

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan
prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan
prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;

b. pengelolaan urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana,
pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;

C. pengoordinasian urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana,
pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemanfaatan sumber daya air,
sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

1. merencanakan operasional pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana,
pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
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menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dalam rangka
kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD bidang urusan pemanfaatan sumber
daya air, sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan
hidrologi.sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD
bidang urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana, pengawasan
dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi.sebagai bahan penyusunan LPPD
Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang bidang urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana,
pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang urusan pemanfaatan sumber
daya air, sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan
hidrologi yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi kepada
Bupati;

mengelola dan menganalisa urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan
prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;

membagi tugas pelaksanaan penerapan dan pengawasan pedoman dan manual
dibidang pemanfaatan dan pembinaan pengelolaan sumber daya air;

membagi tugas pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan pembinaan
pengelolaan sumber daya air;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan pembinaan
pengelolaan sumber daya air;

menyusun bahan penetapan rencana pengelolaan pemanfaatan dan pembinaan
pengelolaan sumber daya air;

menyusun bahan penetapan dan mengelola kawasan lingkungan sumber daya air
Kabupaten;

menyusun bahan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan sumber daya air kabupaten;

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air kabupaten;

menyusun bahan Penelitian dan Pengembangan teknis dibidang pengawasan
jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi air dan sumber air
daerah Kabupaten;

menyusun bahan pemberian izin mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang
tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran
irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu kabupaten;

menyusun bahan penetapan, bahan persyaratan pembenahan izin yang terkait
dengan air dan sumber air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;

menyusun bahan pemberian izin untuk pembangunan dan pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;

melaksanakan rencana induk pengembangan sumber daya air Kabupaten;

menyusun bahan pengkoordinasian pelaksanaan rencana induk pengembangan
wilayah sungai lintas kabupaten dan/atau strategis regional;

menyusun bahan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat
kabupaten;
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23. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran APBD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan
Energi;

24. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

25. mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup Bidang Pemanfaatan Sumber
Daya Air;

26. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkup Bidang
Pemanfaatan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan
dan Energi;

27. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

28. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pemanfaatan sumber daya air,
sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan
hidrologi.kepada atasan;

29. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

30. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

31. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
32. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Hidrologi

Pasal 87

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Hidrologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pemanfaatan sumber daya air dan Hidrologi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Hidrologi mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pemanfaatan pemanfaatan sumber daya air dan
Hidrologi;

pelaksanaan urusan pemanfaatan sumber daya air dan Hidrologi;

pembagian pelaksanaan tugas urusan pemanfaatan sumber daya air dan Hidrologi;
pengawasan urusan pemanfaatan sumber daya air dan Hidrologi;

pelaporan urusan pemanfaatan sumber daya air dan Hidrologi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Hidrologi mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Hidrologi pada
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
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menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) bidang
pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air, Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang pemanfaatan sumber
daya air, sarana dan prasarana sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIJMD dan
RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemanfaatan sumber daya air
dan Hidrologi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan pemanfaatan sumber daya air dan Hidrologi sebagai
bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pemanfaatan sumber daya air dan Hidrologi;

Melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal bidang sumber daya air
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan pedoman dan manual dibidang
pengairan, standar pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan
oleh Kabupaten;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pemanfaatan,
pelestarian sumber daya air dan hidrologi kabupaten;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada pemanfaatan, pelestarian
sumber daya air dan hidrologi kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan sumber daya air kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian izin mendirikan, mengubah, membongkar (selain
yang tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran
irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;

melaksanakan rencana induk pengembangan, pemanfaatan, pelestarian sumber
daya air dan hidrologi Kabupaten;

menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan rencana induk pengembangan
wilayah sungai lintas kabupaten;

mendayagunakan dan konservasi sumber daya air kabupaten;

menyiapkan bahan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air
dalam kabupaten;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
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menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air

Pasal 88

Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air dan Hidrologi mempunyai fungsi :

a.
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perencanaan kegiatan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;
pelaksanaan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;
pengawasan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;

pelaporan tugas urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air dan Hidrologi mempunyai uraian tugas :

1.

10.

merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air pada | Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) bidang
pengawasan dan pelestarian sumber daya air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air, Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan RPJIPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang pengawasan dan
pelestarian sumber daya air sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pengawasan dan pelestarian
sumber daya air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan
Energi;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air sebagai
bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;

melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal bidang sumber daya air
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan pedoman dan manual dibidang
pengairan, standar pelayanan minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan
oleh Kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air
Kabupaten;

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air kabupaten;

11.menyiapkan......193
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11. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan teknis dibidang pengairan,
jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi dan sumber air
daerah Kabupaten;

12. menyiapkan bahan penetapan persyaratan pemberian izin yang terkait dengan air
dan sumber air yang terletak dalam satu wilayah kabupaten;

13. menyiapkan bahan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;

14. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat
kabupaten;

15. menyiapkan bahan pengawasan pengelolaan sumber daya air kabupaten,
pengelolaan sumber daya air kabupaten, fungsi dan manfaat terhadap jaringan
irigasi, serta penerapan peraturan daerah dibidang tata perairan;

16. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;

17. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

18. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

19. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

20. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

21. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

22. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kepala Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 89

Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pertambangan dan energi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pertambangan dan energi;

pengelolaan urusan pertambangan dan energi;

pengoordinasian urusan pertambangan dan energi;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pertambangan dan energi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Pertambangan dan Energi mempunyai uraian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

merencanakan operasional pertambangan dan energi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dalam rangka
kelancaran tugas;

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPIJMD bidang urusan pertambangan dan
energi sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPIJMD
bidang urusan pertambangan dan energi sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan
dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
pada bidang urusan pertambangan dan energi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang urusan pertambangan dan
energi yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi kepada
Bupati;

membagi tugas pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pertambangan dan
energi yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

membagi tugas pelaksanaan dalam menerapkan dan mengawasi pedoman dan
manual dibidang pengairan serta standar pelayanan minimal dibidang
pertambangan dan energi yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

mengelola dan menganalisa urusan pertambangan dan energi;

menyusun bahan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan sumber air tanah;

menyusun bahan pengelolaan air tanah, yang meliputi :

a. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur,
standar, norma, persyaratan dan kriteria dibidang air tanah;

b. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam
rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dan atau mata
air;

c. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusahaan dan
pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air
tanah;

d. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi
air tanah;

e. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah dan atau mata air;

f. memberian izin eksplorasi air tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air
tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA);

g. menetapkan dan mengatur system jaringan sumur pantau dalam satu cekungan
air tanah;

h. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah dan/atau mata air
dalam wilayahnya;

i. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan
pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah;

menyusun bahan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten
dibidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;

menyusun bahan penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha
pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten;

menyusun data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten;
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menyusun bahan pemberian kajian/rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin
penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah
kabupaten;

menyusun bahan pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas
bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi;

menyusun bahan pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk
operasi produksi yang berdampak lingkungan;

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin badan usaha jasa
pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di
wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman
modal di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan
panas bumi, pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah
kabupaten;

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten;

menyusun bahan penetapan  wilayah konservasi air tanah dalam wilayah
kabupaten;

menyusun bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi
yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;

menyusun bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah
dalam wilayah kabupaten/ kota;

menyusun bahan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi
dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah
kabupaten;

menyusun bahan penetapan potensi panas bumi dan air tanah pada air tanah yang
memiliki SIPA;

menyusun bahan pengusulan pengangkatan dan membina inspektur tambang serta
pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

menyusun bahan pengelolaan air tanah, yang meliputi :

a. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur,
standar, norma, persyaratan dan kriteria dibidang air tanah;

b. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam
rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dan atau mata
air;

c. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan
yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air tanah;

d. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi
air tanah;

e. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah dan/atau mata air;
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f. memberikan pembinaan terhadap izin eksplorasi air tanah, izin pengeboran
(SIP), izin pengambilan air tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin
pengambilan mata air (SIPMA);

g. memberikan pembinaan terhadap izin juru bor (SIJB) air tanah;

h. memberikan pembinaan terhadap izin perusahaan pengeboran air tanah
(SIPPAT);

i. menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan
air tanah;

j. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah dan/atau mata air
dalam wilayahnya;

k. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan
pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah.

menginventarisir energi dan sumberdaya mineral, yang meliputi :

a. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan
informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber
daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;

b. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan
informasi  skunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan dibidang
pertambangan umum di daerah;

c. melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral
non migras di daerah/Bank Data Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;

d. menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya
mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam
Negeri dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral,
batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung
geologi pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan
lindung geologi pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik,
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik,
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis mitigasi bencana geologi pada
wilayah kabupaten;

menginventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah
kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah
kabupaten;

menyusun bahan pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada
wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan pelaksanaan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar
atau sama dengan 1 : 50.000;

menyusun bahan penanggulangan bencana alam geologi yang meliputi :

a. membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 :
125.000;

b. pemantauan bencana gerakan tanah.
45.menyusun......197
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45. menyusun bahan pengelolaan kawasan kars, yang meliputi :
a. melakukan inventarisasi kawasan kars;
b. melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars;

membuat skala kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 :
100.000.

46. menyusun bahan pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dalam wilayah
Kabupaten, yang meliputi :

a. pertambangan Umum (IUP), yang meliputi :

C.

C.

1).
2).
3).
4).

5).
6).
7).

memberikan pembinaan terhadap IUP Eksplorasi;
memberikan pembinaan terhadap IUP Operasi dan Produksi;
memberikan pembinaan terhadap Perpanjangan IUP Eksplorasi;

memberikan pembinaan terhadap Perpanjangan IUP Operasi dan
prosedur;

pembatalan penyelidikan umum;
pembatalan eksplorasi;
pembatalan/pengakhiran IUP Operasi dfan Prosedur;

rekomendasi/Persetujuan/Izin non inti, yang meliputi :

1).
2).
3).
4).
5).

6).
7).
8).
9).

10).
11).
12).
13).

14).
15).
16).

17).
18).
19).
20).
21).
22).

surat keterangan izin peninjauan (SKIP);
surat izin bekerja eksplorasi;

surat izin produksi/tambah percontohan;
surat izin pengiriman contoh (bulk sampling);

Menyiapkan bahan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan
WIUP;

perubahan batas/luas wilayah Eksplorasi;

perubahan batas/luas wilayah IUP Operasi dan Prosedur;

pemindahan IUP;

suspensi/penundaan kegiatan;

persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya;
persetujuan pencairan security deposit;

persetujuan pencairan jaminan kesungguhan;

persetujuan kontrak jual beli hasil tambang bagi perusahaan yang
berafiliasi;

pengujian kelayakan dan pemberian izin operasi kapal keruk/kapal hisap;
pemeriksaan kelayakan dan pemberian izin gudang bahan peledak;
pengujian kelayakan tanki dan pemberian izin penimbunan bahan bakar
cair;

pengujian kelayakan dan pemberian izin alat angkut orang (Derek);
pengujian rekomendasi kelayakan pabrik zat asam dan asitelin;

pengujian dan persetujuan modifikasi alat tambang;

pengesahan kepala/wakil kepala teknik tambang;

izin juru ledak (kartu izin meledakan);

memberikan Persetujuan ketinggian dan keiringan jenjang galian tambang
dan timbunan verbuden, tailing, bahan tok dan bahan galian.

tugas evaluasi dan persetujuan, yang meliputi :
1). merumuskan rencana penutupan tambang;
2). merumuskan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

pada tahap suspensi;

3).merumuskan......198
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3). merumuskan laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan
lingkungan pasca tambang;

4). merumuskan laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan masa
suspensi;

5). merumuskan laporan kinerja pengelolaan lingkungan, yang meliputi :
a). rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
b). realisasi reklamasi untuk penetapan jaminan reklamasi;
). laporan triwulan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d). laporan semester pengguna lahan;
e). laporan tahunan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
f). laporan reklamasi untuk untuk pelepasan jaminan reklamasi;
g). laporan reklamasi untuk pelepasan jaminan reklamasi;
h). laporan terjadinya kasus lingkungan;
i). laporan penanganan/pengendalian kasus lingkungan.
6). merumuskan laporan kemajuan reklamasi;
7). merumuskan kebijakan teknis jaminan reklamasi;
8). merumuskan evaluasi laporan K-3 perusahaan.
d. tugas evaluasi dan persetujuan, yang meliputi :
1). keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2). lingkungan, yang meliputi :
a). inspeksi rutin;
b). inspeksi terjadinya kasus lingkungan;
c). penguijian kelayakan prasarana-sarana;
d). penguijian kualitas lingkungan.
3). konservasi;
4). penggunaan tenaga kerja;
5). produksi;
6). barang modal;
7). pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
8). investasi, divestasi dan keuangan;
9). penerapan standar pertambangan Penerapan standar pertambangan;
10). jasa pertambangan;
11). inspeksi kasus lingkungan.

menyusun bahan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau
wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;

menyusun bahan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian dan penggunaan
gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua
belas) mil laut;

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pembukaan kantor
perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;

menyusun bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang;
menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian depot local;

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pendirian stasiun pengisian
bahan bakar untuk umum (SPBU);
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menyusun bahan pemberian pembinaan Izin pemasaran jenis-jenis bahan baker
khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin pengumpulan dan penyaluran
pelumas bekas;

menyusun bahan pemberian persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan
penunjang kecuali yang bergerak dibidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur,
konsultan dan teknologi tinggi;

menyusun  bahan  perumusan bahan  Penetapan  peraturan  daerah
kabupatendibidang energi dan ketenagalistrikan;

menyusun bahan perumusan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
kabupaten;

menyusun bahan pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam
kabupaten;

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis harga jual tenaga listrik untuk
konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;

menyusun bahan Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang
izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

menyusun bahan pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten;

menyusun bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh
pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;

menyusun bahan pemberian pembinaan terhadap izin usaha jasa penunjang tenaga
listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam
modal dalam negeri;

menyusun bahan pembinaan dan Mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan
yang izinnya diberikan oleh kabupaten;

menyusun bahan penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pengusulan Pengangkatan dan pembinaan inspektur
ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

menyusun bahan rencana umum ketenagalistrikan daerah yang meliputi :

a. mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;

membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;

membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah;
menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah;

menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan
Gubernur;

mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah;

membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;

membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah;
menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah;

menyampaikan rencana umum ketenagalistrikan daerah kepada Pemerintah dan
Gubernur.

menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan terhadap perizinan usaha
ketenagalistrikan melalui Kegiatan :

a. memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :

1). usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya
tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam
wilayah kabupaten/kota;

2). usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya
di dalam wilayah kabupaten/kota;

3). usaha penunjang tenaga listrik (UPL) yang berdomisili di dalam wilayah
kabupaten/kota;

®oo o
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b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan
usaha dar pemegang saham;

c. melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin yang
meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan;

d. menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan
Gubernur.

melakukan penegakan hukum dan pengawasan dibidang ketenagalistrikan di daerah
melalui Kegiatan :

a melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan
dibidang ketenagalistrikan;

b melakukan penyelidikan atas tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;

melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan
lingkungan dibidang ketenagalistrikan;

menyelenggarakan pembinaan dibidang ketenagalistrikan;

menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan
pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.

menyusun bahan penyelenggaraan kebijakan program pemerintah dibidang
pemanfaatan energi melalui Kegiatan :

a. menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program
diverifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program
pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang
kebijakan Pemerintah Daerah dibidang energi;

b. menyusun program Pemerintah Daerah dibidang energi;

c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan
pemanfaatan energi daerah;

d. menyelenggarakan penyuluhan dibidang energi ;

menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan
kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

melaksanakan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas
bumi bersama pemerintah;

menyusun bahan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja
sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten;

menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan terhadap izin pembukaan kantor
perwakilan perusahaan di sub sektor migas;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga
bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di
wilayah kabupaten;

menyusun bahan pemantauan dan menginventarisir penyediaan, penyaluran dan
kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap
kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten;

menyusun bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat
penyimpanan migas;

memberikan rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk
Umum (SPBU);

menyusun bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam
rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada
wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

menyusun bahan pengusulan Pengangkatan dan membina inspektur migas serta
pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan assessment kerjasama dengan lembaga
assessment ESDM;
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82. menyusun bahan pengusulan peserta diklat teknis dan fungsional tertentu sektor
energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten;

83. mengendalikan dan mengevaluasi urusan pertambangan dan energi;

84. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran APBD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan
Energi;

85. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan,
triwulan dan tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

86. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang pertambangan dan energi;

87. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkup bidang
pertambangan dan energi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan
Energi;

88. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

89. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pertambangan dan energi
kepada atasan;

90. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

91. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

92. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;
93. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
94. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi

Pasal 90

Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Perencanaan Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan perencanaan pertambangan dan energi;
pelaksanaan urusan perencanaan pertambangan dan energi;

pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan pertambangan dan energi;
pengawasan urusan perencanaan pertambangan dan energi;

pelaporan urusan perencanaan pertambangan dan energi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

e a0 T

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Perencanaan Pertambangan dan Energi mempunyai uraian tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

2.menyusun.....202
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menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) bidang
perencanaan pertambangan dan energi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPIJMD dan RKPD dalam bidang perencanaan
pertambangan da energi sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan pertambangan
dan energi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan pertambangan dan energi sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan pertambangan dan energi;

membagi tugas pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pertambangan dan
energi yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

membagi tugas pelaksanaan dalam menerapkan dan mengawasi pedoman dan
manual dibidang pertambangan dan energi serta standar pelayanan minimal
dibidang pertambangan dan energi yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan
pengusahaan pertambangan dan energi;

menyiapkan bahan pengelolaan air tanah, yang meliputi :

a. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur,
standar, norma, persyaratan dan kriteria dibidang air tanah;

b. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam
rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dan/atau mata
air;

c. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan
yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air tanah;

d. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi
air tanah;

e. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah dan/atau mata air;

f. memberian izin eksplorasi air tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air
tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA);

g. menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan
air tanah;

h. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah dan/atau mata air
dalam wilayahnya;

i. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan
pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah.

menyiapkan bahan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten
dibidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;

menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha
pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala
kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian kajian/rekomendasi teknis untuk izin pengeboran,
izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah
kabupaten;

13.menyiapkan....203
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menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin usaha pertambangan
mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi;

menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin usaha pertambangan
mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan
langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

menyiapkan bahan pemberian pembinaan terhadap izin badan usaha jasa
pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di
wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin
usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka
penanaman modal di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan
panas bumi pada wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah
kabupaten;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah
kabupaten;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi yang
berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah
dalam wilayah kabupaten/ kota;

menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi
dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah
kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca
sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang
serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;

menyiapkan bahan pengelolaan air tanah, yang meliputi :

a. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur,
standar, norma, persyaratan dan kriteria dibidang air tanah;

b. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam
rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dan/atau mata
air;

c. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan
yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air tanah;

d. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi
air tanah;

e. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah dan/atau mata air;

f.memberikan.....204
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f. memberikan pembinaan terhadap izin eksplorasi air tanah, izin pengeboran
(SIP), izin pengambilan air tanah (SIPA), izin penurapan (SIP) dan izin
pengambilan mata air (SIPMA);

g. memberikan pembinaan terhadap izin juru bor (SIJB) air tanah;

h. memberikan pembinaan terhadap izin perusahaan pengeboran air tanah
(SIPPAT);

i. menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan
air tanah;

j. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah dan/atau mata air
dalam wilayahnya;

k. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan
pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah.

menginventarisir energi dan sumberdaya mineral, yang meliputi :

a melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan
informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumber
daya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000;

b melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan
informasi  skunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan dibidang
pertambangan umum di daerah;

¢ melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumber daya mineral
non migras di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah;

d menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya
mineral non migas di daerah kepada pemerintah melalui Departemen Dalam
Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral,
batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung
geologi pada wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan
lindung geologi pada wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik,
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik,
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis mitigasi bencana geologi pada
wilayah kabupaten;

melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada
wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah
kabupaten;

menyiapkan bahan pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional
pada wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah
kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar
atau sama dengan 1 : 50.000;

melaksanakan penanggulangan bencana alam geologi, yang meliputi :

a. membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 :
125.000;

b. pemantauan bencana gerakan tanah.

42.menyiapkan.....205
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menyiapkan bahan pengelolaan kawasan kars, yang meliputi :
a. melakukan inventarisasi kawasan kars;
b. melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars;

¢c. membuat skala kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 :
100.000.

menyiapkan bahan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau
wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;

menyiapkan bahan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang;

menyiapkan bahan pemberian persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan
penunjang kecuali yang bergerak dibidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur,
konsultan dan teknologi tinggi;

menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan program pemerintah dibidang
pemanfaatan energi melalui kegiatan :

a. menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program
diverifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program
pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang
kebijakan Pemerintah Daerah dibidang energi;

b. menyusun program Pemerintah Daerah dibidang energi;

c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan
pemanfaatan energi daerah;

d. menyelenggarakan penyuluhan dibidang energi;

e. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan
kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

menyiapkan bahan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas
bumi bersama pemerintah;

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian
Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan perencanaan pertambangan dan energi;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf......206
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Paragraf 3
Seksi Pengendalian Pertambangan dan Energi

Pasal 91

(1) Seksi Pengendalian Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pengendalian pertambangan dan energi.

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Pengendalian Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

a.

o a0 o

perencanaan kegiatan urusan pengendalian pertambangan dan energi;
pelaksanaan urusan pengendalian pertambangan dan energi;

pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian pertambangan dan energi;
pengawasan urusan pengendalian pertambangan dan energi;

pelaporan urusan pengendalian pertambangan dan energi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pengendalian Pertambangan dan Energi mempunyai uraian tugas :

1.

10.

merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Pertambangan dan Energi pada Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) bidang
energi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJIMD dan RKPD dalam bidang energi sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian pertambangan
dan energi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam
pelaksanaan kegiatan urusan energi sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan
LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati
atas pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian pertambangan dan energi;

membagi tugas pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pertambangan dan
energi yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

membagi tugas pelaksanaan dalam menerapkan dan mengawasi pedoman dan
manual dibidang pertambangan dan energi serta standar pelayanan minimal
dibidang pertambangan dan energi yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

menyiapkan bahan  pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha
ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan terhadap perizinan usaha
ketenagalistrikan melalui Kegiatan :

a. memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :

1). usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya
tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di dalam
wilayah kabupaten/kota;

2). usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya
di dalam wilayah kabupaten/kota;

3).usaha......207
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3). usaha penunjang tenaga listrik (UPL) yang berdomisili di dalam wilayah
kabupaten/kota.

b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan
usaha dar